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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Australia Dalam Menandatangani 
Nota Kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA)  
Dengan Kamboja Tahun 2014 
ABSTRAK 
 
Tahun 2014 menjadi tahun dimana Australia kedatangan jumlah pengungsi jalur 
laut begitu banyak. Hingga pada bulan September 2014, Australia mengeluarkan 
respon kebijakan pengungsi yang mengundang banyak komentar buruk dari rezim 
pengungsi internasional maupun pengungsi jalur laut itu sendiri yang berakhir 
dengan adanya kontroversi. Respon kebijakan tersebut adalah dalam bentuk Nota 
Kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA) yang mengatur akan 
dikirimnya beberapa pengungsi jalur laut di Nauru Offshore Processing Centre ke 
Kamboja. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor apa yang mempengaruhi Australia pada akhirnya menandatangani nota 
kesepahaman RSA dengan Kamboja yang mengundang kontroversi. Penelitian ini 
menggunakan Model Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Pengungsi: Karen 
Jacobsen. Dengan hasil, 13 parameter mempengaruhi dan 3 parameter tidak 































Factors Influencing Australia In Signing Memorandum Of Understanding: 




Year 2014 was the year when an influx of boat-people came to Australia is at its 
peak. In September 2014, Australia issued a policy response which invites many 
bad comments either from international refugee regime or boat people itself 
which ended in controversy. The policy response is on the concept of 
memorandum of understanding, named Refugee Settelement Arrangement (RSA). 
It arranged that several boat people in Nauru Offshore Processing Australia will 
be moved to Cambodia. From that point, this research aims to know what factors 
influencing Australia in signing RSA with Cambodia that the memorandum of 
understanding itself invites controversy. This research employ a model of host 
government policy response by Karen Jacobsen. The result is, there is 13 
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1. 1. Latar Belakang  
Pengungsi, yang mempunyai definisi, individu yang meninggalkan negara 
asalnya dan tidak bisa atau tidak ingin kembali lagi karena adanya ketakutan 
penganiayaan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial 
tertentu atau karena opini politik mereka
1
 masih menjadi masalah yang terus 
berjalan dan diperhatikan oleh masyarakat internasional termasuk oleh negara 
Terra Australis atau Australia, dimana isu tersebut menjadi isu yang masih sering 
dijadikan topik perbincangan oleh pejabat negara maupun warga Australia itu 
sendiri.  
Dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh World Data yang informasi 
nya diperoleh dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 
Data tersebut menyebutkan bahwa lima belas besar negara yang dijadikan negara 
tujuan oleh pengungsi adalah Jerman, Amerika Serikat, Italia, Turki, Perancis, 
Yunani, Austria, Inggris, Afrika Selatan, Uganda, Mesir, Hungaria, Australia, 
Rusia dan Kanada.
2
 Dapat dilihat dari informasi tersebut, negara maju 
mendominasi destinasi pengungsi salah satunya Australia. Dan jika dipandang 
dari segi historis terkait jumlah pengungsi yang telah diterima, sejak tahun 1901 
                                                          
1
 “What’s the Difference Between a Refugee and an Asylum Seeker,” Amnesty, diakses 13 
Oktober, 2017, https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/ 
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hingga 1948 diperkirakan sebanyak 20.000 pengungsi telah diterima oleh 
Australia menurut the Australian Parliamentary Library.
3
 
Penggolongan pengungsi maupun pencari suaka di Australia tergolong 
variatif. Menurut Australian Human Rights Commission, Australia mempunyai 
program kemanusiaan yang terdiri dari dua komponen terkait pengungsi maupun 
individu yang memiliki kebutuhan kemanusiaan khusus.
4
 Komponen pertama atau 
offshore resettlement ditunjukkan untuk individu yang telah mempunyai status 
pengungsi atau status lain yang mana kebutuhan untuk dilindungi sudah diakui di 
negara lain sebelum datang ke Australia.
5
 Sedangkan onshore protection di 
komponen kedua dimaksudkan untuk individu yang datang ke Australia dengan 
visa yang sah dan membuat klaim sukses terkait suaka setelah mereka tiba.
6
  
 Sedangkan untuk pengungsi dan pencari suaka jalur laut, Australia 
menetapkan bahwa kelompok tersebut akan dikirim ke Nauru dan Papua New 
Guinea (PNG) untuk diproses status nya sebagai pengungsi.
7
 Respon variatif 
Australia dalam menanggapi pengungsi dan pencari suaka tidak terlepas dari 
status nya sebagai salah satu negara yang paling banyak dituju oleh pencari suaka 
dan pengungsi. Menurut penulis hal tersebut membuat dan memaksa Australia 
untuk selalu siap dalam melangsungkan serangkaian tindakan untuk menghadapi 
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 “Australia’s Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to 





gelombang pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur dan cara yang 
berbeda. 
Diantara berbagai cara kedatangan yang berbeda, proses penerimaan 
pasang surut oleh Australia lebih condong kepada pengungsi dan pencari suaka 
yang datang melalui jalur laut. Dibuktikan dengan adanya dinamika yang cukup 
rumit dimulai dari Tahun 2001 dimana jumlah pengungsi jalur laut menuju 
Australia mencapai angka terbanyak hingga 5,516
8
 dan serangkaian tindakan 
keras lahir termasuk memerintahkan perahu untuk putar balik.
9
 Lalu di tahun 2008 
peraturan keras tersebut dihapus dan terdapat kenaikan gelombang pengungsi dan 
pencari suaka jalur laut kembali hingga 17.202 orang di tahun 2012.
10
  
 Untuk menghadapi adanya lonjakan pengungsi dan pencari suaka yang 
menggunakan perahu, tahun 2012 Australia memutuskan untuk mengirim 
pengungsi dan pencari suaka jalur laut ke offshore processing centre (OPC) di 
Nauru dan PNG sementara proses tuntutan sebagai pengungsi nya diproses.
11
 
OPC Nauru dalam hal ini juga dapat disebut sebagai pusat pengolahan pengungsi 
lepas pantai atau pusat penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di Nauru. 
Lalu, bisa dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa perjalanan pengungsi dan 
pencari suaka jalur laut ke Australia mengalami banyak hambatan setiap tahunnya 
yang pada saat itu kebijakan masing-masing perdana Menteri Australia juga 
berbeda.  
                                                          
8
“The Australia-Cambodia Refugee Relocation Agreement is Unique, but Does Little to Improve 











 Di tahun 2014 tanggal 26 September, Australia menandatangani nota 
kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja
12
 sebagai 
salah satu bentuk respon keras terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut. 
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Imigrasi dan 
Perlindungan Perbatasan Australia, Scott Morrison dan Menteri Dalam Negeri 
Kamboja, Sar Kheng di Phnom Penh.
13
 Sebelumnya, proses negosiasi RSA sudah 
dimulai sejak Februari 2014.
14
  
Pada bulan tersebut Menteri Luar Negeri Australia bertemu dengan 
Menteri Luar Negeri Kamboja untuk membahas permintaan Australia kepada 
Kamboja untuk menerima pengungsi jalur laut yang ingin menetap di Australia 
dan sedang berada di OPC Nauru.
15
 Di Pulau Nauru yang ada di Wilayah Pasifik 
tersebut, pengungsi dan pencari suaka nya sebagian besar berasal dari Iran, 




Nota kesepahaman Australia dan Kamboja berisi mengenai pencari suaka 
yang ingin menuju Australia, sedang berada di pusat pengolahan pengungsi lepas 
pantai di Nauru, telah menjalani proses penentuan sebagai pengungsi serta telah 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kamboja akan 
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 Lauren Crothers dan Ben Doherty, “Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with 





 Samean Yun, “Cambodia Looking Into Australian Refugee Request,” Radio Free Asia, Februari 
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ditawarkan pemukiman permanen oleh Kamboja.
17
 Kesepakatan dengan Kamboja 
ini menjadi satu-satunya third country resettlement arrangement yang secara 
formal telah disetujui sesuai dengan informasi pada laporan yang dikeluarkan oleh 
the Parliament of Australia tanggal 21 April 2017.  
 Kamboja disini sendiri bukan merupakan sebuah detensi seperti Nauru 
dan PNG OPC. Melainkan sebuah third country resettlement yang diwujudkan 
melalui kesepakatan RSA.
18
 Dapat dilihat melalui gambar dibawah ini yang dapat 
menjelaskan mengenai peta-peta Detensi Pengungsi milik Australia yang tersebar 
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Sifat RSA adalah voluntary dengan jumlah dan waktu pengungsi yang 
dikirim ditentukan oleh Kamboja.
20
 Australia akan menanggung biaya operasional 
pengiriman pengungsi sebesar AUD40 juta.
21
 Sementara alokasi sebanyak $15 
juta ditujukkan kepada International Organisation for Migration (IOM) agar 
dapat membantu menangani pengungsi yang ada di Kamboja.
22
 Kesepakatan yang 
didukung oleh biaya dukungan tersebut menuai protes dan kritik bahkan sebelum 
RSA ditandatangani. Protes pertama datang dari pengungsi di OPC Australia di 
Nauru tepatnya pada satu hari sebelum kesepakatan ditandangani.  
Pengungsi dan para pencari suaka dilaporkan melangsungkan beberapa 
percobaan bunuh diri setelah mendengar bahwa Australia dan Kamboja akan 
menandatangani kesepakatan RSA di hari berikutnya yaitu, 26 September 2014.
23
  
Masyarakat Kamboja sendiri turut mengatakan bahwa negara nya masih belum 
siap untuk menerima pengungsi karena catatan hak asasi manusia (HAM) 
Kamboja masih sangat diamati, layanan kesehatan nya kurang baik dan sistem 
pengadilan nya masih diwarnai dengan korupsi.
24
 
 Setelah itu, UNHCR juga memberikan suara bahwa RSA telah melanggar 
norma internasional dan seharusnya sebuah negara tidak memindahkan tanggung 
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 Lauren Crothers dan Ben Doherty, “Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with 




jawabnya ke negara lain.
25
 Kemudian, Amnesty International turut memberikan 
komentar bahwa tindakan Australia tersebut terlihat kejam dan membingungkan.
26
 
Ditandai dengan adanya kutukan Australia untuk catatan hak asasi manusia 
(HAM) Kamboja pada kesempatan UN Human Rights Hearing bulan Januari 
2014. Namun di Bulan Februari 2014, Menteri Luar Negeri Australia melakukan 
kunjungan mengejutkan dengan pergi ke Kamboja untuk membuka obrolan terkait 
kesepakatan RSA yang penandatanganan nya dilakukan tujuh bulan kemudian di 
Kamboja.
27
 Keadaan tersebut membuat masalah RSA semakin terlihat 
kontroversial.  
Catatan HAM di Kamboja sendiri memburuk sejak pemilihan majelis 
nasional pada 28 Juli 2013 menurut Human Rights Watch (HRW)
28
 yang padahal 
terdapat hubungan erat mengenai HAM di sebuah negara dan penerimaan nya 
terhadap pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi setidaknya mendapatkan hak 
dan bantuan dasar yang sama seperti orang asing lainnya yang merupakan 
penduduk resmi, termasuk kebebasan berpikir, bergerak, kebebasan dari 
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.
29
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 Hal unik lain dibalik nota kesepahaman tersebut dapat dilihat dari joint 
statement RSA.
30
 Salah satu paragraf menyatakan bahwa Kamboja ialah negara 
peserta penandatangan 1951 Refugee Convention dan 1967 Protocol serta 
mempunyai sub keputusan nomor 224 tentang prosedur pengakuan pengungsi.
31
 
Terkait hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia 
mengatakan bahwa ketika Kamboja dan Australia adalah peserta penandatangan 
1951 Refugee Convention, kerjasama akan berlangsung baik-baik saja.
32
  
 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 tersebut diratifikasi oleh 145 negara dan 
mengatur mengenai definisi pengungsi, hak-hak orang terlantar serta kewajiban 
hukum negara untuk melindungi mereka termasuk prinsip utama nya tentang non-
refoulement yang menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan pengusiran 
dan pengembalian pengungsi ke negara yang dimana mereka akan menghadapi 




Lalu kesimpulan yang didapat terkait komentar Menteri Imigrasi Australia 
dan pernyataan di joint statement adalah Australia memindahkan pengungsi yang 
seharusnya menjadi tanggung jawabnya ke Negara peserta penandatangan 1951 
Refugee Convention tetapi Australia sendiri tidak menaati kewajiban internasional 
                                                          
30
 Lauren Crothers dan Ben Doherty, “Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with 





 Samantha Hawley, “Scott Morrison to Sign MoU on Refugee Resettlement, Cambodia  
Government Says,” ABC News, 25 September, 2014, http://www.abc.net.au/news/2014-09-
24/scott-morrison-to-head-to-cambodia-to-sign-refugee-resettlement/5766282 
33




sebagai negara yang menandatangani 1951 Refugee Convention.
34
 Sikap 
ketidaktaatan Australia dapat dilihat di satu poin pada artikel 33 di 1951 Refugee 
Convention terkait larangan pengiriman pengungsi ke negara mana pun yang 
mana pengungsi terkait memiliki ketakutan akut untuk dianiaya, negara tersebut 
pun bukan hanya negara asalnya.
35
  
Sesuai dengan poin tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Australia jelas 
meninggalkan tanggung jawab internasional nya dengan memindahkan pengungsi 
di OPC Australia di ke Kamboja yang pada fakta nya, pengungsi tersebut juga 
merasa takut untuk dipindahkan.
36
 Masyarakat Kamboja sendiri juga menganggap 
bahwa negara nya belum siap untuk menerima pengungsi.
37
 Selain itu seperti yang 
telah dikatakan sebelumnya, Organisasi Internasional UNHCR juga mengatakan 
bahwa keputusan Australia tersebut termasuk keberangkatan dari norma 
internasional yang mengkhawatirkan dimana sebuah negara seharusnya tidak 




Kemudian, Antonio Guterres yang juga dari UNHCR, pada kalimat 
penutup pernyataan terkait keputusan Australia-Kamboja, mengatakan dan 
berharap, bahwa Australia sebaiknya mempertimbangkan kembali pendekatan 
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 Dengan adanya beberapa keanehan dari kesepakatan 
Australia dan Kamboja yang disertai oleh banyaknya protes dan kritik, penulis 
tertarik untuk meneliti alasan dibalik penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut. 
1. 2. Rumusan Permasalahan 
        Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani 
Nota Kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja 
tahun 2014?  
1. 3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
Australia dalam menandatangani nota kesepahaman Refugee Settlement 
Arrangement (RSA) dengan Kamboja tahun 2014. 
1. 4. Manfaat Penelitian 
       Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai dua jenis manfaat 
dimana yang pertama adalah jenis manfaat akademis dan yang kedua adalah 
manfaat praktis.  
1.4.1. Manfaat akademis  
1.  Meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya 
mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional mengenai 
Respon Kebijakan Australia terkait pengungsi yang 
mempunyai karakteristik nya sendiri setiap tahun terutama di 
tahun 2014. 
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2. Menambah pengetahuan mengenai isu pengungsi yang menuju 
ke Australia. 
1.4.2. Manfaat praktis  
1. Menambah studi mengenai respon kebijakan suatu negara 
terkait isu pengungsi di periode waktu tertentu. 
2.  Sebagai masukan bagi peneliti khususnya yang mengambil 
konsentrasi mata kuliah Australia serta isu pengungsi untuk 
mengadakan penelitian selanjutnya terkait respon kebijakan 
















2.1. Studi Terdahulu 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua studi terdahulu dalam 
bentuk Master Thesis dan Disertasi Doktoral. Studi terdahulu pertama adalah 
Master Thesis di bidang Development and International Relations, Global 
Refugee School milik Maria Pederson yang berjudul Australia And The 1951 
Refugee Convention: An Analysis Of Incentives For Non Compliance.
40
 Penelitian 
milik Pederson berangkat dari situasi dunia saat ini dimana negara-negara terlihat 
ambigu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap hukum pengungsi 
inernasional, dilihat dari adanya peningkatan aktivitas dalam penutupan batas 
negara, yang mana aktivitas tersebut erat hubungannya dengan solusi yang 




Penjelasan terkait situasi dunia yang terlihat ambigu tersebut diambil 
Pederson sebagai abstrak dan latar belakang masalah awal sebelum masuk ke 
fokus penelitian dengan menetapkan Australia sebagai subjek negara nya. Dalam 
tesis nya, Pederson menjelaskan bahwa Australia termasuk salah satu negara yang 
terdapat adanya peningkatan individualisasi dalam menanggapi krisis pengungsi 
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 Selanjutnya, masalah yang menjadi fokus adalah kasus Australia dan 
kerjasama nya dalam Konvensi 1951 sebagai contoh relevan nya.
43
 
Kasus Australia dan kerjasama nya dalam Konvensi 1951 tersebut tidak 
terlepas dari adanya kritik dari aktor internasional termasuk dari United Nations 
(UN) yang pada saat itu yaitu pada tahun 2016, Australia menetapkan kebijakan 
pencari suaka yang terlihat ambigu.
44
 Adanya sikap yang kurang jelas yang 
dikeluarkan oleh Australia dalam menetapkan kebijakan pencari suaka tersebut 
mengarah pada pertanyaan besar yang ditetapkan oleh Pederson. Pertanyaan 
tersebut adalah, apakah Australia benar-benar patuh terhadap kewajiban hukum 
negara dalam Konvensi 1951 walaupun Australia juga sebenarnya masih menjadi 
peserta penandatangan Konvensi 1951.
45
 
Alur penulisan Pederson dalam menjelaskan kasus Australia dan 
kepatuhan nya terhadap Konvensi 1951 dibagi menjadi 2 bab sebagai usaha untuk 
membuat pembaca lebih memahami fokus penelitian nya. Bab pertama diisi 
terkait bagaimana pengaruh domestik Australia dalam mempengaruhi kepatuhan 
nya terhadap Konvensi 1951 dimana di bab tersebut disertakan teori 
konstruktivisme untuk mendukung analisis nya.
46
 Kemudian, dikatakan bahwa 
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 Konteks domestik Australia disebutkan oleh Pederson, dipengaruhi dari 
logika konstruktivisme dimana menurut teori tersebut seorang aktor akan 
mengikuti logika kesesuaian, dimana sebuah keputusan akan berdasar pada 
persepsi terhadap suatu situasi dan peran mereka dalam hal tersebut. 
48
 Lalu 
Pederson mengutip dari Kamis dan Hasenclever bahwa cara sebuah isu dibingkai 
dan sebuah input dari proses politik domestik dan internasional adalah penting 
dalam menentukan hasil akhir.
49
 
 Untuk mengaplikasikan teori konstruktivisme dalam konteks domestik 
Australia, Pederson menyajikan studi yang dilakukan oleh McKay di tahun 
2011.
50
 Salah satu hasilnya, ditemukan bahwa pencari suaka jalur laut dipandang 
telah merusak sistem demokratis Australia dan prosesnya dengan metode 
kedatangan pencari suaka tersebut yang membuat pandangan warga Australia 
menjadi negatif.
51
 Selain itu, disorot juga bahwa preferensi nasional Australia juga 
kuat yang ditandai dengan adanya sejarah panjang bagi Australia dalam 
merasakan terisolasi secara geografis dan budaya yang mengarah kepada 
munculnya ketakutan terhadap individu lain yang melintasi batas negara nya tanpa 
melalui aturan yang benar.
52
 
Sedangkan di bab dua, Pederson menganalisis terkait adanya sikap 
ketidakpatuhan Australia terhadap Konvensi 1951 yang berhubungan dengan 
munculnya persepsi bahwa negara-negara lain juga melakukan strategi yang sama 
dan tidak ada negara, termasuk Australia, yang ingin menjadi penyedia utama 
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 Dalam karya Maria Pederson ini, yang lebih mempunyai fokus kepada 
konteks domestik Australia dalam mempengaruhi ketidakpatuhan nya terhadap 
Konvensi 1951, penulis mendapatkan sebuah persamaan yang dapat membantu 
penelitian. Persamaan tersebut adalah pada pemahaman lebih dalam terkait 
konteks domestik Australia khususnya masyarakatnya ketika memandang 
pengungsi maupun pencari suaka secara umum yang menyebabkan beberapa 
kebijakan luar negeri terhadap pengungsi muncul.  
Pengetahuan baru yang ditawarkan oleh penulis dalam konteks domestik 
ini adalah lebih spesifik tidak hanya terkait persepsi masyarakat kepada pencari 
suaka dan pengungsi yang menuju Australia tetapi lebih mendalam kepada 
hubungan faktor ketersediaan lahan, infrastruktur, pola pekerjaan, etnisitas dan 
kekerabatan serta pengalaman historis Australia sebagai negara pendatang. Studi 
terdahulu kedua berjudul Swedish Refugee Policy Making in Transition? 
Czechoslovaks and Polish-Jews in Sweden, 1968-1972. Dibuat oleh Lukasz 
Gorniok dalam bentuk Disertasi Doktoral pada Department of Historical, 
Philosophical and Religious Studies, Umea University tahun 2016.
54
  
Disertasi milik Gorniok bertujuan untuk membahas respon pemerintah 
Swedia terhadap peristiwa Prague Spring, Invasi Pakta Perang Ceko, Kampanye 
Anti-Semitic di Polandia, lalu yang utama akan membahas terkait Pengungsi Ceko 
dan Pengungsi Yahudi Polandia yang pergi meninggalkan negara asalnya sebagai 
akibat dari beberapa peristiwa tersebut selama periode formatif akhir 1960 dan 
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 Salah satu studi kasus yang dipilih Gorniok adalah 
perkembangan pembuatan kebijakan Swedia terhadap pengungsi termasuk 
kebijakan imigrasi dan imigran dalam waktu kurang lebih lima dekade dimulai 
dari kontak awal Swedia dengan pengungsi selama Perang Dunia Satu hingga 




Studi kasus tersebut dilatarbelakangi dengan pertanyaan “What were the 
factors that affected the Swedish Government’s Response during this period?” 
atau dalam bahasa Indonesia nya adalah faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi respon Pemerintah Swedia selama periode tersebut?
57
 Penelitian 
Gorniok dipandu oleh model yang dikeluarkan Karen Jacobsen terkait faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi formasi kebijakan pengungsi seperti 
bureaucratic choices, international relations, local absorption capacity, national 
security considerations dan cold war considerations.
58
 
Kemudian selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai pengaplikasian 
model Jacobsen ke dalam studi kasus yang dipilih oleh Gorniok seperti yang 
sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya terkait faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi respon Pemerintah Swedia selama periode yang telah disebutkan. 
Perkembangan Kebijakan Swedia terkait pengungsi dijelaskan dalam urutan 
kronologis agar tidak hanya menganalisa pilihan kebijakan tetapi juga untuk lebih 
merefleksikan faktor-faktor nya dengan menggunakan kerangka kerja Jacobsen 
yang mempengaruhi pilihan yang ada.  
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Dimulai dari ulasan terkait pendekatan yang bersifat membatasi pada 
tahun 1920 dan tingkat nasionalisme ekonomi serta anti semitisme yang mencolok 
pada tahun 1930 hingga ditemukannya peran krusial dari pengaruh internasional 
dan kepentingan keamanan dalam pilihan kebijakan Swedia terhadap pengungsi 
pasca perang.
59
 Interaksi Swedia dengan pengungsi pertama kali terjadi pada awal 
Perang Dunia Pertama yang ditandai dengan adanya gelombang pengungsi dan 
revolusi Rusia. Menanggapi hal tersebut, respon Swedia masih tergolong keras 
dengan melangsungkan beberapa cara untuk menghentikan gelombang tersebut.
60
 
Di tahun 1927, sikap keras Swedia dituangkan menjadi sebuah peraturan bernama 
‘The Aliens Act’ yang bertujuan untuk melindungi pasar tenaga kerja dan ras 
Swedia dari kompetisi dan elemen asing.
61
  
Di peraturan tersebut masyarakat asing tidak diizinkan berkompetisi 
dengan masyarakat asli Swedia di pasar tenaga kerja. Melihat kondisi seperti itu, 
banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sikap dan respon Swedia 
dilatarbelakangi oleh motif rasial.
62
 Tahun 1942 Kebijakan Swedia terhadap 
pengungsi berubah menjadi sedikit lebih longgar akibat munculnya komentar 
negatif yang ditunjukkan pada Swedia terkait respon nya terhadap pengungsi. 
Kelonggaran kebijakan ditandai dengan diterimanya sebanyak sembilan ratus 
Pengungsi Yahudi Norwegia serta beberapa pengungsi lain asal Denmark
63
. 
Kebijakan tersebut dianggap mempunyai faktor identitas dan sejarah yang sama 
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 Ibid., 21. 
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antar negara Skandinavia dimana dalam kerangka kerja Jacobsen faktor identitas 
terdapat pada indikator ethnicity and kinship ties. 
Sedangkan di era Perang Dingin, faktor yang paling berpengaruh pada 
Kebijakan luar negeri Swedia terhadap pengungsi sebagian besar terletak di faktor 
international relations atau international influence.
64
 Berhubungan dengan 
kondisi bahwa Sweden baru saja menjadi peserta penandatangan Konvensi 1951 
dan dalam beberapa bulan setelah penandatanganan tersebut Swedia menjadi 
negara barat pertama yang memutuskan untuk membantu Austria dengan 
mentransfer individu buangan dari Austria saat negara tersebut sedang 
menghadapi banyaknya pencari suaka yang datang
65
. Keputusan Swedia tersebut 




Tesis Gorniok bermanfaat bagi penulis karena mempunyai persamaan 
model yang dipakai dan dapat membuka wawasan penulis terkait pengaplikasian 
model yang dikeluarkan oleh Jacobsen dalam studi kasus yang lebih lengkap dan 
juga melihat bagaimana model tersebut diaplikasikan di negara maju karena 
subjek negara yang penulis pilih juga tergolong negara maju yaitu Australia.  
2.2. Kajian Konseptual 
2.2.1. Respon Kebijakan Terhadap Pengungsi 
Dalam tulisannya yang berjudul, “Factors Influencing the Policy 
Responses of Host Governments to Mass Refugee Influxes,” atau faktor 
faktor yang mempengaruhi respon kebijakan pemerintah tuan rumah 
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terhadap gelombang pengungsi masal
67
, Karen Jacobsen tidak hanya 
memberikan kerangka kerja yang juga berisi variabel-variabel untuk 
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon kebijakan 
pemerintah tetapi juga memberikan pengantar seperti apa respon kebijakan 
itu sendiri dengan memberikan pengetahuan terkait beberapa contoh 
negara yang melangsungkan tindakan tersebut.  
Dalam 30 tahun terakhir, jutaan orang telah melintasi batas 
internasional untuk melarikan diri dari konflik dan kekacauan di negara 
asalnya. Respon dari pemerintah tuan rumah yang dituju oleh adanya 
gelombang besar tersebut bermacam-macam jenisnya baik antara negara, 
pemerintah tunggal dan kelompok pengungsi. Beberapa pemerintah 
menerima pengungsi dengan kemurahan hati dengan cara memberikan 
bantuan dan menjamin keselamatan mereka sementara pemerintah lain 
mencoba untuk mencegah pengungsi tersebut untuk masuk ke daerah nya 
atau memperlakukan mereka dengan kasar serta membatasi pergerakan 
pengungsi-pengungsi tersebut, bahkan dapat mengeluarkan kebijakan yang 
membahayakan keselamatan mereka. 
68
 
Dalam model Jacobsen ini, ‘government response’ mengacu pada 
aksi maupun inactions yang diambil oleh Pemerintah maupun sebuah 
institusi negara termasuk sebuah kebijakan pengungsi spesifik, respon 
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militer, aksi tidak resmi dan implementasi kebijakan. 
69
 Pemerintah tuan 
rumah menjadi agen utama yang bertanggung jawab mengenai kebijakan 
terhadap pengungsi karena disini pemerintah dipandang sebagai aktor 
tunggal dengan beberapa otonomi dari kekuatan transnasional. 
Diasumsikan juga, pemerintah dapat dan mampu untuk membuat 
keputusan yang sifatnya bertentangan dengan keinginan dan rekomendasi 
negara donor serta organisasi pengungsi internasional. 
70
 
Selain itu perbedaan respon tersebut juga dapat dibagi ke dalam 
macam-macam aspek lebih luas lagi. Pertama, di beberapa kasus terdapat 
perbedaan respon kebijakan pemerintah dalam menangani pengungsi 
dengan asal yang berbeda, sebagai contoh di periode waktu yang sama 
pemerintah Kosta Rika merespon dengan cara yang berbeda ketika 
gelombang pengungsi dari Nikaragua dan Salvador sampai ke wilayah 
negara nya.
71
 Sementara perbedaan di aspek lainnya dapat dilihat pada 
respon less developed countries (LDC’s) atau negara kurang berkembang 
dan maju.  
Kebijakan yang diambil oleh LDC’s dapat dikatakan berbeda 
dengan pemerintah industri barat dikarenakan adanya perbedaan faktor 
ekonomi, politik dan militer yang membentuk respon kebijakan masing-
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 Juga, meskipun semua negara tuan rumah mengalami jenis 
masalah yang serupa terkait masuknya pengungsi, skala dan intensitasnya 
akan berbeda untuk negara-negara kurang berkembang (LDC’s) dan 
negara barat, sebagai contohnya masalah keamanan dan lingkungan lebih 
besar bagi LDC’s dibandingkan di negara-negara barat.
73
  
2.3. Model Faktor-Faktor Respon Kebijakan Pemerintah  
Model yang diciptakan Karen Jacobsen ini berusaha mengidentifikasi 
sekumpulan faktor yang mempengaruhi formasi kebijakan pengungsi dimana 
kebijakan masing-masing negara pasti berbeda. Dimulai dari respon dengan tidak 
melakukan apa apa atau merespon dengan negatif hingga yang bersifat mulia 
dengan cara bertindak secara positif.  Dalam model ini, Jacobsen membagi empat 
kategori faktor yang luas yang dapat mempengaruhi kebijakan terhadap 
pengungsi, diantaranya adalah bureaucratic choices made by the government, 




1. Bureaucratic choices made by the government (Pilihan birokratik yang 
dibuat oleh Pemerintah) 
Di dalam pembuatan kebijakan terkait pengungsi, keputusan hukum 
birokrasi sebelumnya akan mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi 
selanjutnya. Satu keputusan hukum birokrasi yang penting adalah keputusan 
untuk mengalokasikan tanggung jawab mengenai pengungsi diserahkan kepada 
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badan negara sipil yang biasanya berada didalam kementerian dalam negeri atau 
kesejahteraan sosial maupun sejenisnya.
75
 
- Respon birokrasi pemerintah  
Variabel bureaucratic choices tersebut diturunkan menjadi respon 
birokrasi pemerintah untuk indikator nya dimana pengaplikasian dari keputusan 
birokratik yang diputuskan oleh suatu pemerintah mempunyai contoh seperti 
ketika pengungsi merupakan sarana untuk kelangsungan hidup dan kemajuan 
karir birokrasi, lembaga suatu negara memiliki kepentingan pribadi dalam 
masalah pengungsi yang pada akhirnya personil tersebut cenderung akan 
menetapkan kebijakan pengungsi yang positif.
76
 Personil-personil tersebut akan 
mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke kamp-kamp pengungsi.  
Namun, sebaliknya jika pengungsi tersebut merupakan tanggung jawab 
dari badan militer atau departemen lain yang mempunyai tanggung jawab dan 
prioritas berbeda, beberapa pejabat akan mempunyai kepentingan lebih sedikit 
terkait kesejahteraan pengungsi yang nantinya pengungsi-pengungsi tersebut 
dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber daya yang tersedia dan 
dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan suatu negara. Lalu hasil 
akhirnya kebijakan pengungsi yang lebih negatif mungkin akan dijadikan nyata.
77
 
Sedangkan contoh implementasi respon kebijakan pemerintah di sebuah 
negara salah satunya adalah studi kasus di Thailand dan Zimbabwe. Di Thailand, 
tanggung jawab terkait pengungsi Kamboja diserahkan kepada Thai Defense 
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Force. Badan tersebut mengasosiasikan pengungsi dengan berbagai ancaman 
keamanan dan tindakan mereka sangat ketat terhadap pergerakan pengungsi itu 
sendiri dan mewajibkan mereka untuk tinggal di kamp pengungsi di luar 
perbatasan Thailand. Pada akhirnya, kebijakan seperti dipindahkan ke negara 
ketiga maupun dipulangkan ke negara asalnya akan diambil. 
78
 
Sebaliknya, respon birokrasi pemerintah Zimbabwe terhadap gelombang 
pengungsi Mozambiq cenderung positif. Pertama, pengungsi tersebut diserahkan 
dibawah perlindungan departemen kesejahteraan sosial. Kedua, akibat adanya 
respon birokratik yang baik, kebijakan yang muncul bersifat lebih longgar di 
lapangan yaitu adanya kebebasan untuk kapan saja meninggalkan kamp yang 
disediakan dan kasus refoulement atau pengusiran orang-orang yang sebenarnya 
memiliki hak untuk diakui sebagai pengungsi lebih jarang terjadi.
79
 
2. International Relations atau International Influence (Hubungan 
Internasional atau Pengaruh Internasional) 
Penyebrangan ekstralegal manusia dari satu negara ke negara lain biasanya 
mempengaruhi hubungan internasional antar pemerintah yang dengan demikian 
menarik perhatian pemerintah lain yang mempunyai kepentingan di wilayah 
tersebut. Disini, organisasi internasional juga terlibat baik dengan pengungsi itu 
sendiri atau hubungan nya dengan pemerintah terkait. Di variabel kedua ini 
pengaruh internasional pada pembuatan kebijakan pemerintah tuan rumah terlihat 
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paling kuat berasal dari dua sumber yaitu dari rezim pengungsi internasional dan 
negara pengirim.  
- International Refugee Regime (Rezim pengungsi internasional) 
Rezim pengungsi internasional merupakan indikator pertama dari variabel 
International Influence. Rezim pengungsi internasional mempengaruhi 
pemerintah tuan rumah dalam alasan praktis dan normatif. Praktisnya, bantuan 
internasional dapat meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk menerima 
pengungsi dengan menyediakan bantuan finansial, menstimulasi pasar domestik 
dan meningkatkan infrastruktur.
80
 Dalam kasus ini UNHCR menjadi salah satu 
contoh yang tergolong dalam rezim internasional. Disini, penyediaan bantuan ke 
negara dan ancaman menguranginya mempunyai arti bahwa UNHCR membawa 
beberapa pengaruh kepada pemerintah tuan rumah.
81
  
Salah satu contoh kasus dalam parameter pertama yaitu bantuan 
internasional oleh rezim pengungsi internasional adalah ketika Pakistan menerima 
pengungsi tahun 1980 dengan dibantu oleh dana UNHCR sebanyak satu juta 
Dollar per-hari nya.
82
 Bantuan UNHCR tersebut dikatakan dalam model ini dapat 
mempengaruhi respon kebijakan suatu negara untuk lebih menerima gelombang 
pengungsi karena nantinya beban finansial negara akan dibantu oleh rezim 
internasional. 
Sedangkan dalam level normatif, yang bersamaan juga sebagai parameter 
kedua yaitu ancaman akan publisitas internasional yang buruk dapat digunakan 
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oleh organisasi pengungsi untuk menekan pemerintah mengeluarkan kebijakan 
pengungsi yang lebih positif.
83
 Beberapa pemerintah mempunyai keinginan untuk 
tidak dipandang buruk oleh dunia internasional jadi publisitas yang diberikan 
mengenai pelanggaran hukum terkait pengungsi bisa menjadi pertimbangan politis 
yang membentuk respon pemerintah.
84
  
Dalam kasus Negara Thailand, terdapat beberapa kejadian dimana alasan 
Pemerintah Thailand untuk menerima pengungsi atau menghentikan aktivitas 
refoulement salah satunya berasal dari efek pemberitaan media yang masif 
mengenai respon negatif Thailand terhadap pengungsi.
85
 Jadi singkatnya, 
kebutuhan akan bantuan dan usaha untuk menghindari publisitas negatif dapat 
menggerakkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan lebih positif. Namun,  
Lalu, parameter ketiga dalam indikator rezim pengungsi interasional 
adalah kelemahan kelembagaan yang berarti disini rezim seperti UNHCR 
melakukan tekanan kepada sebuah negara yang mempunyai kelembagaan lemah 
untuk memilih kebijakan pengungsi positif karena UNHCR adalah rezim yang 




Kelembagaan yang lemah di sebuah negara ditandai dengan implementasi 
kebijakan pengungsi yang buruk.
87
 Implementasi yang tidak bagus tersebut 
muncul karena adanya komunikasi yang berjalan tidak baik, disebabkan oleh 
salah satunya adanya jalan raya yang buruk dan jaringan komunikasi yang tidak 
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 Keadaan kelembagaan yang lemah tersebut memberikan manfaat bagi 
UNCHR untuk mengambil sebuah peran terkait kebijakan pengungsi yang 
menurut tulisan Jacobsen dengan adanya sifat better-financed dan more-
experienced yang dimiliki oleh UNHCR, negara terkait akan lebih sulit menolak 




- Sending Country (Negara Pengirim) 
Sending country disini bertindak sebagai indikator kedua setelah rezim 
pengungsi internasional. Hubungan dengan negara pengirim mempengaruhi 
keputusan kebijakan pengungsi pemerintah negara penerima.
90
 Ditunjukkan oleh 
fakta bahwa pengungsi yang pergi meninggalkan negara nya yang secara 
tradisional menjadi musuh dari negara penerima, respon yang akan muncul dari 
negara tuan rumah adalah dalam bentuk penuh kebencian terhadap para pengungsi 
yang datang.  
Perlakuan kepada pengungsi Vietnam oleh beberapa negara di Asia 
Tenggara adalah salah satu contohnya. Dimana istilah ‘my enemy’s enemy is not 
my friend’ berlaku.
91
 Negara penerima yang sedang tidak berhubungan baik 
dengan negara pengirim mungkin pada awalnya akan menerima pengungsi, dan 
tindakan tersebut dipandang sebagai langkah kebijakan yang positif tetapi pada 
akhirnya langkah tersebut hanya untuk menggunakan mereka sebagai sarana 
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konflik dengan negara pengirim yang secara jelas tindakan tersebut sudah 
temasuk dalam pelanggaran terhadap rekomendasi UN.
92
  
3. Local Absorption Capacity (Kapasitas Penyerapan Lokal) 
Kapasitas penyerapan lokal adalah variabel ketiga dalam model Jacobsen 
dan didefinisikan sebagai situasi dimana masyarakat bersedia dan mampu 
menyerap masuknya pengungsi. Arti dari kata kemampuan sendiri berbeda dari 
arti kata kemauan. Sebuah komunitas dapat secara struktural mampu menyerap 
masuknya pengungsi, namun sebenarnya tidak ingin benar-benar melakukannya. 
Disini, kapasitas penyerapan lokal mempunyai dua indikator yaitu economic 




Kapasitas ekonomi mempunyai empat parameter yaitu ketersediaan tanah, 
daya dukung lahan, pola pekerjaan serta infrastruktur. Sedangkan keterbukaan 
sosial mempunyai makna budaya terkait pengungsi, etnisitas dan kekerabatan, 
pengalaman historis dan keyakinan terhadap pengungsi sebagai parameter nya 
yang juga berjumlah 4.
94
  
- Economic Capacity (Prioritas Ekonomi) 
Beberapa analis kebijakan pengungsi berpendapat bahwa respon kebijakan 
yang negatif bertepatan dengan periode penurunan ekonomi dan dibeberapa 
negara barat selama beberapa abad yang lalu, pertimbangan ekonomi 









mempengaruhi keputusan pemerintah terkait resettlement dan definisi dari 
pengungsi itu sendiri. 
95
  
Kapasitas ekonomi dari pemerintah tuan rumah untuk menerima 
pengungsi ditentukan oleh faktor ketersediaan lahan, daya dukung lahan, pola 
pekerjaan serta infrastruktur.
96
 Ketersediaan lahan, daya dukung lahan dan 
infrastruktur berkaitan dengan adanya faktor saling mempengaruhi antara 
kelompok pengungsi yang banyak dengan dampaknya pada lahan yang tersedia 
dan kualitas dan ketersediaan air dan tanah yang dimana pengungsi tersebut 
dianggap memaksakan ekosistem yang ada.  
Dalam hal ini, dikatakan bahwa jika kapasitas ekonomi suatu negara 
tergolong tinggi seharusnya negara tersebut dapat menangani isu pengungsi 
lebih baik serta dapat mengendalikan permintaan sumber daya alam yang 
diminta oleh para pengungsi.
97
 Sedangkan parameter pola pekerjaan 
berhubungan ketika masyarakat lokal negara penerima tidak merasa terlalu 
terancam ketika para pengungsi membawa sumber daya berupa kemampuan 
yang baik dibidang pertanian, pasar tenaga kerja dan pasar modal.
98
  
- Social Receptiveness (Keterbukaan Sosial) 
Di variabel keterbukaan sosial, terdapat empat parameter yaitu the cultural 
meaning of refugees atau makna budaya terkait pengungsi, ethnicity and kinship 
atau etnisitas dan kekerabatan, historical experience atau pengalaman historis 
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serta beliefs about refugees atau kepercayaan mengenai pengungsi. Pada 
parameter the cultural meaning of refugees atau makna budaya terkait pengungsi 
adalah cara bagaimana masyarakat penerima memandang pengungsi dan 
bagaimana cara mereka meresponnya dipengaruhi oleh makna dibalik kata 
pengungsi itu sendiri bagi mereka
99
.  
  Makna tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, historis dan keagamaan. 
Sebagai contohnya adalah Islam, yang mempunyai tradisi positif tentang 
penawaran untuk menerima pengungsi sementara atau pencari suaka dari 
penganiayaan politik. Arnaout mengatakan bahwa walaupun terdapat beban 
yang cukup besar yang dibawa oleh para pengungsi ke negara-negara Arab-
Islam, pengungsi tersebut tampaknya masih tetap terus diterima karena itulah 
dasar peradaban Arab-Islam dan tradisi kesukuan yang dimiliki nya didasarkan 
pada prinsip keramahan dan untuk sering membantu orang lain.
100
  
Konotasi budaya dan agama tentang pencari suaka semacam itu lah yang 
secara positif mempngaruhi faktor penerimaan oleh komunitas negara tuan 
rumah. Salah satu contoh lain yang disediakan oleh Jacobsen dalam parameter 
makna budaya terhadap pengungsi itu sendiri adalah di contoh negara 
fundamentalis seperti Iran, Sudan dan Pakistan yang partai politik islam nya 
nampak. Di negara-negara seperti tiga  negara tersebut elemen keagamaan dalam 
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Sementara pada parameter ethnicity and kinship, dikatakan bahwa adanya 
penolakan maupun penerimaan dapat juga berasal dari ethnic affinity atau 
kemiripan maupun kesamaan etnik. Adanya kesamaan etnik tersebut dinyatakan 
juga menjadi prediktor kuat faktor penerimaan pengungsi oleh negara tuan 
rumah.
102
 Banyak dari komunitas perbatasan berbagi hubungan etnis dan 
kekerabatan yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi pada peningkatan 
jumlah pengungsi dari luar perbatasan yang akan diterima dan dibantu.
103
 Selain 
itu, ada juga beberapa kasus terkait parameter ini yang membuktikan bahwa 
variasi etnis dalam sebuah kelompok terkadang juga menyebabkan adanya 
respon variatif dari pemerintah tuan rumah terhadap pengungsi.
104
  
Contoh dari kasus tersebut yaitu terjadi pada akhir tahun 1970. Pemerintah 
Somalia merespon dengan sangat murah hati terhadap gelombang pengungsi dari 
Ethiopia namun respon selanjutnya ditemukan berbeda terhadap lima ratus 
pengungsi Amharic yang padahal saat itu juga berada di tengah-tengah arus 
pengungsi Ethiopia dimana respon Pemerintah Somalia terhadap pengungsi 
Amharic terlihat kurang baik.. Untuk lebih ringkasnya, parameter ini 
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Selanjutnya adalah parameter ketiga yaitu mengenai historical experience 
atau pengalaman historis.  Pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan 
gelombang pengungsi sebelumnya dan sebagai pengungsi itu sendiri akan 
mempengaruhi faktor penerimaan dimana ketika arus masuk sebelumnya telah 
membawa sebuah masalah di wilayah tersebut maka suasana kebencian masih 
bertahan di wilayah terkait.
106
  
Namun di sisi lain, jika masyarakat pernah merasakan situasi persis seperti 
apa yang para pengungsi tersebut rasakan (pergi meninggalkan negaranya dari 
adanya kekerasan) hasil respon kebijakan nya akan positif karena rasa simpati 
mereka akan otomatis lebih tinggi. Banyak dari masyarakat perbatasan terutama 
mereka yang berada di Afrika dan Asia mempunyai pengalaman menjadi 
pengungsi dan hal tersebut menyebabkan  adanya bantuan timbal balik yang 
dilakukan oleh mereka. Contoh komunitasnya adalah masyarakat lokal 
Zimbabwe, Mozambiq, Ethiopia, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Iran dan 
Iraq.
107
   
Kemudian terdapat parameter beliefs about refugees atau kepercayaan 
terhadap pengungsi. Keyakinan mengenai alasan mengapa pengungsi datang, 
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 Ketika pengungsi dipandang datang 
hanya untuk alasan ekonomi dan telah berperilaku oportunis, hasilnya 
masyarakat akan kurang bersimpati. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat 
memandang bahwa pengungsi-pengungsi yang datang adalah murni karena 
memang sedang berada di bahaya yang nyata di negara asalnya atau sesuai 
dengan definisi ‘refugee’ itu sendiri, respon yang akan muncul adalah baik dan 
akan dibantu pada akhirnya.
109
 
Kepercayaan mengenai alasan pengungsi tersebut dipengaruhi oleh 
pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai penyebab dari adanya arus 
tersebut. Ketika terdapat informasi yang sudah tersebar luas tentang kondisi-
kondisi di negara terkait yang menjadi alasan akan adanya arus tersebut, simpati 
masyarakat akan lebih tinggi dibandingkan dengan penyebab pengiriman yang 
dirasa kurang tersebar informasi nya dan kurang meyakinkan.
110
 Lalu adanya 
keyakinan negatif mungkin dimotivasi oleh ketakutan psikologis yang menurut 
Scheinman, kecenderungan mempunyai keyakinan negatif terhadap pengungsi 
berhubungan dengan adanya rasa kehilangan kendali dan ketakutan yang 
berlebihan akibat gelombang pengungsi massif.
111
 
Contohnya adalah ketika pengungsi diyakini bertanggung jawab atas suatu 
masalah sosial, sikap antagonis terhadap para pengungsi mungkin dapat 
menggantikan sambutan baik yang sebelumnya ada yang berasal dari faktor 
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etnik dan agama karena umumnya, banyak masyarakat penerima yang 
mengaitkan pengungsi dengan meningkatnya kekerasan dan kejahatan. 
112
 
Adanya respon dari masyarakat lokal terhadap pengungsi dianggap penting 
karena dapat membantu pengungsi secara langsung nantinya dan karena respon 
masyarakat akan mempengaruhi kebijakan pemerintah 
Konteks penting lainnya terkait hubungan masyarakat lokal dan 
pemerintah terkait pengungsi dapat dilihat ketika terdapat protes, serangan dan 
demonstrasi terhadap kebijakan pengungsi atau pengungsi itu sendiri yang 
mendesak dan memaksa respon dari pemerintah.
113
 Namun dibalik itu semua 
walaupun terdapat hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, 
kebijakan pengungsi pemerintah nantinya yang akan muncul belum tentu sesuai 
dengan keinginan masyarakat lokal. Pemerintah dapat mengambil kebijakan 
pengungsi positif ketika contohnya telah ada ketegangan dan kontroversi 
domestik seperti halnya dengan pemerintah Zia di Pakistan, karena pada saat itu 




4. Security Threats atau Ancaman Keamanan  
 Variabel ini dalam model Jacobsen berangkat dari tiga dimensi keamanan 
yang juga menjadi parameter dari ancaman keamanan itu sendiri. Dimensi 
strategis yaitu kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari ancaman 
strategis seperti contohnya adalah ancaman akan adanya penyelundup manusia 
atau people-smuggler yang oleh karena itu biasanya sebuah negara akan 
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menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan negara nya. Ancaman 
strategis tersebut berasal dari eksternal.
115
  
 Sedangkan dimensi rezim adalah kemampuan pemerintah untuk 
melindungi negara nya dari ancaman internal atau dalam kata lain, disini 
pemerintah melihat pengungsi sebagai ancaman keamanan nasional lalu yang 
ketiga adalah dimensi struktural yang berarti untuk menjaga keseimbangan antara 




 Dimensi rezim dapat dijelaskan lebih jauh ketika keamanan rezim 
pemerintah tuan rumah merasa terancam saat pengungsi memasuki wilayah 
mereka dengan ditandai oleh konflik etnis yang bersifat aktual maupun potensial 
dan berpotensi untuk merubah proporsi etnis di negara nya. Dalam kasus ini 
walaupun pengungsi tidak benar-benar terlibat dalam masalah domestik negara 
penerima, pemerintah sering menganggap mereka sebagai ancaman atau akhirnya 
mengeluarkan tindakan untuk mengurangi dampak politis dengan cara 
menerapkan kontrol lebih besar terhadap pengungsi.
117
  
 Satu strategi yang banyak dipraktekan adalah memisahkan pengungsi dari 
populasi lokal dan menempatkan mereka di sebuah kamp dibandingkan dengan 
membiarkan mereka hidup mandiri walaupun sebenarnya tidak ada masalah etnis 
yang benar-benar terlihat potensial.
118
 Alasan pemerintah untuk tetap lebih 
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memilih menempatkan pengungsi di kamp adalah karena dengan hal itu dapat 
memperkecil adanya ‘political saliency’ dalam komunitas lokal.  
 Tidak hanya itu, ancaman rezim ini juga timbul akibar efek dari ancaman 
keamanan struktural.
119
 Pengungsi sering dianggap akan menyebabkan 
ketegangan di sebuah negara karena jumlahnya yang tidak sedikit dan nantinya 
akan berpengaruh pada perebutan sumber daya alam dan akan meningkatkan 
kompetisi akan lahan tanah dan pekerjaan. Kemudian, adanya hal tersebut dapat 




 Sementara pada dimensi strategis, negara biasanya menunjukkan usaha 
untuk melindungi wilayahnya dengan cara mengerahkan pasukan militer untuk 
berurusan dengan pengungsi.
121
 Ancaman keamanan mempengaruhi kebijakan 
pengungsi secara negatif untuk beberapa alasan. Pertama, dengan adanya 
ancaman keamanan yang semakin menguat militer sebuah negara cenderung lebih 
berpengaruh di urusan nasional dan juga cenderung lebih memperhatikan 
ancaman keamanan dibandingkan dengan perihal kesejahteraan pengungsi.
122
  
 Adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman keamanan 
tersebut berarti bertindak mengendalikan pengungsi dengan cara membatasi 
pergerakan mereka di kamp dan mempraktekkan tindakan refoulement. Lalu pada 
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2.4. Operasionalisasi Model 
Penulis disini akan mencoba mengoperasionalisasikan parameter yang ada 
di model Jacobsen agar nantinya dapat lebih membantu penulis dalam 
pengerjaan bab V yaitu bab analisis karena di bagian operasionalisasi ini sifat 
konseptual yang ada di model Jacobsen diubah sifatnya menjadi operasional. 
Operasionalisasi model pertama adalah variabel bureaucratic choices atau 
pilihan birokratis yang mempunyai indikator respon birokrasi pemerintah dan 
parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi.  
Untuk operasionalisasi parameter tersebut penulis 
mengoperasionalisasikan nya menjadi agensi pemerintah seperti apa di Australia 
yang ditugaskan untuk menerima pengungsi yang ditempatkan di Nauru OPC.  
Di variabel kedua atau International Influence, variabel ini mempunyai dua 
indikator. Indikator pertama adalah rezim pengungsi internasional yang 
didalamnya terdapat tiga parameter. Parameter pertama adalah bantuan 
internasional oleh rezim pengungsi internasional. Kedua, ancaman publisitas 
internasional oleh rezim pengungsi internasional dan parameter ketiga adalah 
kelemahan kelembagaan.   
 Parameter pertama dapat dioperasionalisasikan menjadi lebih spesifik 
dalam menyebutkan bantuan internasional nya yaitu bantuan finansial, usaha 
menstimulasi pasar dan bantuan peningkatan infrastruktur seperti apa yang 
ditawarkan dan didorong oleh rezim pengungsi internasional kepada pengungsi 





jalur laut di Nauru OPC milik Australia sesaat sebelum penandatanganan 
tersebut dilakukan. Untuk parameter kedua, dapat dioperasionalisasikan menjadi 
ancaman publisitas internasional yang dilakukan oleh rezim pengungsi 
internasional di beberapa media yang dalam hal ini, UNHCR bisa menjadi salah 
satu contohnya berhubung Jacobsen memasukkan rezim tersebut ke contoh 
parameter tersebut.  
Selain UNHCR, Jacobsen juga menyebut entitas lain seperti organisasi-
organisasi lain  yang berhubungan dengan bantuan terhadap pengungsi. Jadi, 
kesimpulan operasionalisasi untuk parameter ancaman publisitas internasional 
oleh rezim pengungsi internasional adalah ancaman publisitas internasional yang 
dilakukan oleh UNHCR salah satunya dan rezim pengungsi lainnya yang bisa 
dalam bentuk publisitas luas yang disebarkan oleh media dan ditujukkan kepada 
tindakan negara terkait yang saat ini negara tersebut adalah Australia yang 
menjadi subjek pengirim pengungsi jalur laut OPC Nauru ke Kamboja.  
Sedangkan di parameter ketiga yaitu kelemahan kelembagaan, 
operasionalisasi nya adalah apakah kelembagaan Australia lemah ketika ketika 
RSA ingin ditandatangani. Lemah atau tidak nya akan berdampak pada UNHCR 
sebagai salah satu rezim pengungsi dapat masuk atau tidak untuk mengambil 
peran dalam pembuatan kebijakan respon terhadap pengungsi. Dan jika pada 
saat terkait kelembagaan Australia sedang lemah, keadaan nya seperti apa dan 
bagaimana. Selanjutnya adalah indikator negara pengirim yang mempunyai 
parameter hubungan negara pengirim dengan negara penerima atau host 
government. Operasionalisasi nya adalah bagaimana hubungan Australia sebagai 
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negara pengirim pengungsi jalur laut di Nauru OPC dan Kamboja sebagai negara 
penerima nya.  
Kemudian, operasionalisasi parameter pertama di variabel kapasitas 
penyerapan lokal dan pada indikator kapasitas ekonomi yaitu ketersediaan tanah 
adalah luas lahan yang dimiliki Australia dan pengaruhnya terhadap penerimaan 
gelombang pengungsi. Parameter kedua yaitu daya dukung lahan dapat 
dioperasionalisasikan menjadi daya dukung lahan dalam bentuk daya dukung air 
dan kualitas tanah di Australia untuk menerima pengungsi. Operasionalisasi di 
parameter ketiga yaitu pola pekerjaan adalah pengalaman masyarakat Australia 
dalam melihat progress pengungsi jalur laut dalam mendapatkan pekerjaan di 
Australia. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat 
Australia terhadap pengungsi yang datang.  
Sedangkan terkait parameter infrastruktur dapat dilihat dari kualitas 
infrastruktur fasilitas pendidikan, kesehatan dan kota di Australia atau fasilitas 
yang berkaitan dengan topangan untuk mendukung kehidupan pengungsi. Untuk 
indikator kedua yaitu keterbukaan sosial dalam local absorption capacity, 
operasionalisasi nya diperuntukkan kepada parameter makna budaya terhadap 
pengungsi, etnisitas dan kekerabatan, pengalaman historis dan keyakinan 
terhadap pengungsi. Parameter makna budaya terhadap pengungsi dapat 
dioperasionalisasikan dengan cara melihat konotasi budaya dan agama yang 
dianut oleh sebagian besar masyarakat Australia terkait pengungsi.  
  Selanjutnya operasionalisasi parameter etnisitas dan kekerabatan yaitu 
kedekatan etnis dan kekerabatan yang dijalin dan dimiliki oleh Australia dengan 
negara-negara asal pengungsi jalur laut yang ada di pusat pengolahan pengungsi 
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lepas pantai di Nauru. Setelah parameter etnisitas dan kekerabatan terdapat 
parameter pengalaman historis yang berarti dapat melihat pengalaman historis 
masyarakat Australia terhadap gelombang pengungsi jalur laut di beberapa tahun 
yang lalu atau dari aspek historis dan apakah sebagian besar masyarakat 
Australia merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan.  
  Dan yang terakhir adalah parameter keyakinan terhadap pengungsi dimana 
parameter tersebut bisa dioperasionalisasikan menjadi keyakinan masyarakat 
Australia seperti apa terhadap alasan pengungsi jalur laut pergi dari negara 
asalnya. Selanjutnya, variabel keempat dalam model Jacobsen untuk 
dioperasionalisasikan adalah National Security Considerations yang memiliki 
indikator pengungsi sebagai ancaman keamanan. Indikator tersebut diikuti 
dengan tiga parameter yaitu dimensi strategis, dimensi rezim dan dimensi 
struktural.  
Operasionalisasi dimensi strategis adalah apakah disini Australia 
mengeluarkan kemampuan nya dengan cara militer untuk mengatasi ancaman 
strategis (eksternal) nya karena jawaban tersebut nantinya akan berpengaruh 
terhadap respon kebijakan pengungsi yang lahir. Lalu operasionalisasi dimensi 
rezim yaitu pandangan Australia kepada pengungsi jalur laut apakah dapat 
mengancam keamanan nasional nya atau tidak. Sedangkan yang terakhir 
merupakan dimensi struktural, operasionalisasi nya adalah apakah Australia 
melakukan kontrol terhadap jumlah populasi nya untuk menghindari perebutan 
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1.6 Argumen utama  
 
 
Refugee Resettlement Arrangement (RSA) ditandatangani 26 
September 2014 oleh Australia dan Kamboja 
Keputusan Australia untuk menandatangani RSA termasuk tipe respon kebijakan Jacobsen yang 
ketiga (endangering their safety) atau respon kebijakan negatif yang dianggap dapat 
membahayakan hidup pengungsi yang ada di Nauru OPC karena mengirim beberapa pengungsi 
jalur laut ke Kamboja 
Penulis tertarik untuk menggunakan model dari Jacobsen untuk meneliti faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi Australia menandatangani RSA dengan Kamboja tahun 2014. Penandatanganan 
tersebut sendiri merupakan wujud dari respon kebijakan Australia terhadap pengungsi jalur laut  
di Nauru OPC 



















Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Australia menandatangani nota kesepahaman, 
dapat dijelaskan melalui keempat variabel dengan parameter ancaman publisitas pada variabel 
International Influence dan parameter ancaman struktural di variabel National Security cenderung 
lebih banyak mempengaruhi. 
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2.6. Argumen utama 
Argumen utama penulis dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
Australia dalam menandatangani nota kesepahaman Refugee Settlement 
Arrangement (RSA) dengan Kamboja pada tahun 2014 yaitu dapat diteliti 
dengan empat variabel yang dipaparkan dalam model Karen Jacobsen yaitu 
bureaucratic choices, international influence, local absorption capacity dan 
national security considerations dengan tingkat pengaruh yang bermacam-
macam dari mulai dilihat berpengaruh dan kurang berpengaruh.  
Namun nampaknya parameter ancaman publisitas di variabel International 
Influence dan parameter ancaman struktural di variabel National Security 
cenderung lebih banyak mempengaruhi dalam meneliti faktor faktor yang 
mempengaruhi Australia dalam menandatangani nota RSA tersebut yang 













3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Deskriptif karena disini penulis akan memaparkan, menggambarkan 
atau mendeskipsikan faktor-faktor seperti apa yang mempengaruhi atau membuat 
Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja. Sedangkan penelitian 
kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh 
subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain 
sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan 




Definisi sederhana lain yang dapat membedakan antara jenis penelitian 
kualitatif dengan kuantitatif adalah penelitian kualitatif diartikan sebagai 
penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, berbeda dengan penelitian 
kuantitatif yang pada setiap jenis penelitian nya didasarkan pada perhitungan 
persentase, rata-rata, cikuadrat dan perhitungan statistik lainnya karena untuk 
menemukan sesuatu dalam pengamatan, peneliti kuantitatif harus mengetahui apa 
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3.2. Jenis Data 
Jenis data biasanya dapat dibagi menjadi data primer dan sekunder. 
Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai 
penunjang isi dari penelitian. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 
dari tangan kedua atau dari sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum 
penelitian dilaksanakan dimana data sekunder dapat disebut sebagai ‘’second-
hand information.’’ 
Bahan bahan dari sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat 
kabar dan majalah, artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal ilmiah yang 
mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain, laporan-
laporan atau arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan 
atau tidak dipublikasikan dan tersedia dari dalam atau dari luar organisasi, hasil 
survei terdahulu yang dipublikasi maupun yang tidak, analisis yang dibuat para 
ahli serta lain sebagainya.
126
  
3.3. Ruang Lingkup Penelitian 
 Penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah tahun 
2014 dan beberapa tahun sebelum tahun 2014. Tahun 2014 tepatnya pada bulan 
September merupakan tahun perjanjian RSA diberlakukan dan ditandatangani 
sedangkan beberapa tahun sebelum tahun 2014 yaitu satu hingga lima tahun 
sebelum 2014 digunakan untuk meneliti beberapa kejadian, keadaan, maupun 
berita yang sekiranya mempunyai hubungan dengan dibentuknya RSA antara 
Australia dan Kamboja.  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 
dengan cara memanfaatkan buku dan jurnal fisik serta online, e-news atau berita 
online, dokumen serta laporan sah negara dan organisasi yang dapat diperoleh 
melalui internet. Kemudian jenis data yang sudah disebutkan tersebut nantinya 
diamati, dikaji dan ditelaah. Selain menggunakan data sekunder untuk melakukan 
studi kepustakaan yang akan mendukung penelitian, studi kepustakaan juga 
diperlukan untuk mengetahui perkembangan ilmu terkait.
127
 
Dan dalam persoalan mengenai studi kepustakaan, terdapat juga alasan 
mengenai adanya pembatasan penelitian dalam studi kepustakaan yang salah 
satunya adalah karena persoalan suatu penelitian hanya bisa dijawab melalui 




3.5. Teknik Analisis Data  
Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 
merupakan data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 
rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur 
klasifikasi. Biasanya, data dalam wujud kata-kata telah dikumpulkan dalam aneka 
macam cara (intisari dokumen, dan lain lain) lalu diproses sebelum siap 
digunakan melalui pengetika, penyuntingan, pencatatan dan alih tulis.
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Begitu pun dengan teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis yang 
mana penulis tidak langsung memindahkan data sekunder yang telah ditemukan 
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kedalam kata-kata tetapi melakukan pemaknaan terlebih dahulu dari fenomena 
serta data sekunder yang ada lalu hasilnya berupa deskripsi sederhana berupa teks 
dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu 
analisis.  
3.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memahami lebih jelas susunan penelitian, materi yang dijelaskan 
dalam penelitian ini dibagi ke dalam berapa bab dan sub-bab dengan sistematika 
penulisan nya sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan 
Bab satu ini dapat dibagi menjadi latar belakang penelitian yang 
sekaligus menjelaskan terkait urgensi penelitian lalu dilanjutkan dengan 
rumusan permasalahan, tujuan penelitian serta manfaat penelitian  
BAB II Kerangka Konseptual 
Bab dua atau bab kerangka konseptual berisi dua studi terdahulu 
yang mempunyai kesamaan isu dan teori lalu dilanjutkan dengan kerangka 
konseptual yang juga dilengkapi dengan pengertian yang mendukung 
sebuah konsep, selanjutnya dibentuk operasionalisasi konsep dengan tabel 
nya, lalu dua yang terakhir adalah alur pemikiran dan argumen utama.  
BAB III Metode Penelitian 
Bab tiga berisi cara-cara penelitian yang diterapkan untuk 
memperoleh pengetahuan yang dibagi menjadi jenis penelitian, jenis data, 
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ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa  dan 
sistematika penulisan. 
BAB IV Isu Pengungsi di Australia dan Refugee Settlement 
Arrangement (RSA) dengan Kamboja  
Bab empat akan menjelaskan terkait pengungsi di Australia diikuti 
dengan sejarah penerimaan nya, berbagai jenis gelombang pengungsi serta 
gambaran singkat mengenai Australia sendiri. Lalu dilanjutkan dengan 
penjelasan lebih dalam mengenai perjanjian RSA antara Australia dan 
Kamboja diikuti dengan poin kontroversi nya serta juga dijelaskan 
mengenai penggambaran Kamboja sebagai negara tujuan perjanjian RSA 
dan hubungannya dengan Australia. 
BAB V Faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam 
menandatangani RSA 
Bab lima memuat penjelasan faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja yang pada 
akhirnya dapat dilihat jumlah variabel yang cenderung lebih 
mempengaruhi 
BAB VI Penutup 
Untuk bab penutup ini, terdiri atas kesimpulan terkait penelitian 
yang telah penulis lakukan dengan juga menyertakan beberapa poin atau 
variabel yang dibuktikan cenderung lebih mempengaurhi lalu diikuti 




GAMBARAN UMUM PENGUNGSI DI AUSTRALIA DAN RSA 
Pembahasan di bab empat ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama 
memaparkan terkait  kondisi pengungsi di Australia yang diisi dengan penjelasan 
sejarah Australia dalam menerima pengungsi, penggolongan jenis pengungsi di 
Australia bersamaan dengan statistik jumlah pengungsi jalur laut yang ada di 
beberapa OPC. Lalu sub bab kedua adalah tentang Australia dan Refugee 
Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja yang akan memaparkan tentang 
informasi umum RSA, respon dari berbagai pihak terkait RSA, kaitan nya antara 
RSA dan beberapa perjanjian pengungsi, serta gambaran umum Kamboja dan 
tindakannya dalam menanggapi pengungsi. 
4.1. Kondisi Pengungsi di Australia  
Australia, yang menetapkan warna hijau dan emas sebagai warna nasional 
nya, dikatakan sebagai negara yang konsisten dalam mempertahankan ekonomi 
nya yang kuat di the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD).
130
 Negara ini adalah negara anggota The Commonwealth of Nations.
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The Commonwealth dipandang menjadi salah satu cara untuk mempertahankan 
persatuan global melalui penggunaan bahasa, sejarah dan budaya yang sama 
meskipun negara anggota nya telah tumbuh mandiri dan mempunyai 
pemerintahan sendiri. 
132
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Human Development Report United Nations Development Programme 
(UNDP) tahun 2014 memberikan label kepada Australia sebagai negara nomor 
dua yang tergolong makmur dan sukses.
133
 Negara yang makmur dan sukses juga 
biasanya memiliki kualitas infrastruktur dan jaringan komunikasi yang baik. 
Tahun 2014, Australia masuk ke dalam dua belas besar diantara 160 negara dalam 
kategori kualitas infrastruktur menurut International LPI Ranking.
134
 Dan dalam 
hal jaringan komunikasi,  Australia termasuk dalam tiga puluh peringkat teratas 
terkait kualitas jaringan komunikasi tahun 2014 menurut ITU’S (International 
Telecommunication Union)  ICT Development Index (IDI). 
135
  
Terkait lahan di negara bagian Australia dan teritori nya, Dalam 
kilometer persegi daerah daratan Australia adalah 7.659.861 dan daerah pulau 
nya seluas 32.163, dengan total nya 7.692.024 kilometer persegi.
136
 Walaupun 
mempunyai lahan yang luas, kepadatan penduduk di Australia sangat rendah.
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Dibuktikan dengan data CIA Factbook tahun 2014 yang juga diunduh di 
website Photius.com dimana kepadatan penduduk Australia dihitung menurut 
person per sq km, mempunyai nilai 2.90.
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Sudah dikenal bahwa masyarakat Australia sebagian besar nya tinggal 
di sekitar garis pantai yang membuat sekitar 7,7 juta kilometer persegi tanah 
Australia tidak berpenghuni atau kosong.
139 
Disini, terdapat hubungan antara 
lahan yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah dan mengapa 
masyarakat Australia sebagian besar tinggal di sekitar garis pantai. Australia 
mempunyai lahan luas namun jumlah lahan yang bisa dihuni, terbatas, karena 
sebagian besar wilayah Australia kering.
140 
Lalu, jenis tanah di Australia 
cenderung tipis dan tidak subur.
141  
Disamping itu, Australia memiliki sebanyak 10 gurun yang membentuk 
hampir seperlima negara.
142   
Dan Jumlah air di sungai-sungai Australia juga 
tergolong tidak banyak, disertakan dengan run-off yang kecil dan area basah 
permanen yang kecil di seluruh wilayahnya
.143  
Namun, terlepas dari kondisi 
sumber daya alam Australia serta infrastruktur dan jaringan komunikasi nya, 
negara ini tergolong menjadi salah satu destinasi yang paling sering dituju oleh 
pengungsi menurut data UNHCR yang tersedia di World Data ditengah negara 
lain seperti Jerman, Amerika Serikat dan Kanada.
144
 Hal tersebut menandakan 
bahwa kehadiran pengungsi sudah tidak asing lagi bagi Pemerintah maupun 
Masyarakat Australia sendiri. 
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Setelah dipaparkan singkat terkait gambaran negara Australia, saat ini 
penulis akan menjelaskan terkait sejarah Australia dalam menerima pengungsi. 
Menjadi negara yang tergolong awal dalam menandatangani 1951 Refugee 
Convention
145
, tidak membuat sejarah Australia dalam menghadapi arus 
pengungsi berjalan lurus tanpa hambatan. Sejarah nya dalam menerima pengungsi 
banyak melewati fase berliku. Salah satunya, ditandai dari adanya kebijakan ras 
yang ekstrim yang dampaknya terlihat terhadap gelombang pengungsi yang 
masuk.  
Australia telah menerima pengungsi kurang lebih 170 tahun dan 
penerimaan pengungsi paling awal yang tercatat adalah kelompok Nasrani. 
Kelompok tersebut mulai bermukim di Australia Selatan tahun 1839 untuk 
menghindari pembatasan hak mereka untuk beribadah di Negara Bagian 
Prussia.
146
 Sejak penerimaan kelompok terskait, gelombang pengungsi di abad 
sembilan belas sebagian besar terdiri dari masyarakat Hungaria, Italia dan 




Dapat dilihat dari awal penerimaan pengungsi di Australia, sebagian besar 
diantaranya berasal dari Benua Eropa. Lalu setelah Federasi, Australia terus 
menerima gelombang pengungsi untuk bermukim di negara nya selama diantara 
mereka datang sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Immigration 
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(Restrictions) Act 1901, landasan dari White Australian Policy.
148
 White 
Australian Policy sendiri mengatur bahwa hanya masyarakat Eropa, terutama 
Eropa Utara yang diizinkan untuk pindah dan datang ke Australia.
149
  
Tiga puluh tahun selanjutnya, asal pengungsi yang datang benar-benar 
sesuai dengan apa yang disyaratkan yaitu mereka yang berasal dari Rusia, Yunani, 
Bulgaria, Armenia, Assyrian, dan pengungsi Yahudi. 
150
 Sedikit berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya pada masa-masa Perang Dunia Satu, Australia menjadi 
negara yang sangat menginginkan adanya gelombang pengungsi karena ekonomi 
nya sedang naik dan membutuhkan sekelompok individu untuk dijadikan tenaga 
kerja.
151
 Keinginan tersebut diwujudkan dengan eksistensi baru Australia di 
sebuah Organisasi Pengungsi Internasional yang meminta organisasi terkait agar 




Disini, Australia terlihat lebih hidup dan responsif dalam menghadapi 
masalah pengungsi. Namun, terlihat belum adanya kelompok ras baru yang 
mengisi gelombang pengungsi yang datang. Hal tersebut ditandai dengan 
permintaan Australia yang hanya ditunjukkan kepada negara-negara di Eropa. 
Tujuh tahun selanjutnya, permintaan Australia tersebut diwujudkan dimana 
negara tersebut pada akhirnya menerima lebih dari 170,000 pengungsi yang 
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sebagian besar berasal dari Polandia, Yugoslavia, Latvia, Lithuania, Estonia, 
Ukraina, Czechoslovakia dan Hungaria.
153
  
Hingga sebelum awal tahun 1970, gelombang pengungsi yang datang ke 
Australia masih didominasi oleh masyarakat Eropa seperti mereka yang berasal 
dari Kawasan Eropa Timur yang pergi karena adanya penganiayaan di negara-
negara blok Soviet.
154
 Tahun 1970, pengungsi yang masuk ke Australia mulai 
bervariasi. Berangkat dari masuknya 198 masyarakat Asia tahun 1972, 2500 
warga Timur-Timur pada tahun 1975 dan puncaknya adalah ketika turunnya 
Pemerintahan Vietnam Selatan di Saigon tahun 1975 yang mendorong 
dilakukannya pemikiran ulang dan re-organisasi program pengungsi Australia.
155
  
Sejak penerbangan masal pengungsi Vietnam tersebut dan Australia 
mendukung respon internasional mengenai isu Vietnam, di akhir tahun 1975, 
pengungsi pertama Vietnam sebanyak empat ratus orang telah dipilih oleh 
Australia untuk bermukim di negara nya.
156
 Dan dalam waktu dua puluh tahun 
kemudian, Australia terus menampung lebih dari 100,000 pengungsi Vietnam.
157
 
Masuknya gelombang pengungsi yang banyak dari Vietnam tersebut bertepatan 




 Sebenarnya di tahun 1873, Pemerintahan Buruh Whitlam telah 
menetapkan tiga langkah lebih lanjut dalam proses bertahap untuk menghapus 
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faktor ras yang ekstrim tersebut dalam kebijakan imgrasi Australia.
159
 Namun, 
pada Pemerintahan Whitlam dampak dari proses bertahap penghapusan masih 
sangat kecil hingga berganti nya kursi Pemerintahan yaitu Pemerintahan Fraser 
tahun 1975 yang dirasa perubahan nya sudah mulai ada seperti jumlah pengungsi 
maupun migran yang datang dari negara Non-Eropa meningkat.
160
  
Dari paragraf-paragraf sebelumnya, dapat dilihat bahwa dibutuhkan waktu 
cukup lama untuk melakukan perubahan dari penerimaan pengungsi yang 
sebelumnya hanya sebagian besar masih masyarakat kulit putih dan dari Benua 
Eropa di sekitar tahun 1901 hingga penghapusan kebijakan tersebut pada tahun 
1975. Terlebih lagi, menurut informasi dari halaman website Australian 
Government, proses penghapusan dari kebijakan White Australian Policy itu 
sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun.
161
  
Dan sebenarnya, asal usul dari White Australia Policy tersebut dapat 
dilacak sejak tahun 1850-an.
162
 Pada saat itu, terdapat peristiwa kekerasan antara 
penambang kulit putih terhadap beberapa penggali China di Sungai Buckland, 
Victoria. Oleh karena nya sejak saat itu, mulai dikenalkan nya pembatasan 
imigrasi masyarakat China. 
163
 Tulisan James Jupp pada tahun 2007 juga dapat 
meringkas proses imigrasi ke Australia dimana singkatnya, Australia mempunyai 
sejarah hampir sama dengan Amerika dan Kanada. 
Perbedaan nya ialah, mayoritas dari proses imigrasi ke Australia adalah 
produk dari rekayasa sosial yang bersifat disengaja untuk menciptakan jenis 













masyarakat tertentu didalamnya, berbeda dengan Amerika Serikat dan Kanada 
dimana peran negara nampak kurang dominan dan kurang jelas.
164
 Sejarah 
Australia dalam menerima pengungsi dapat dikatakan berliku dan banyak melalui 
beberapa proses yang sulit. Saat ini, pengungsi di Australia dibedakan menjadi 
golongan Onshore Protection, Offshore Resettlement serta pengungsi maupun 
pencari suaka jalur laut seperti yang sudah penulis jelaskan di sub bab 
sebelumnya.  
Masyarakat dan pemerintah Australia dalam memandang serta merespon 
tiga gelombang yang salah satunya dibedakan dari cara mereka sampai ke 
Australia pun berbeda. Begitu juga dengan perbedaan yang ditemukan dalam 
memandang asal negara dari pengungsi maupun pencari suaka. Di tahun 2012 
menurut Survey Nasional yang hasilnya dipublikasi oleh media The Age 
Australia, setengah dari masyarakat Australia mengatakan bahwa mereka merasa 
kurang simpatik terhadap pengungsi yang datang menggunakan jalur laut 
dibandingkan dengan mereka yang datang melalui jalur udara atau kamp 
pengungsi di luar Australia.
165
  
Hal tersebut sejalan dengan respon yang dijalankan Pemerintah Australia 
terhadap pengungsi yang datang dari jalur laut. Menurut Pemerintah Australia, isu 
pengungsi yang datang menggunakan perahu tergolong sangat berbahaya dan 
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akhirnya menempatkan militer untuk respon pertama
166
 walaupun terdapat 
kerjasama juga dengan Kementerian Imigrasi Australia. Selain itu, perbedaan 
yang ditemukan dalam memandang asal negara dari pengungsi maupun pencari 
suaka dapat ditemukan dalam survey oleh asosiasi dengan Monash University dan 
the Australian Multicultural Foundation tahun 2013
167
  
Survey tersebut dilakukan kepada kurang lebih 1200 orang dan salah satu 
dari hasilnya ditemukan bahwa tingkat perasaan negatif tertinggi, sekitar 
mendekati 25 persen adalah terhadap imigran yang berasal dari Timur Tengah.
168
 
Sedangkan selanjutnya, penulis akan memaparkan mengenai jenis pengungsi di 
Australia sendiri. Dalam program kemanusiaan nya yang berhubungan dengan 
pengungsi, Australia membagi program tersebut menjadi dua fungsi penting.  
 Onshore Protection: Onshore Protection menjadi fungsi untuk 
memenuhi kewajiban internasional Australia. Caranya adalah dengan 
menawarkan perlindungan untuk individu yang telah berada di 
Australia dan memiliki visa yang sah serta sudah diketahui sebagai 




 Offshore Resettlement: Fungsi kedua ini mengekspresikan komitmen 
Australia terhadap perlindungan pengungsi dengan melampaui 
                                                          
166
 Helen Davidson, “Offshore Detention: Australia’s Recent Immigration History a ‘Human 
Rights Catastrophe’s,” The Guardian, 13 November, 2016,  
167
 John Masanauskas, “Australians growing more negative about asylum seekers and high 







 “Fact Sheet – Australia’s Refugee and Humanitarian Programme,”  Australian Government: 




kewajiban nya dan menawarkan pemukiman atau resettlement kepada 
individu di luar Australia teruntuk mereka yang berpikir bahwa pilihan 
ini merupakan pilihan yang tepat.
170
 
Setelah dijelaskan mengenai program kemanusiaan resmi Australia, jenis 
pengungsi terakhir merupakan pengungsi yang datang melalui perahu atau jalur 
laut. Pengungsi yang datang melalui perahu tersebut ditransfer ke Nauru pada 1 
September 2012 dan ke Papua New Guinea (PNG) tanggal 21 November 2012 
untuk diproses status nya sebagai pengungsi.
171
  Pengungsi maupun pencari suaka 
yang melalui jalur laut tersebut ditangani oleh militer di tahun 2013 yang dikenal 
dengan Operation Sovereign Borders (OSB).   
Dibawah kebijakan tersebut, kapal militer Australia melakukan patroli di 
perairan Australia dan mencegat perahu para migran, menarik mereka kembali ke 
Indonesia atau mengirim mereka ke sekoci nya.
172
 Kapal militer tersebut 
dikerahkan untuk respon pertama bagi pengungsi dan pencari suaka yang datang 
melalui jalur laut.
173
 Selanjutnya, disini penulis akan menyajikan informasi terkait 
keadaan dari salah satu Pusat Penahanan Pengungsi milik Australia itu sendiri 
yang diperuntukkan untuk pengungsi dan pencari suaka jalur laut, yaitu Pusat 
Penahanan yang berada di Nauru.  
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Pusat Penahanan Pengungsi milik Australia di Nauru menjadi salah satu 
lokasi Offshore Processing Australia untuk memproses status pencari suaka yang 
kedatangan nya melalui jalur laut ke Australia.
174
 Pulau Nauru berada sejauh tiga 
ribu kilometer dari daratan Australia.
175
 Selain Nauru, lokasi OPC Australia juga 
terdapat di Pulau Manus yang terletak tiga ratus kilometer sebelah utara Pulau 
Utama Papua Nugini.
176
 Berikut, merupakan peta dari masing-masing lokasi OPC 
milik Australia dan jarak nya dari daratan Australia, dengan sumber dari Refugee 
Action. 




             
 Gambar 2 : Lokasi OPC Nauru dan PNG dan jaraknya dari Australia
177
 
Australia telah mengirim pencari suaka jalur laut ke Nauru atau Manus 
sejak 2001 hingga 2008 dan memulai kembali di tahun 2012.
178
 Ketika status 
pencari suaka jalur laut sedang diproses, pencari suaka di kedua lokasi tersebut 
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tinggal atau ditahan di Nauru dan Manus untuk menunggu status sebagai 
pengungsi nya muncul.
179
 Berhubungan dengan hal ini, sejak 19 Juli 2013, 
terdapat perubahan signifikan terhadap kebijakan Australia yang dimana jika 
pencari suaka dari kedua lokasi tersebut ditemukan sebagai pengungsi, mereka 
tetap tidak akan dapat tinggal di Australia.
180
 
Kondisi pengungsi, pencari suaka maupun fasilitas yang ada di pusat 
pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru juga masih cukup jauh dari kata 
‘pantas dan aman’ bagi individu yang ditahan dan tinggal di lokasi tersebut. 
Bersamaan dengan kondisi individu dan fasilitas di Pulau Manus, sejak tahun 
2001, kedua offshore processing tersebut menjadi subjek kutukan internasional, 
dikatakan sebagai rezim tertutup serta dikenai ratusan kasus pengadilan di 
Australia dan luar negeri.
181
 
Selanjutnya adalah penjelasan terkait statistik gelombang pengungsi yang 
menuju ke Australia dan dibatasi menjadi dua tahun sebelum tahun 2014 untuk 
membandingkan jumlah gelombang yang datang agar dapat membuat komparasi 
yang berguna di bab lima analisis penelitian penulis ini. Pertama, akan dipaparkan 
statistik campuran dari jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Nauru 
Offshore Processing Center dan di Papua New Guinea Processing Centre. 
Berikut, merupakan tabel yang penulis dapat dari web resmi Parliament of 
Australia. Tabel berikut ini akan menyajikan data mulai dari tahun 2012 hingga 
2014.   
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Gambar 3: Jumlah individu di Nauru dan Papua New Guinea Offshore 




Statistik pada tahun 2012 yang diunduh oleh web Parliament of Australia 
terbatas dengan hanya dimulai dari bulan September 2012. Statistik tahun 2012 
melihatkan bahwa gelombang pengungsi yang berada di kedua OPC milik 
Australia belum cukup besar walaupun individu yang ditampung di Nauru terlihat 
lebih banyak dibandingkan yang ada di Negara PNG. Sedangkan pada tahun 
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0 150 150 
Oct 2012 0 377 377 
29 Nov 
2012 
19 386 405 
30 Dec 2012 155 366 521 
Jan 2013 235 415 650 
Feb 2013 274 412 686 
Mar 2013 254 424 678 
Apr 2013 294 420 714 
May 2013 302 428 730 
Jun 2013 253 490 743 
Jul 2013 27 544 571 
Aug 2013 538 486 1024# 
Sep 2013 858 769 1627 
Oct 2013 1137 591 1728 
Nov 2013 1139 686 1825 
Dec 2013 1229 838 2067 
Jan 2014 1353 1012 2365 
Feb 2014 1325 1107 2432 
Mar 2014 1225 1170 2395 
Apr 2014 1273 1177 2450 
May 2014 1225 1170 2395 
Jun 2014 1189 1169 2358 
Jul 2014 1127 1146 2273 
Aug 2014 1084 1233 2317 
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2013, jumlah pengungsi maupun pencari suaka di kedua OPC terlihat mengalami 
kenaikan cukup signifikan walaupun jumlah kenaikan tetap lebih besar di lokasi 
penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di Nauru.  
Tahun 2014 merupakan tahun dimana kenaikan jumlah pengungsi dan 
pencari suaka mengalami kenaikan sangat signifikan. Kenaikan tersebut terutama 
dirasakan di OPC milik Australia di Nauru karena satu bulan sebelum Januari 
2014, jumlah pengungsi dan pencari suaka di Nauru hanya sebanyak 838 orang.
183
 
Jumlah total individu yang ditampung dari dua tempat tersebut juga terlihat sangat 
mengalami penambahan dimana pada Desember 2013 angka total hanya mencapai 
2067 sedangkan satu bulan selanjutnya mencapai 2365 individu.
184
 Dapat dilihat 
dari angka yang disediakan, terdapat peningkatan sebanyak 298 orang.   
4.2 Australia Dan Refugee Settlement Arrangement (RSA) Dengan 
Kamboja 
 Pada sub bab kali ini, penulis akan menjelaskan studi kasus penelitian ini 
yaitu terkait RSA yang dilaksanakan antara Australia dan Kamboja tahun 2014. 
Sub bab ini akan menjelaskan terkait deskripsi dari RSA itu sendiri, respon 
berbagai pihak mengenai RSA, kaitan RSA dengan perjanjian pengungsi serta 
gambaran negara Kamboja dan tindakan nya terhadap pengungsi. 
4.2.1. Deskripsi Refugee Settlement Arrangement (RSA)  
Dokumen resmi Refugee Settlement Arrangement adalah dalam 
bentuk memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman.
185
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Berdasarkan informasi dari laporan yang dipublikasi oleh pihak the 
Parliament of Australia, kesepakatan RSA merupakan sebuah third 
country resettlement arrangement186, yang dimana jika dikaitkan dengan 
informasi dan pernyataan tersebut, Kamboja bukan merupakan sebuah 
tempat detensi milik Australia, seperti apa yang diinfokan dalam sebuah 




Sebelum ditandatangani secara resmi di Phnom Penh oleh 
Australia dan Kamboja, proses nya menjalani waktu yang cukup panjang. 
Kedatangan Julie Bishop pada 22 Februari 2014 dapat dikatakan menjadi 
awal mula dari arrangement terkait.
188
 Kedatangan tersebut juga 
merangkap adanya penawaran yang dilakukan oleh Bishop selaku 
Menteri Luar Negeri Australia kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun 
Sen.
189
 Pada kesempatan tersebut, Julie Bishop menawarkan jika 
Kamboja dapat menerima beberapa pengungsi dari Australia.
190
 
Butuh waktu sekitar kurang lebih tujuh bulan sampai pada 
akhirnya RSA ditandatangani oleh Australia dan Kamboja. Dalam waktu 
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tujuh bulan tersebut, negosiasi dikatakan berlangsung secara rahasia.
191
 
Dari nota kesepahaman yang diterbitkan, penulis mengambil beberapa 
poin penting yang sekiranya dapat membantu pembaca memahami isi dari 
MoU ini. Poin-poin tersebut adalah Kamboja akan menawarkan 
pemukiman permanen bagi individu yang telah menjalani proses 
penentuan sebagai pengungsi di OPC milik Australia di Nauru dan sudah 
ditentukan bahwa individu terkait merupakan pengungsi dan memenuhi 
persyaratan masuk dan cara bermukim di Kamboja.
192
  
RSA bersifat voluntary atau sukarela,
193
 dimana individu yang 
pergi ke Kamboja secara sukarela akan menulis pernyataan nya di 
persetujuan tertulis.
194
 Mengenai jumlah pengungsi yang akan pindah dan 
tinggal di Kamboja serta pemilihan waktu kedatangan mereka, dibawah 
MoU ini akan disesuaikan dengan Kamboja.
195
 Dan tentang hal finansial, 
Australia akan menanggung biaya transportasi pengungsi ke Kamboja 
termasuk biaya pendaratan, parkir, ground handling, dan servis penting 
lainnya.
196
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Mengenai layanan dan perawatan, pengungsi akan menerima 
layanan setaraf atau sepadan dengan standar komunitas lokal, sesuai 
dengan apa yang ditulis pada nota kesepahaman.
198
 Terkait biaya yang 
dikeluarkan Australia, sebanyak AUD40 juta diberikan kepada Kamboja 
untuk kontrak empat tahun
199
 dan $15 juta untuk International 
Organisation for Migration (IOM)
200
 dengan tujuan agar IOM dapat 
menangani pengungsi ketika sampai di Kamboja. Berikut, foto 
penandatanganan dengan gambar empat berasal dari The Guardian dan 







Gambar 4: Proses penandatanganan         Gambar 5: Kedua tokoh  
RSA antara Australia dan Kamboja
201
      saling berjabat tangan
202
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Lalu, sedikit menarik ke hari-hari hingga bulan sebelum RSA 
ditandatangani, disini penulis akan memaparkan secara singkat mengenai 
tanggapan dari beberapa pihak mengenai rencana pendatanganan RSA itu 
sendiri sebelum pada akhirnya kesepakatan tersebut ditandatangani pada 
26 September 2014. Profesor Suvendrini Perera, pihak dari Curtin 
University Asia Pacific Institute, mengatakan telah menjalin kontak 
regular dengan pengungsi di Nauru OPC.  
Salah satu kontak regular dilakukan tepat setelah Scott Morrison 
mengirim pesan melalui video kepada para pengungsi di Nauru satu hari 
sebelum penandatanganan dilakukan. Hasilnya, terdapat tujuh percobaan 
bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa pengungsi dan protes yang 
muncul di Nauru pada hari Kamis malam tersebut.
203
 Pesan yang 
disampaikan oleh Morrison sendiri berisi peringatan kepada para 
pengungsi di Nauru. 
Bahwa mereka tidak akan bisa pindah ke Australia, dan tetap akan 
tinggal di Nauru sampai mereka memilih untuk kembali ke negara asal 
atau bermukim di negara lain selain Australia. Berikut kalimat dari 
Morrison, “If you are currently on … Nauru, you will not be transferred 
to Australia,” Morrison said. “You will remain there until you either 
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Lalu, paragraf selanjutnya akan dibahas terkait tanggapan dari 
organisasi-organisasi internasional yang muncul sebelum 
penandatanganan RSA dilakukan. Tanggapan organisasi internasional 
akan dimulai dari pihak UNHCR dan Amnesty sebagai organisasi yang 
mempunyai hubungan erat dengan pengungsi. Tertulis di halaman web 
resmi nya pada 26 September 2014, UNHCR sangat prihatin terhadap 
kesepakatan yang mengatur akan direlokasikan nya pengungsi di Nauru 
ke Kamboja.
205
 Antonio Guterres selaku UN High Commissioner for 
Refugees mengatakan, 
“This is a worrying departure from international norms. We are 
seeing record forced displacement globally, with 87 per cent of 
refugees now being hosted in developing countries. It’s crucial that 
countries do not shift their refugee responsibilities elsewhere,” said 
UN High Commissioner for Refugees António Guterres.
206
  
“International responsibility sharing is the basis on which the whole 
global refugee system works. I hope that the Australian government 
will reconsider its approach.”
207
 
“Refugees are persons who are fleeing persecution or the life-
threatening effects of armed conflict. They are entitled to better 
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 Guterres beranggapan bahwa kesepakatan RSA merupakan bentuk 
dari keberangkatan yang mengkhawatirkan dari norma internasional dan 
adalah penting bagi negara-negara untuk tidak memindahkan tanggung 
jawab mengenai pengungsi nya di tempat lain. Komisioner tinggi PBB 
tersebut juga berharap Pemerintah Australia mempertimbangkan kembali 
pendekatan tersebut.  
Pada akhir pendapat nya, Guterres menambahkan terkait 
pembahasan pengungsi itu sendiri, bahwasanya pengungsi ialah orang-
orang yang pergi atau melarikan diri dari adanya penganiayaan atau 
konflik bersenjata yang dapat mengancam nyawa nya. Oleh karena itu 
mereka berhak mendapatkan perawatan yang lebih baik dibandingkan 
dikirim dari satu negara ke negara lain.  
Dapat dilihat dari komentar dan respon UNHCR yang tertulis di 
halaman web resmi nya, kesepakatan RSA semakin menjadi kesepakatan 
yang penuh kontroversi terutama ketika UNHCR sendiri sebagai 
organisasi yang menangani pengungsi sudah berbicara dan merasa sangat 
prihatin dengan sikap Australia tersebut. Terlebih lagi, menurut Vivian 
Tan selaku petugas pres UNHCR, mengklarifikasi bahwa UNHCR 




Sedangkan Amnesty juga beranggapan tidak jauh beda dari 
UNHCR. Tanggapan dari Amnesty muncul pada bulan Mei 2014 dan 
bulan September 2014 tanggal 25. Tanggapan Amnesty di bulan Mei 
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2014 mengatakan bahwa kesepakatan antar dua negara tersebut yang akan 
mengirim pengungsi dan pencari suaka ke salah satu negara di Asia 
Tenggara harus dihapus dan Australia seharusnya mengakhiri aktivitas 
yang ada di Offshore Processing nya dan tidak memindahkan tanggung 
jawab pengungsi nya ke negara lain yang benar-benar lebih miskin.
210
  
Serta Kamboja seharusnya menyadari resiko serius seputar 
kesepakatan ini dan harus benar-benar mempertimbangkan apakah 
Kamboja siap untuk berpatisipasi.
211
 Karena negara ini hanya memiliki 
kapasitas terbatas untuk memproses klaim pencari suaka dan masih 
berjuang untuk menghormati dan melindungi hak-hak warganya 
sendiri.
212
 Sedangkan tanggapan Amnesty pada 25 September 2014 atau 
di satu hari sebelum penandatanganan dilakukan,
213
 mengatakan bahwa 
keputusan Australia untuk mengirim beberapa pengungsi ke Kamboja 
dari Nauru merupakan sebuah bentuk perlakuan yang tercela dan kejam 




Rupert Abbott yang mempunyai kedudukan sebagai Wakil 
Direktur Asia Pasifik di Amnesty International berkata bahwa perjanjian 
ini seperti menaruh kepentingan politik jangka pendek dari Pemerintah 
Australia lebih dulu dibandingkan dengan mengusahakan untuk 
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melindungi beberapa orang paling rentan di dunia yaitu pengungsi.
215
 
Dan hal ini membuat Kamboja terlibat dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh Australia. Berikut rincian dari apa yang 
dikatakan oleh Abbott terkait pelanggaran HAM oleh Australia, “It 
makes Cambodia complicit in Australia’s human rights breaches and 
seriously flawed offshore processing system.”
216
  
Selain itu, pihak Amnesty juga menghubungkan terkait 
transparansi yang kurang dalam proses RSA dibuat, yang menyebabkan 
tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam 
diskusi atau setidaknya mengajukan keberatan atas dasar standar hak 
asasi manusia internasional
217
. Disini, Amnesty International menjadi 
salah satu dari kelompok hak-hak internasional lainnya yang 
mempertanyakan kecocokan Kamboja sebagai negara tuan rumah bagi 
pengungsi yang direlokasi oleh Australia.
218
  
Amnesty International mempertanyakan kesesuaian Kamboja 
tersebut karena situasi hak asasi manusia di Kamboja bermasalah dan 
telah terjadi penurunan yang signifikan mengenai penghormatan terhadap 
kebebasan berekspresi dan berkumpul.
219
 Penurunan tersebut ditandai 
dengan tindakan keras oleh aparat keamanan untuk memukul pekerja dan 













aktivis di bulan Januari 2014 sementara penggusuran paksa, perselisihan 
dan perebutan tanah juga memberikan dampak kepada ribuan orang.
220
  
Di akhir pernyataan nya, Amnesty mengatakan bahwa respon 
Australia juga terlihat membingungkan.
221
 Ditandai dengan adanya 
kutukan Australia untuk catatan hak asasi manusia (HAM) Kamboja pada 
UN Human Rights Hearing bulan Januari 2014.
222
 Namun di Februari 
2014 Menteri Luar Negeri Australia melakukan kunjungan mengejutkan 
dengan pergi ke Kamboja untuk membuka obrolan terkait kesepakatan 




Diliput juga oleh CNN, Pemerintah Australia memang pada 
kesempatan UN Human Rights Hearing tersebut telah mengkritik catatan 
Hak Asasi Manusia Kamboja.
224
 Kritik tersebut berisi bahwa Kamboja 
perlu berhenti dalam membunuh pemrotes jalanan, menindas oposisi 
politik dan menahan orang tanpa mengadili terlebih dahulu.
225
 Catatan 
HAM di Kamboja sendiri memburuk sejak pemilihan majelis nasional 
pada 28 Juli 2013 menurut Human Rights Watch (HRW)
226
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Padahal, terdapat hubungan erat mengenai HAM di sebuah negara 
dan penerimaan nya terhadap pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi 
setidaknya mendapatkan hak dan bantuan dasar yang sama seperti orang 
asing lainnya yang merupakan penduduk resmi, termasuk kebebasan 




 Selain Amnesty dan UNHCR, sebuah kelompok HAM 
internasional memberikan komentar pada 3 Juni 2014 yang berisi bahwa 
Kamboja tidak dapat dipercaya dalam menegakkan atau menjunjung 
tinggi hak pengungsi untuk bermukim di negara nya dibawah kesepakatan 
bilateral dengan Australia yang mengandung kontroversi tersebut.
228
 
Human Rights Watch yang berbasis di AS turut mempertanyakan 
kemampuan Kamboja secara aman memukimkan pencari suaka dan 
pengungsi yang ada di OPC Nauru.
229
 Walaupun Pemerintah Kamboja 
sendiri telah memberikan pernyataan jaminan bahwa Kamboja hanya 
akan menerima pengungsi yang secara sukarela datang ke negara nya.
230
 
Kemudian, Eang Vuthy selaku Direktur Eksekutif dari Equitable 
Cambodia turut memberikan komentar seperti dibawah ini,  
”We call upon the Australian Government to uphold its 
international obligation and respects the rights of refugees. We 
also call upon the two countries to consider this deal and ensure 
                                                          
227
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 Vuthy menyampaikan terkait permintaan nya kepada Pemerintah 
Australia untuk menegakkan kewajiban internasional nya dan untuk 
menghormati hak-hak pengungsi. Serta meminta kepada kedua negara 
yaitu Australia dan Kamboja untuk mempertimbangkan kembali 
kesepakatan RSA tersebut dan memastikan bahwa dukungan dan 
perlindungan yang memadai akan diberikan kepada para pengungsi yang 
akan bermukim di Kamboja. 
 Tanggapan dari Eang Vuthy yang berasal dari Equitable Cambodia 
menjadi salah satu tanggapan yang berasal dari Kamboja. Selanjutnya 
terdapat tanggapan dari Elaine Pearson selaku Direktur Human Rights 
Watch Australia. Pada pernyataan nya bulan Mei 2014, Pearson mencela 
catatan HAM di Kamboja dimana kebebasan berkespresi, berkumpul 
serta berasosiasi sedang berada dibawah serangan regular dan korupsi 
juga turut merajalela.
232
 Selain itu Direktur HRW Australia 
menambahkan bahwa hal-hal di pengadilan Kamboja ditentukan oleh 
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4.2.2. Refugee Settlement Arrangement (RSA) dan Perjanjian 
Pengungsi 
Adanya tanggapan dari beberapa pihak sebelum penandatanganan 
RSA dilakukan, menjadikan studi kasus ini semakin terlihat kontroversial. 
Kali ini, penulis akan mengaitkan RSA dan hubungan nya dengan 
beberapa perjanjian yang berhubungan dengan pengungsi maupun hak 
asasi manusia. Tujuan penulis mengaitkan kedua hal tersebut salah 
satunya adalah juga untuk meningkatkan urgensi maupun anomali yang 
ada di dalam studi kasus penelitian penulis. Pertama merupakan kaitan 
nya antara RSA dengan nota kesepahaman antara Australia dan Nauru 
terkait mekanisme transfer dan penilaian pengungsi dan pencari suaka di 
Republic of Nauru.  
Salah satu dari nota kesepahaman tersebut, tepatnya pada sub bab 
‘outcomes for persons transferred to nauru’ menyebutkan bahwa 
Australia akan membantu Nauru untuk memukimkan transferees yang 
telah didefinisikan membutuhkan perlindungan internasional oleh Nauru 
ke negara dunia ketiga yang aman. Seperti apa yang ditulis di nota 
kesepahaman antar dua negara tersebut,  
“The Commonwealth of Australia will assist the Republic of 
Nauru to settle in a third safe country all Transferees who the 
Republic of Nauru determines are in need of international 
protection, other than those who are permitted to settle in Nauru 
pursuant to Clause 12”
234
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Melihat pernyataan dalam MoU tersebut, pihak HRW mengatakan 
bahwa sebelumnya Australia berkomitmen untuk memukimkan 
pengungsi ke “third safe country.’’
235
 Namun setelah Australia 
menandatangani perjanjian dengan Kamboja, Human Rights Watch 
merasa bahwa Australia akan gagal memenuhi persyaratan kesepakatan 
nya karena Kamboja bukan negara ketiga yang aman.
236
 
Selanjutnya adalah kaitannya antara RSA dengan Konvensi 
Pengungsi atau yang lebih dikenal dengan 1951 Refugee Convention. 
Disini, terdapat hubungan nya antara RSA dengan poin pertama artikel 33 
pada Konvensi Pengungsi mengenai larangan pengusiran atau 
pengembalian  yang berbunyi,  
“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee 
in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his 
life or freedom would be threatened on account of his race, 





Dalam poin pertama artikel 33 dapat disimpulkan bahwa negara 
tidak diperbolehkan melakukan pengusiran atau pengembalian terhadap 
pengungsi ke wilayah yang hidupnya dan kebebasan nya mungkin dapat 
terancam terkait ras nya, agama, kebangsaan, maupun  keanggotaan nya 
dalam sebuah kelompok sosial dan politik.  
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Disini, walaupun RSA adalah bersifat sukarela, penulis merasa 
bahwa pengungsi yang berangkat ke Kamboja sebenarnya tidak benar-
benar mempunyai pilihan dan membuat unsur perjanjian RSA yang 
voluntary  tersebut dipertanyakan. Terlebih lagi, Kamboja adalah 
negara yang dapat mengancam hidup dan kebebasan dari pengungsi 
sendiri seperti apa yang ditulis di poin pertama artikel 33 pada Konvensi 
Pengungsi. Dimana deksripsi lebih rinci nya terkait gambaran Kamboja 
sebagai negara sesaat sebelum pengungsi di Nauru datang, akan dijelaskan 
di sub bab dengan judul ‘Gambaran Negara Kamboja.” 
Penulis mengatakan bahwa pengungsi yang berangkat ke Kamboja 
tidak benar-benar mempunyai pilihan karena didukung dengan pernyataan 
Scott Morrison terkait hal tersebut yaitu, “If you are currently on … 
Nauru, you will not be transferred to Australia,” Morrison said. “You will 
remain there until you either choose to return [home] or are resettled 
somewhere else other than Australia.”
238
 
Pernyataan diatas merupakan komentar Morrison sesaat sebelum 
RSA ditandatangani dan mempunyai sari inti bahwa pencari suaka dan 
pengungsi yang ada di Nauru tidak benar-benar ada pilihan karena pilihan 
yang ada hanya kembali ke tempat asal atau bermukim di tempat lain 
selain Australia. Jika mereka tidak memilih pilihan tersebut, individu 
tersebut akan tetap tinggal di Nauru. Gambaran umum mengenai keadaan 
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di pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru tersebut akan dibahas 
di sub bab dengan judul ’Gambaran Nauru Offshore Processing Centre.’ 
Masih membahas mengenai kaitan antara RSA dan Konvensi 
Pengungsi, Juru bicara UNHCR turut mengatakan bahwa perjanjian 
Kamboja dan Australia bukan solusi yang tahan lama dan tidak sesuai 
dengan jiwa dari resettlement
239
. Lalu, Antonio Guterres dari UNHCR 
kembali menambahkan bahwa keputusan RSA merupakan tindakan 
keberangkatan dari norma internasional yang mengkhawatirkan.
240
  
Di website resmi Australian Human Rights Commission juga 
memberikan informasi bahwa Australia mempunyai kewajiban untuk tidak 
mengembalikan orang yang menghadapi ancaman kekerasan HAM di 
bawah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment of Punishment (CAT) dan Convention on the Rights of the 
Child (CRC).
241
 Serta tidak diperbolehkan untuk mengirim orang ke dunia 
ketiga yang mereka sendiri akan dihadapkan dengan ancaman yang serius 
terkait hak asasi nya. Kewajiban tersebut juga berlaku kepada mereka 
yang juga belum diproses menjadi pengungsi.
242
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4.2.3. Gambaran Kamboja dan Tindakan nya Terhadap 
Pengungsi  
Negara yang mempunyai puncak tertinggi di Gunung Cardamom 
dan secara administratif terdiri dari dua puluh provinsi tersebut terletak di 
Asia Tenggara, berbatasan dengan Laos, Thailand, Vietnam dan Teluk 
Thailand.
243
 Negara ini mempunyai ukuran setengah dari negara 
Jerman,
244
 dan Phnom Penh merupakan ibu kota dari Kamboja dengan 
bahasa utama yang digunakan adalah Khmer serta agama yang paling 
banyak dianut adalah Buddhism.
245
 Kamboja termasuk anggota dari 
Association of Southeast Asian Nations
246
 atau yang biasa disebut dan 
disingkat, ASEAN bersamaan dengan sembilan negara lain. 
Saat ini, Kepala Negara Kamboja adalah King Norodom Sihamoni, 
yang telah dilantik sebagai seorang raja pada 29 Oktober 2004.
247
 Raja di 
Kambodia sendiri pernah merasakan status semi-istimewa sebelum seperti 
saat ini yang dimana peran nya hanya sebagian besar ceremonial.
248
 
Sedangkan Perdana Menteri Kamboja yang saat ini masih menjabat adalah 
Hun Sen.
249
 Perdana Menteri di Kamboja bertindak sebagai kepala 
pemerintahan, berbeda dengan King Sihamoni yang mempunyai simbol 
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Perdana Menteri Hun Sen tergolong ke dalam salah satu perdana 
menteri yang menduduki kursi pemerintahan di Kamboja terlama dan telah 
berkuasa dalam berbagai koalisi sejak tahun 1985.
251
 Bahkan menurut 
informasi yang penulis dapat dari  Website Human Rights Watch, Hun Sen 
saat ini merupakan pemimpin politik terlama ke-enam di dunia. Posisi Hun 
Sen berada di belakang Robert Mugabe dan Yoweri Musevani dari 
Zimbabwe dan Uganda.
252
 Di halaman website Human Rights Watch 
(HRW) pada bulan Januari 2015, dikatakan bahwa tanggal 14 Januari 
2015 merupakan hari dimana Hun Sen telah menduduki kursi Perdana 
Menteri Kamboja selama 30 tahun sejak 14 Januari 1985. 
253
 
Lama nya periode posisi Hun Sen tersebut tidak hanya menuai 
protes, namun juga muncul laporan dan publikasi di website yang 
mengungkapkan bahwa pada saat Pemerintahan Hun Sen menjabat, hak 
asasi manusia di Kamboja buruk. Padahal, terdapat hubungan erat 
mengenai HAM di sebuah negara dan penerimaan nya terhadap pengungsi. 
Menurut UNHCR, pengungsi setidaknya mendapatkan hak dan bantuan 
dasar yang sama seperti orang asing lainnya yang merupakan penduduk 
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remi, termasuk kebebasan berpikir, bergerak, kebebasan dari penyiksaan 
dan perlakuan yang merendahkan martabat.
254
  
Salah satu publikasi website dan laporan yang memaparkan terkait 
keadaan hak asasi manusia di Kamboja disaat Pemerintahan Hun Sen serta 
kaitan nya terhadap perjanjian RSA antar Australia-Kamboja adalah 
halaman website Human Rights Watch pada 13 Januari 2015 yang berjudul 
Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression. Donor Countries 
Should Promote Democracy, Human Rights
255
, laporan yang diteliti dan 
ditulis oleh Brad Adams selaku direktur Divisi Asia di Human Rights 
Watch dengan judul 30 Years of Hun-Sen : Violence, Repression, and 
Corruption in Cambodia
256
 serta transkrip wawancara yang dilakukan oleh 




Di awal halaman website Human Rights Watch yang berjudul 
Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression. Donor Countries 
Should Promote Democracy, Human Rights, Brad Adams selaku penulis 
laporan 30 Years of Hun-Sen : Violence, Repression, and Corruption in 
Cambodia, mengatakan bahwa Kamboja perlu sebuah reformasi agar 
masyarakat nya dapat mempratikkan hak asasi manusia dasarnya tanpa ada 
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ketakutan akan ditahan, disiksa dan diekseskusi.
258
 Karena Hun-Sen sudah 
menjabat selama tiga dekade dan telah secara berulang-ulang 
menggunakan kekerasan politik, represi dan korupsi untuk tetap 
berkuasa.
259
 Lalu, Adams menambahkan pentingnya peran donor 
internasional untuk membuat reformasi tersebut benar-benar terjadi.
260
  
Setelah adanya kalimat pembuka dari Brad Adams, HRW sendiri 
menginformasikan terkait ketegangan dari Pemerintahan Hun-Sen dilihat 
dari kata-kata yang dilontarkan oleh Hun-Sen sendiri di beberapa 
kesempatan. Pada halaman website nya, HRW mengatakan bahwa Hun-
Sen telah memerintah dengan kekerasan dan menimbulkan ketakutan. 
Hun-Sen sendiri sering mendeskripsikan politik sebagai perebutan 
kematian antara dirinya dan semua individu yang berani menentangnya.
261
 
Contoh kata-kata yang dilontarkan oleh Hun-Sen yang dapat 
mewakilkan ketegangan pemerintahan nya terdapat di tanggal 18 Juni 
2005, 5 Agustus 2009 dan yang terakhir adalah pada 20 Januari 2011. Di 
Juni 2005, Hun-Sen memperingatkan lawan politik nya yang dituduh 
sebagai pemberontak bahwa mereka harus menyiapkan peti mati dan 
menyatakan kehendak-kehendak mereka pada istri masing-masing.
262
 
Komentar Hun-Sen terkait muncul tak lama setelah dirinya 
mengumumkan bahwa mantan raja Kamboja, Norodom Sihanouk, yang 
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turun untuk mengekspresikan pertentangan nya terhadap metode 
pemerintahan Hun-Sen, akan lebih baik mati.
263
 
Setelah itu, pada sebuah pidato tanggal 5 Agustus 2009, Hun-Sen 
menirukan pemicu sebuah senjata ketika memperingatkan individu yang 
mengkritik nya untuk tidak menggunakan kata “kediktatoran” untuk 
menggambarkan pemerintahan nya.
264
 Tidak sampai tahun 2009 saja, pada 
tahun 2011 tepatnya tanggal 20 Januari, Hun-Sen melemparkan kata-kata 
kontroversial kembali, berbunyi,  “I not only weaken the opposition, I’m 
going to make them dead ... and if anyone is strong enough to try to hold a 
demonstration, I will beat all those dogs and put them in a cage.
265
 
Kalimat tersebut merupakan bentuk respon dari Perdana Menteri 
Kamboja, Hun-Sen terhadap sugesti yang muncul dari masyarakat bahwa 
dirinya seharusnya merasa gelisah dan cemas melihat adanya 
penggulingan seorang diktator di Tunisia pada saat peristiwa ‘Arab 
Spring.’
266
Selanjutnya, terdapat wawancara yang dilakukan oleh David 
O’Shea dan dipublikasi oleh media SBS terkait pengiriman pengungsi 
jalur laut yang ada di OPC milik Australia di Nauru ke Kamboja. Yang 
dimana transkrip dari wawancara itu sendiri akan penulis sertakan di 
halaman belakang dari penelitian ini bersamaan dengan dokumen penting 
lainnya. 











 Pada ringkasan berita nya, sebelum masuk pada transkrip 
wawancara, O’Shea mengatakan bahwa ia pernah berbincang dengan 
pengungsi yang telah tinggal di Kamboja dan melihat serta memperhatikan 
realita sehari-hari dari kemiskinan dan keputusasaan.
267
 Dengan tidak 
adanya dukungan dari Pemerintah Kamboja, pengungsi-pengungsi tersebut 
bergantung pada dana kesejahteraan organisasi untuk bertahan hidup.
268
 
Dalam transkrip wawancara tersebut terdapat satu tema penting 
menurut penulis yang dapat dihubungkan dengan studi kasus penelitian 
yaitu tanya jawab terkait apa yang telah dilakukan Kamboja terhadap 
beberapa pengungsi sebelum RSA ini ditandatangani. Awalnya, dimulai 
dengan pertanyaan yang ditujukkan kepada The Jesuit Refugee Service di 
Phnom Penh dan diwakilkan oleh Sister Denis Coghlan. Coghlan telah 
tinggal selama lebih dari dua dekade di Kamboja. Pertama kali ia datang, 




Coghlan mengatakan, di the Jesuit Refugee Service atau JRS, 
banyak masyarakat Rohingya. Mereka bergantung kepada JRS dalam hal 
pangan dan akomodasi dasar.
270
 Individu-individu tersebut menerima 
pinjamin untuk mengembangkan bisnis kecil menjual roti India di jalan, 
yang bahkan tepung dan telur nya disediakan oleh pihak JRS.
271
 Laki-laki 
dari Rohingya juga ikut berbicara bahwa jika tidak ada JRS, mereka akan 
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mati. Ia menyebutkan bahwa Kamboja merupakan negara miskin dan 
mereka tidak bisa berbicara bahasa mereka.
272
 Dan menjalankan sebuah 
bisnis sangat sulit di Kamboja yang bahkan masyarakat lokal sendiri tidak 
dapat bertahan.
273
 Pada akhir kalimat, laki-laki tersebut berpikir 




Sister Denise sendiri menjadi saksi ketika 22 pencari suaka di 
Kamboja diculik dibawah todongan senjata dan dilarikan ke China pada 19 
Desember 2009.
275
 Pada saat itu Coghlan berada di bandara, dengan panik 
mencoba untuk menghentikan proses deportasi mereka karena ia tahu 
bahwa mereka akan dihadapkan pada penjara atau bahkan lebih buruk dari 
itu.
276
 Setelah kasus pengungsi Rohingya JRS, Sister Denise Coghlan dan 
22 pencari suaka yang dikirim ke China, terdapat tanya jawab dengan 
Bong Bun atau disebut B yaitu American deportees yang sudah sebelas 
tahun di Kamboja dan rekan nya, Rain.
277
 
Bung Bon di deportasi ke Kamboja dan disebutkan di wawancara 
ini bahwa B tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemerintah, yang 
menyebabkan hidupnya selama sebelas tahun disana, sulit.
278
 Teman 
deportees dari B sendiri banyak yang bunuh diri dengan cara lompat dari 

















jembatan dan menggantung diri nya masing-masing.
279
 Setelah mendengar 
adanya kabar akan dipindahkan nya beberapa pengungsi dari Pusat 
Australia di Nauru, B bertanya-tanya dan tearkejut mengenai apa yang 




Rain, rekan dari B yang berasal dari Kentucky juga 
menggambarkan terkait kondisi nya sebagai deportees di Kamboja.
281
 
Rain berbicara bahwa disaat kedatangan nya pertama kali di Kamboja, 
keluarga nya mengirim uang tetapi telah habis dan mengatakan bahwa 
Pemerintah Kamboja tidak memberikan dukungan terhadap nya
282
. Selama 
ini, Rain bertahan hidup dengan hanya nasi dan kecap. Ia tidak 
mempunyai uang untuk membayar sewa dan mempunyai firasat bahwa 
nantinya ia akan menjadi gelandangan di jalan.
283
 
Selain itu, penulis juga menemukan informasi dari laporan pihak 
Cambodian Centre for Human Rights di halaman website nya terkait 
kondisi HAM di Kamboja terutama pada periode 2013-2014. Pada tahun 
2013 HAM di Kamboja dikatakan memburuk
284
 serta pada tahun 
selanjutnya yaitu tahun 2014, kondisinya tergolong mengerikan atau 
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 Di sepanjang tahun 2013, aktivis tanah, media 
professionals, pemimpin serikat kerja serta pejuang HAM di Kamboja 
menjadi subjek penengkapan sewenang-wenang, subjek ancaman 
hukuman mati dan ancaman hukum.
286
 Hak untuk bebas berekspresi yang 




Kebebasan pres yang dijamin dibawah Pasal 41 dari Konstitusi 
disimpulkan berbeda sekali dengan realita nya. Kambodia menduduki 
ranking 143 dari sebanyak 170 negara pada tahun 2013 dari survey World 
Press Freedom terkait Index of Reporters Without Borders.
288
 Peringkat 
tersebut merupakan peringkat terendah Kamboja yang pernah ada yang 
mana ranking yang dipegang turun 26 posisi dari tahun 2012 karena 
adanya tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan 
kebebasan pres akhir-akhir tahun ini.
289
 Di tahun yang sama, juga terdapat 
demonstrasi pekerja pabrik garmen yang secara regular memprotes dan 
menyerang pemerintah terkait gaji rendah, kondisi kerja yang buruk serta 
hak akan tanah dan perumahan. 
Sepanjang peristiwa, demonstran ditekan dengan keras 
menggunakan senjata electroshock, senjata api, kanon air, gas air mata dan 
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 Hasil dari demonstrasi tersebut, pekerja yang tak 
terhitung jumlahnya dipukuli sebanyak tiga perempuan keguguran, satu 
orang lumpuh, dua orang gugur dan sekitar enam belas orang terluka.
291
 
Lalu terkait bisnis atau pekerjaan dan HAM, menurut program dari 
International Labour Organisation’s Better Factories Cambodia (BFC), 
perbaikan belum dibuat bertahun-tahun termasuk mengenai keamanan dan 
kesehatan pekerja, keamanan kebakaran dan pekerja anak. 
292
 
Contohnya, di tahun 2012, hanya 12% pabrik yang patuh terhadap 
kebijakan hukum mengenai overtime atau lembur.
293
 Dan perempuan, 
yang mengisi sebagian besar tenaga kerja, diancam akan pemecatan 
setelah mendapati mereka hamil.
294
 Tidak hanya itu, perempuan-
perempuan tersebut dimotivasi untuk melakukan aborsi diberbagai 
kasus.
295
 Tambahan lagi, pada 10 Desember 2013, juga terdapat peristiwa 
memilukan yang dilakukan oleh Sam Rainsy. Rainsy melakukan pidato 
yang berisi mendiskriminasi masyarakat Vietnam, mengatakan bahwa 
mereka mengambil lapangan kerja dan lahan warga Khmer.
296
 Kamboja 
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 “CCHR Press Release – Phnom Penh, 18 December 2013,” Cambodian Centre for Human 
Rights, diakses 16 Maret, 2018, 
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sendiri, terus memulangkan minoritas teraniaya yang melarikan diri dari 
Vietnam termasuk Christian Montagnards dan etnis Khmer Krom.
297
  
Sedangkan di tahun 2014, situasi HAM di Kamboja tetap 
mengerikan bahkan ketika masyarakat Kamboja menjadi semakin aktif 
dalam menuntut rasa hormat terkait HAM dan kebebasan dasar mereka. 
Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan diblokirnya akses ke Freedom 
Park, tempat umum yang secara khusus didesain untuk menyuarakan opini 
dalam pertemuan publik.
298
 Pembatasan tersebut diberlakukan setelah 
demonstrasi yang diselenggarakan oleh pekerja garment dalam menuntut 
kenaikan gaji.
299
 Lalu, di Bulan Oktober 2014, seorang jurnalis di Provinsi 
Kratie menjadi jurnalis ketiga belas yang dibunuh di Kamboja sejak tahun 
1994 ketika mencoba melaporkan adanya illegal logging.
300
 
Selepas dipaparkan mengenai gambaran Kamboja dan tindakan 
nya terhadap pengungsi tersebut, kali ini penulis akan melanjutkan 
pembahasan terkait hubungan antara Australia dan Kamboja. Dua negara 
ini dapat dikatakan memulai hubungan secara resmi di tahun 1952 karena 
di tahun tersebut Australia memulai hubungan diplomatik dengan 
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 Namun menurut halaman website Australian Bureau of 
Statistics dengan judul Australia’s Bilateral Relationship yang dipublikasi 
pertama pada 24 May 2012 dan diperbarui 11 November 2015
302
, 
hubungan kedua negara ini terlihat tidak cukup dekat. 
 Dapat diperhatikan dari daftar pertama yang ada yaitu Amerika 
Serikat. Pada daftar pertama tersebut, dikatakan hubungan Australia dan 
Amerika Serikat sangat penting bagi kepentingan keamanan dan ekonomi 
internasional Australia yang lebih luas.
303
 Negara-negara yang terlihat 
menjalin hubungan dekat dengan Australia, dipaparkan dengan paragraf 
panjang dan diposisikan di daftar teratas dibandingkan dengan negara-
negara lain.  
Contohnya adalah pada daftar hubungan bilateral Australia dengan 
negara-negara di Asia Utara, Jepang dan China menjadi posisi teratas 
dengan deskripsi bahwa hubungan Australia dan Jepang termasuk yang 
paling dekat dan penting.
304
 Didukung dengan nilai-nilai dan pendekatan 
bersama dalam menghadapi tantangan keamanan internasional. Sedangkan 
dengan China, tertulis bahwa hubungan mereka berdasar dari adanya sikap 
saling menghormati dan berbagi dalam hal minat dan perbedaan.
305
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Lalu di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi 
posisi dua teratas dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara 
lainnya.
306
 Dengan penjelasan bahwa Indonesia dan Australia merupakan 
tetangga dekat dan menjalin beragam hubungan mengenai politik, 
keamanan, komersial dan budaya.
307
 Terkait Malaysia, keamanan regional, 
perdagangan dan reformasi sektor publik menjadi hal yang membuat 
kedua negara tersebut dekat.
308
 
Sedangkan hubungan bilateral antara Australia dan Kamboja 
berada dalam posisi ketujuh dan dideskripsikan dengan paragraf singkat 
dimana hubungan antara dua negara tersebut meningkat, didukung oleh 
hubungan historis yang berasal dari peran utama Australia dalam the 
Cambodian Peace Process.
309
 Selain itu, Australia menjadi donor terbesar 
kedua terhadap the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 
atau yang terkenal dengan Pengadilan Khmer Rouge.
310
 Media Khmer 
Times juga mendukung pernyataan tersebut dengan turut 
menginformasikan bahwa total bantuan Australia hampir sebanyak $23,2 
juta Dollar antara tahun 2005 dan 2014.
311
  
Lalu, di kalimat terakhir bagian hubungan bilateral Australia dan 
Kamboja, berisi informasi mengenai minat investor Australia yang terus 
tumbuh terhadap Kamboja termasuk dalam sektor perbankan, 










 Ibid.  
311




infrastruktur, pertambangan dan sektor agribisnis.
312
 Mengenai hubungan 
antara Australia dan Kamboja beberapa tahun terakhir, pada 18 Oktober 
2017, Australia meningkatkan hubungan dengan Kamboja ditandai dengan 
adanya penandatanganan dengan isi kerjasama untuk meningkatkan 
percakapan tentang semua area dari hubungan bilateral, termasuk 
pendidikan, pembangunan, kejahatan transnasional, irregular migration 
dan hak asasi manusia.
313
  
Penandatanganan tersebut juga dikatakan aneh karena ketika 
negara-negara lain memikirkan kembali untuk menjalin hubungan dengan 
sebuah negara yang semakin terlihat otoriter, Australia malah memperkuat 
hubungan diplomatik nya dengan Kamboja.
314
 Salah satu negara yang 
memikirkan kembali untuk menjalin hubungan dengan Kamboja adalah 
Swedia.
315
 Diplomat Swedia mengatakan bahwa negara Skandinavia 
memang memikirkan ulang mengenai hubungan nya dengan Kamboja 
karena semakin menjauhnya negara tersebut dari asas-asas demokrasi.
316
  
Duta Besar HAM Swedia, Annika Ben David, turut menyatakan 
perhatian yang mendalam pada situasi politik yang sedang berlangsung di 
Kamboja.
317
 Swedia, sebagai salah satu negara di Wilayah Skandinavia, 
tidak hanya memikirkan kembali hubungan nya dengan Kamboja, tetapi 
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juga meninjau ulang terkait bantuan yang diberikan ke Kamboja, setelah 
lebih dari $127 juta didonasikan dalam kurun waktu lima tahun.
318
  
Beberapa informasi yang telah penulis sajikan di paragraf-paragraf 
sebelumnya dapat mewakilkan gambaran negara Kamboja yang membuat 
respon kebijakan pengungsi Australia yang dituangkan dalam RSA 
dikatakan tergolong negatif, didukung dengan keadaan HAM di Kamboja 
yang berhubungan dengan pengungsi , komentar yang muncul dari 
pengungsi yang sudah tinggal di negara tersebut beberapa tahun 
sebelumnya serta peristiwa-peristiwa yang pecah di Kamboja pada tahun-
tahun terkait. Bab gambaran negara Kamboja ini juga berhubungan dengan 
tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak sebelum RSA ditandatangani 
oleh kedua negara.  
Selanjutnya terkait Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, 
Kamboja melakukan ratifikasi pada 15 Oktober 1992.
319
 Namun kenyataan 
nya, terdapat kenyataan yang berbeda di Kamboja sendiri, didukung oleh 
pernyataan dari Phil Robertson selaku Wakil Direktur Asia Human Rights 
Watch. Robertson mengatakan,  
“Sadly, I interpret UNHCR’s action as recognising the sorry 
reality of refugee protection in Cambodia, and the lack of interest 
by the government in improving the situation. Cambodia is one of 
the few countries in the region to ratify the Refugees Convention, 
but this has hardly translated into real protection for refugees who 
find themselves in the Kingdom,” he said, pointing to the 




 States Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and the 1967 





Montagnard and Uighur cases as proof positive of the 
government’s unwillingness to enact real protections.”
320
 
Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa Wakil Direktur Asia 
HRW menyebut kurangnya minat dari Pemerintah Kamboja untuk 
memperbaiki realita perlindungan pengungsi di Kamboja. Serta 
menyatakan bahwa walaupun Kamboja menjadi salah satu negara yang 
menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, perlindungan yang nyata bagi 
para pengungsi di Kamboja seperti tidak diterjemahkan dengan benar.  
The Phnom Penh Post juga menyertakan informasi bahwa jumlah 
individu yang ingin mencari perlindungan di Kamboja menurun drastis 
jumlahnya dari 250 orang tahun 2008 hingga hanya 2 orang tahun 2012.
321
 
Kelompok hak asasi manusia telah menyatakan terkait penurunan tersebut 
sebagai bukti bahwa kebijakan suaka yang diterapkan buruk dan telah 
melihat urgensi politik yang lebih dipentingkan dibandingkan dengan 
konvensi pengungsi.
322
 Di tahun 2008 contohnya, hanya 16% dari 250 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA 
MENANDATANGANI RSA 
 
 Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam 
menandatangani RSA ini, keputusan Australia untuk menandatangani RSA 
dengan Kamboja termasuk ke dalam respon kebijakan yang negatif menurut 
Karen Jacobsen. Jacobsen sendiri membagi respon kebijakan pemerintah terkait 
pengungsi menjadi restrictive dan generous.
324
 Restrictive sendiri terdiri dari 
respon tidak diizinkannya pengungsi masuk ke dalam wilayah negara, 
memperlakukan pengungsi secara kejam, membatasi pergerakan pengungsi dan 
endangering their safety atau membahayakan keselamatan pengungsi.
325
 Respon 
restrictive tersebut dapat tergolong menjadi respon negatif.
326
 
 Sedangkan respon generous adalah respon negara yang positif seperti 
menyediakan bantuan kepada pengungsi dan menjamin keselamatan mereka.
327
 
Kesepakatan RSA yang dilakukan oleh Australia dengan Kamboja sendiri 
termasuk ke dalam respon restrictive atau negatif menurut Jacobsen adalah karena 
Australia terbilang dapat membahayakan keselamatan pengungsi jalur laut yang 
akan dikirim karena pertama, respon dari pengungsi jalur laut terkait kesepakatan 
tersebut sangat buruk ditandai dengan adanya respon percobaan bunuh diri oleh 
beberapa diantaranya seperti yang telah dipaparkan di bab empat. 
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 Kedua, terdapat pernyataan pendapat dari beberapa rezim pengungsi 
internasional yang memang mengatakan bahwa Kamboja bukan merupakan 
negara yang tepat dalam kesepakatan tersebut karena salah satunya sejarah HAM 
dan sejarah terkait pengungsi-pengungsi yang menetap di Kamboja sebelumnya, 
masih tergolong buruk. Lalu, penjelasan yang lebih rinci terkait hal ini akan 
dijelaskan di bagian introduction dan kesimpulan di setiap parameter nya agar 
pembaca sendiri lebih mempunyai pemahaman yang dalam terkait cara penulis 
dalam menganalisis penelitian ini menggunakan Model dari Karen Jacobsen.  
5.1. Variabel Bureaucratic Choices  
 Variabel Bureaucratic Choices Made by The Government ini, mempunyai 
indikator respon birokrasi pemerintah serta parameter agensi pemerintah yang 
menerima pengungsi. Parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi ini 
menekankan bahwa agensi pemerintah suatu negara dalam menerima pengungsi 
akan menentukan arah kebijakan pengungsi yang positif atau negatif. Ketika 
pengungsi merupakan sarana untuk kelangsungan hidup dan kemajuan karir 
birokrasi, lembaga suatu negara memiliki kepentingan pribadi dalam masalah 
pengungsi yang pada akhirnya personil tersebut akan mengalokasikan sumber 
daya lebih besar ke kamp pengungsi dan cenderung akan menetapkan kebijakan 
pengungsi yang positif. 
328
 
 Dan jika pengungsi berada dalam tanggung jawab dari badan militer atau 
departemen lain yang memiliki tanggung jawab berbeda, beberapa pejabat akan 
                                                          
328
 Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass 




mempunyai kepentingan lebih sedikit terkait kesejahteraan pengungsi.
329
 Nanti 
nya, pengungsi tersebut dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber 
daya yang tersedia dan dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan 
negara dan hasilnya akhirnya, kebijakan pengungsi yang lebih negatif mungkin 
akan dijadikan nyata.
330
 Kebijakan pengungsi yang negatif ini termasuk 
kesepakatan Australia dengan Kamboja yaitu RSA.  
 Australia dalam hal ini, dalam merespon dan menangani pengungsi jalur 
laut dan yang akan dikirim ke Nauru Offshore Processing Centre, adalah 
menggunakan badan militer dibawah Operation Sovereign  Borders Joint Agency 
Task Force. Operation Sovereign Borders atau OSB merupakan badan militer 
yang memimpin operasi keamanan perbatasan yang betujuan untuk memerangi 
perdagangan manusia melalui jalur laut dan melindungi perbatasan Australia.
331
 
OSB sendiri didirikan pada 18 September 2013 dan telah sukses dalam 




 Menurut informasi yang diperoleh penulis dari Australian National Audit 
Office atau ANAO, kontribusi utama yang dibuat oleh Departemen OSB sendiri 
adalah sebagai kepala dari Offshore Detention DAN Returns Task Group.
333
 
Selain itu, OSB juga turut melakukan Security Risk Reviews di kedua pusat 
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penahanan pengungsi jalur laut milik Australia yaitu Nauru dan Pulau Manus 
pada akhir tahun 2013.
334
 Media Public Radio International atau PRI juga 
mendukung hal tersebut dimana dalam halaman berita nya disebutkan bahwa 
Australia memang tidak akan mengizinkan pencari suaka dan pengungsi yang 




 Sebagai gantinya, pihak Militer Australia mencegat mereka di laut dan 
mengembalikan nya ke negara keberangkatan, biasanya Indonesia atau ke Kamp 
Pulau Manus di Papua New Guinea atau Pulau Kecil Nauru.
336
 Australia sendiri 
membayar dua negara tersebut untuk menjadi tuan rumah sementara dan untuk 
mengelola kamp.
337
 Akses di Nauru OPC sendiri dikontrol dengan ketat.
338
 Setiap 
peristiwa atau acara yang ada di lokasi tersebut juga dilaporkan hanya sekali-
sekali melalui individu pendukung pengungsi atau refugee advocates dan melalui 
whistleblowers
339
 atau menurut Cambridge Dictionary, individu yang 
menceritakan informasi ke pihak berwenang terkait hal gelap yang sedang terjadi 
biasanya di departemen pemerintah atau perusahaan.
340
 




 Carol Hills, “For the Asylum-Seekers in One of Australia’s Controversial Offshore Detention 








 Paul Farrel, Nick Evershed dan Helen Davidson, “The Nauru Files: Cache of 2,000 Leaked 










 Akses ketat di Nauru tersebut menyebabkan laporan mengenai peristiwa 
serius yang sedang terjadi menjadi sulit. Namun walaupun seperti itu Laporan 
‘Nauru Files’ yang diterbitkan oleh the Guardian dapat sedikit memberikan 
gambaran mengenai peristiwa apa saja yang terjadi di kamp Nauru. Nauru Files 
mencakup informasi apa saja yang terjadi di OPC Nauru mulai dari Bulan Mei 
2013 hingga Oktober 2015.
341
 Isi dari dokumen tersebut kurang lebih adalah 
mengenai perkosaan, pelecehan seksual, usaha menyakiti diri sendiri, pelecehan 
pada anak-anak dan kondisi dari Kamp Nauru sendiri.
342
  
 Selain itu, juga disebutkan bahwa kerahasiaan di Pusat Nauru diduga 
sangat rapat, seperti adanya larangan mengambil foto di lokasi menggunakan 
kamera.
343
 Adanya badan militer yang menangani, merespon dan menerima 
pengungsi maupun pencari suaka jalur laut yang ada di Kamp Pengungsi Nauru 
tersebut membuat kebijakan seperti dipindahkan ke negara ketiga maupun 
dipulangkan ke negara asalnya akan diambil atau untuk lebih meringkasnya, 
kebijakan negatif lebih besar muncul.
344
 Karena agensi pemerintah yang 
menerima pengungsi adaah badan militer yang dimana pengungsi-pengungsi 
tersebut dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber daya yang 
tersedia dan dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan suatu negara, 
seperti apa yang dikatakan oleh Karen Jacobsen.
345
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 Dalam hal ini di jurnal nya, Jacobsen juga memberikan contoh negara 
yang menerima dan mengelola pengungsi menggunakan badan militer. Contoh 
tersebut terdapat di Thailand.
346
 Tanggung jawab terkait pengungsi Kamboja yang 
datang ke Thailand setelah tahun 1975 ditugaskan dan diserahkan kepada Thai 
Defense Force.
347
 Badan tersebut mengasosiasikan pengungsi dengan berbagai 
ancaman dan tindakan mereka sangat ketat terhadap pergerakan pengungsi itu 
sendiri dan mewajibkan mereka untuk tinggal di kamp pengungsi dekat dengan 
perbatasan Thailand dan Kamboja.
348
 Serta hanya dibolehkan untuk meninggalkan 
kamp ketika mereka akan ditampung di negara ketiga.
349
 
 Dalam kasus tersebut, banyak peristiwa refoulement atau tindakan secara 
paksa untuk memulangkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu negara dimana 
mereka cenderung menjadi subjek penganiayaan,
350
 peristiwa dipulangkannya 
pengungsi ke negara asalnya dan terdapat keluhan mengenai tindakan militer 
terhadap para pengungsi.
351
 Nasib yang akan diterima oleh pengungsi yang 
ditangani oleh Militer Thailand tersebut, termasuk tindakan refoulement dan 
pilihan dikirimnya ke negara ketiga, juga termasuk dalam kebijakan pemerintah 
yang bukan murah hati dan dapat mengarah kepada kebijakan membatasi
352
 
menurut Jacobsen. Seperti kalimat yang tertulis di jurnal nya,  
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“Some governments have received refugees with generosity, providing them 
with assistance and guaranteeing their safety. Others have tried to prevent 
refugees from entering, or have treated them harshly, restricting their 




 Karena menurutnya, tindakan murah hati itu sendiri adalah menyediakan 
bantuan dan menjamin keamanan kepada pengungsi bukan mencegah pengungsi 
datang dan memperlakukan mereka dengan kasar, membatasi pergerakan nya atau 
bahkan membahayakan keamanan nya. Lalu, dilihat dari studi kasus Thailand, 
terdapat beberapa hal yang hampir mempunyai kesamaan dengan apa yang 
dilakukan oleh Australia kepada pengungsi dan pencari suaka yang ada di OPC 
milik Australia di Nauru yang juga sama-sama menggunakan badan militer untuk 
menerima pengungsi serta dapat berakibat pada kebijakan yang negatif.  
 Kesamaan tersebut dapat dilihat pada penempatan pengungsi. Dalam 
menerima pengungsi Kamboja, Thailand menempatkan mereka di Kamp dekat 
perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sedangkan disini Australia 
menempatkan pengungsi dan pencari suaka jalur laut di Nauru OPC, lokasi yang 
cukup jauh dengan perbatasan Australia. Hal yang hampir sama dengan apa yang 
dilakukan oleh Thailand adalah kedua negara yaitu Australia dan Thailand, sama-
sama menempatkan pengungsi jauh dari pusat negara nya seperti di perbatasan 
negara atau lokasi yang cukup jauh dari perbatasan itu sendiri. 
 Selanjutnya, Militer Thailand juga membatasi pergerakan pengungsi itu 
sendiri di dalam kamp pengungsi. Nauru OPC disini juga mempunyai akses yang 
ketat yang menyebabkan laporan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
Pusat Nauru juga terbatas dan sulit untuk diliput. Salah satu dampak dari badan 
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militer yang menerima pengungsi tersebut adalah adanya kepentingan lebih 
sedikit terkait kesejahteraan pengungsi
354
 sehingga kesempatan terjadinya 
peristiwa-peristiwa negatif di Kamp pengungsi akan lebih besar seperti apa yang 
dipublikasi oleh the Guardian pada dokumen ‘Nauru Files’ dibalik akses terbatas 
yang diterapkan Pusat Nauru. 
 Untuk meringkas nya, parameter agensi pemerintah yang menerima 
pengungsi ini dikatakan membawa pengaruh dalam keputusan Australia 
menandatangani RSA karena seperti yang telah disampaikan, menurut Jacobsen, 
ketika sebuah negara mengerahkan badan militer untuk menangani pengungsi, 
respon kebijakan pengungsi yang lahir akan negatif yaitu kebijakan yang bukan 
murah hati, melainkan yang bersifat membatasi seperti endangering their safety 
seperti respon kebijakan yang dikeluarkan Australia dengan menandatangani RSA 
dengan Kamboja.  
5.2. Variabel International Influence  
 Analisa variabel kedua dari Model Jacobsen ini akan menganalisa dua 
indikator yang ada pada variabel International Influence yaitu indikator rezim 
pengungsi internasional dan indikator negara pengirim. Yang akan dianalisa 
terlebih dahulu adalah indikator rezim pengungsi internasional disertai dengan 
tiga parameter nya yaitu bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional 
dan ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional serta kelemahan 
kelembagaan. Sedangkan indikator negara pengirim mempunyai parameter 
hubungan negara pengirim dengan penerima. 
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5.2.1. Rezim Pengungsi Internasional 
5.2.1.1. Bantuan Internasional oleh Rezim Pengungsi 
Internasional 
 Rezim pengungsi internasional adalah indikator paling 
pertama di variabel pengaruh internasional yang mana rezim 
pengungsi internasional ini sendiri mempengaruhi pemerintah tuan 
rumah dalam alasan praktis dan normatif.
355
 Disini, alasan praktis 
akan dianalisis terlebih dahulu oleh penulis. Menurut apa yang 
ditulis oleh Jacobsen dalam jurnalnya, secara alasan praktis 
bantuan internasional dapat meningkatkan kemampuan sebuah 
negara untuk menerima pengungsi dengan menyediakan bantuan 




Maksud dari bantuan tersebut nantinya akan memposisikan 
UNHCR sebagai rezim pengungsi internasional, mempunyai 
beberapa pengaruh kepada pemerintah tuan rumah karena dapat 
menyediakan bantuan ataupun mengurangi nya
357
 serta dapat 
mempengaruhi respon kebijakan suatu negara untuk lebih 
menerima gelombang pengungsi karena nantinya beban finansial 
negara akan dibantu oleh rezim internasional. Seperti keadaan yang 
terjadi di Pakistan tahun 1980, dimana UNHCR membantu 
                                                          
355







Pakistan dalam menerima pengungsi dengan mengeluarkan 
bantuan sebesar $1 juta per-hari nya.
358
  
Dalam kasus penelitian penulis, perjanjian RSA mengatur 
bahwa akan dikirimnya beberapa pengungsi di OPC Nauru yang 
telah memenuhi syarat ke Kamboja. Jadi yang akan dianalisis 
disini adalah bantuan internasional yang diberikan oleh UNHCR 
kepada pengungsi yang ada di salah satu OPC Australia yaitu di 
Nauru. Nauru Offshore milik Australia sendiri merupakan hasil 
dari nota kesepahaman antara Pemerintah Australia dan 
Pemerintah Nauru.
359
 UNHCR bukan merupakan salah satu pihak 
dalam MoU atau nota kesepahaman tersebut serta tidak secara 
operasional terlibat dalam proses penilaian klaim pengungsi 
pencari suaka di OPC Nauru.
360
  
Maka dari itu, hal-hal seperti tanggung jawab akan perawatan 
dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang ditransfer dari 
Australia ke Nauru maupun PNG sepenuhnya ada di tangan negara 
yang terlibat dalam perjanjian bilateral.
361
 Ini termasuk tanggung 
jawab mengenai kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan 
pencari suaka dan pengungsi. Lalu juga tentang tanggung jawab 




 “Assistance,” UNHCR, diakses 23 April, 2018. http://www.unhcr.org/assistance-in-australia-
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360





terhadap solusi tahan lama yang ditunjukkan kepada pengungsi dan 
pencari suaka di masing-masing Offshore Processing.
362
  
Disini UNHCR tidak mempunyai posisi untuk 
menginvestigasi keluhan-keluhan terkait kondisi individu di 
tahanan Nauru maupun PNG.
363
 UNHCR hanya mempunyai peran 
sebagai pengawas terkait implementasi dari Konvensi Pengungsi 
1951 di Nauru dan Papua New Guinea.
364
 Salah satu contoh dari 
peran pengawas tersebut adalah adanya kegiatan kunjungan yang 
dilakukan oleh UNHCR ke masing-masing lokasi tahanan untuk 
memantau kepatuhan negara terhadap standar internasional.
365
  
Terkait biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional 
sehari-hari di Nauru Offshore berasal dari Pemerintah Australia 
sendiri termasuk infrastruktur dan pelayanan yang dibutuhkan di 
lokasi.
366
 Dapat dilihat dari pengelompokan pengeluaran 
Pemerintah Australia di tahanan Nauru tahun 2014-2015 yang 
terdapat di halaman online ABC News, terdapat pengelompokan 
biaya untuk garrison and welfare, healthcare services, property, 
dan lain-lain.
367
 Garrison sendiri mencakup infrastruktur dan 
pelayanan yang disediakan untuk memelihara masing-masing 
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 Ibid.,  
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lokasi tahanan dan untuk para staf.
368
 Berikut di halaman 
selanjutnya adalah rincian pengeluaran pemerintah Australia di 













Lalu, dapat dilihat dari fakta-fakta sebelumnya, UNHCR 
sebagai rezim pengungsi internasional hanya mempunyai peran 
sebagai pengawas dengan secara regular mengunjungi lokasi 
offshore processing Australia di Nauru dan tanggung jawab akan 
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perawatan dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang 
ditransfer dari Australia ke Nauru maupun Papua New Guinea 
sepenuhnya ada di tangan negara yang terlibat dalam perjanjian 
bilateral. Ini termasuk tanggung jawab mengenai kesehatan fisik 
dan mental serta kesejahteraan pencari suaka dan pengungsi. 
 Dengan peran UNHCR yang terbatas karena tidak termasuk 
ke dalam party di nota kesepahaman antara Australia dan Nauru, 
pemberian bantuan, usaha menstimulasi pasar domestik maupun 
meningkatkan infrasturuktur menjadi hal yang sangat sulit karena 
pintu awal bagi UNHCR untuk masuk juga sudah terbatas karena 
bukan merupakan pihak dalam perjanjian serta hanya menduduki 
peran sebagai pengawas. Terlebih lagi, Australia sendiri sebagai 
negara maju terlihat sangat cukup dalam masalah finansial untuk 
mengoperasikan offshore nya termasuk di Nauru, dilihat dalam 
tabel yang dibuat oleh ABC News yang mana infrastruktur dan 
pelayanan di tahanan Nauru dalam kategori garrison and welfare, 
dibiayai sendiri oleh Pemerintah Australia.  
 Biaya yang dikeluarkan oleh Australia tersebut sampai 
dibanding-bandingkan dengan pengeluaran PBB dalam program 
pengungsi di Asia Tenggara, apakah pengeluaran Australia lebih 
banyak atau tidak.
370
 Oleh karena nya, bantuan internasional oleh 
rezim pengungsi internasional yang dijalankan oleh UNHCR 
seperti usaha menstimulasi pasar domestik, meningkatkan 





infrastruktur dan memberikan bantuan finansial untuk 
mengarahkan respon kebijakan Australia terhadap pengungsi dan 
pencari suaka di Pusat Nauru menjadi positif dan tidak bersifat 
endangering their safety sangat tidak memungkinkan. 
 Hal tersebut tidak memungkinkan karena pergerakan 
UNHCR terbatas yang pada akhirnya membuat pengaruh UNHCR 
menjadi sangat kecil. Terlebih lagi, menurut data yang tersedia di 
halaman website UNHCR dengan judul ‘Monitoring Reports’ 
penulis menemukan di data yang terpublikasi bahwa UNHCR 
hanya melangsungkan kegiatan monitoring ditanggal 3-5 
Desember 2012 dan 7 hingga 9 Oktober 2013 di Pusat Nauru.
371
 
Selain itu, organisasi yang berhubungan dengan pengungsi seperti 
Amnesty International, berhubungan dengan segala tanggung 
jawab mengenai pengungsi dan fasilitas di Nauru Offshore ada di 
tangan party dari nota kesepahaman seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, pergerakan Amnesty juga terbatas.  
Dimana penulis menemukan bahwa sebagian besar berita 
terkait Amnesty dan pengungsi di Nauru Offshore serta fasilitasnya 
hanya terdapat berita mengenai kunjungan Amnesty ke Pusat 
Tahanan Pengungsi milik Australia di Nauru seperti apa yang 
dilakukan oleh UNHCR. Contohnya pada 19-22 November 2012, 
tim dari Amnesty mengadakan investigasi independen pertama ke 
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OPC Australia di Nauru untuk menentukan situasi HAM yang ada 
di lokasi terkait.
372
 Dan pada kepulangan nya, penemuan Amnesty 
sendiri dipublikasi di briefing paper dengan judul Nauru Offshore 
Processing Facility Review 2012.
373
   
 Dari hasil laporan Amnesty tersebut penulis juga 
menemukan bahwa ketika akomodasi di Pusat Tahanan Nauru 
distemukan buruk, Amnesty hanya bisa menyarankan kepada 
Pemerintah Australia untuk segera memperbaiki fasilitas yang 
tidak layak tersebut karena Amnesty prihatin bahwa akomodasi 
yang ada dapat melanggar peraturan standar minimum PBB 
terhadap tahanan khususnya bahwa semua akomodasi yang 
disediakan untuk digunakan oleh tahanan dan semua akomodasi 
untuk istirahat harus memenuhi semua persyaratan kesehatan.
374
 
Sikap Amnesty tersebut dapat menandakan bahwa pergerakan 
organisasi tersebut terbatas dikarenakan memang setiap tanggung 
jawab terhadap tahanan dan fasilitas di Nauru sendiri ada di tangan 
pihak yang terlibat dalam perjanjian bilateral.  
 Paparan mengenai posisi UNHCR dan Amnesty di Pusat 
Tahanan Nauru yang menurut penulis menjadi organisasi utama 
yang berhubungan dengan pengungsi, dapat menjadi sedikit 
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gambaran bahwa memang pergerakan organisasi sulit di pusat 
tahanan tersebut. Kesimpulan nya, parameter bantuan internasional 
oleh rezim pengungsi internasional mempunyai pengaruh dalam 
penandatanganan RSA oleh Australia karena UNHCR sebagai 




Serta Amnesty mempunyai peran yang sangat terbatas di 
Nauru OPC untuk mengarahkan respon kebijakan lebih positif dan 
pada akhirnya respon yang muncul dari Australia arah nya negatif 
atau bersifat endangering their safety. Dimana kesepakatan 
Australia-Kamboja sendiri tergolong menjadi respon kebijakan 
pemerintah yang negatif jika disesuaikan dengan jenis respon 
pemerintah oleh Jacobsen.  
5.2.1.2. Ancaman Publisitas oleh Rezim Pengungsi 
Internasional  
Ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional ini 
dapat secara singkat dideskripsikan bahwa ancaman publisitas 
internasional yang buruk dapat digunakan oleh organisasi 
pengungsi untuk menekan pemerintah mengeluarkan kebijakan 
pengungsi yang lebih positif.
376
 Beberapa pemerintah memiliki 
keinginan untuk tidak dipandang buruk oleh dunia internasional, 
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jadi publisitas yang diberikan mengenai pelanggaran hukum terkait 
pengungsi bisa menjadi pertimbangan politis yang dapat 
membentuk respon kebijakan pemerintah.
377
   
Dalam studi kasus yang disediakan Jacobsen yaitu 
Thailand, penulis dapat menyimpulkan bahwa ancaman publisitas 
yang dimaksud adalah pemberitaan dari media mengenai respon 
kebijakan negatif pemerintah yang melanggar hukum terkait 
pengungsi seharusnya dapat mengarahkan respon kebijakan 
pemerintah menjadi positif.
378
 Lalu jika disesuaikan dengan studi 
kasus penulis, akan difokuskan terhadap pemberitaan di media 
yang mencakup kalimat pernyataan dari UNHCR sebagai rezim 
pengungsi internasional utama dan organisasi yang berhubungan 
dengan pengungsi lainnya, bahwa keputusan Australia adalah 
tindakan melanggar hukum pengungsi dan termasuk respon 
negatif. 
Rentang waktu dari adanya pemberitaan media negatif 
terhadap sikap Australia disini, penulis memutuskan adalah pada 
waktu sebelum penandatanganan RSA. Jika jumlah pemberitaaan 
media negatif terhadap sikap Australia sedikit dipublikasi sebelum 
penandatanganan RSA, dampak respon kebijakan yang lahir akan 
tetap negatif karena pemberitaan untuk mendorong atau menyetir 
agar respon kebijakan nya bisa lebih positif, tidak massif 







jumlahnya. Selain itu, dapat juga dilihat melalui keputusan 
Australia beberapa tahun sebelum 2014 yang jenisnya hampir sama 
dengan RSA dan melihat apakah respon dari sebagian besar rezim 
pengungsi internasional positif atau tidak ditandai dengan ada atau 
tidaknya pemberitaan negatif mengenai tindakan Australia terkait. 
Setelah menjelaskan penekanan mengenai data seperti apa 
yang akan penulis cari, di beberapa halaman selanjutnya penulis 
akan mulai menyajikan dan menganalisis data. Dimulai dari data 
tentang pemberitaan negatif mengenai tindakan Australia di 
sebelum penandatanganan RSA. Ketika penulis melakukan 
pencarian terkait pemberitaan negatif tersebut, ditemukan bahwa 
jumlah ancaman publisitas yang mencantumkan ancaman 
publisitas oleh UNHCR maupun organisasi yang berhubungan 
dengan pengungsi lainnya, hanya sebanyak 6 media yang 
melakukan publikasi adanya rencana penandatanganan RSA. 




Tabel 2: Pemberitaan ancaman publisitas oleh rezim pengungsi 
internasional sebelum RSA ditandatangani. Diolah oleh penulis. 
 
Tabel diatas merupakan tabel olahan penulis yang hasilnya, 
hanya terdapat 6 pemberitaan media yang menyertakan kalimat 
condemn atau mengutuk dan kalimat seperti adanya pelanggaran 
hukum pengungsi oleh Australia. Kalimat ancaman publisitas yang 
dikeluarkan oleh UNHCR di beberapa media tersebut contohnya 
adalah seperti kutipan di halaman selanjutnya, 
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 The Cambodia Daily Amnesty International 
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5. 15 September 2014
383
 UCA News UNHCR 
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“This is a worrying departure from international norms. We are 
seeing record forced displacement globally, with 87 per cent of 
refugees now being hosted in developing countries. It’s crucial that 
countries do not shift their refugee responsibilities elsewhere,” 
said UN High Commissioner for Refugees António Guterres.
385
  
“International responsibility sharing is the basis on which the 
whole global refugee system works. I hope that the Australian 
government will reconsider its approach.”
386
 
“Refugees are persons who are fleeing persecution or the life-
threatening effects of armed conflict. They are entitled to better 





Sedangkan Amnesty International sendiri di sebagian besar 
media yang sudah penulis tulis di halaman sebelumnya, 
mengatakan bahwa perjanjian RSA seperti menaruh kepentingan 
politik jangka pendek dari Pemerintah Australia lebih dulu 
dibandingkan dengan mengusahakan untuk melindungi beberapa 
orang paling rentan di dunia yaitu pengungsi.
388
 Dan hal ini 
membuat Kamboja terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia 
yang dilakukan oleh Australia.
389
 
Selain itu, Amnesty juga berkomentar bahwa keputusan 
Australia tersebut merupakan sebuah bentuk perlakuan yang 
tercela dan kejam karena hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
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Kamboja tidak bisa dipertanggung jawabkan.
390
  Dan apa yang 
dilakukan Australia sendiri dapat dikatakan membingungkan 
menurut Amnesty karena satu bulan sebelum pihak dari Australia 
membuka obrolan kepada Kamboja terkait RSA, Australia sendiri 




Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh dua rezim yang 
berhubungan dengan pengungsi internasional tersebut adalah 
sebagian besar kalimat yang ditulis oleh media-media yang telah 
penulis jabarkan di tabel halaman sebelumnya. Untuk lebih 
lengkapnya dapat dilihat di halaman online media masing-masing 
yang mana footnote nya sudah penulis cantumkan pada tabel 
sebelumnya.  
Tabel sebelumnya menggambarkan bahwa jumlah 
pemberitaan negatif tergolong tidak massif. Disini penulis dapat 
menggarisbawahi bahwa parameter ancaman publisitas rezim 
pengungsi internasional dalam mempengaruhi keputusan Australia 
untuk menandatangani RSA adalah berpengaruh sifatnya. Karena 
pemberitaan negatif di media terkait rencana Australia 
menandatangani RSA atau terkait rentang waktu sebelum RSA 
ditandatangani, pemberitaan nya tidak banyak.  
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Oleh karena nya penulis menarik kesimpulan bahwa 
seharusnya jika pemberitaan negatif nya muncul lebih banyak 
sebelum RSA ditandatangani, respon kebijakan nya akan lebih 
positif dan bisa saja Australia menghentikan proses menuju 
penadatanganan karena adanya pemberitaan negatif yang massif. 
Namun, fakta yang diperoleh berbeda. Jumlah pemberitaan negatif 
sebelum RSA ditandatangani tidak banyak dan menyebabkan 
respon yang lahir tidak dapat disetir untuk lebih positif.  
Pada akhir paragraf, penulis mempunyai kesimpulan inti 
bahwa parameter ini memiliki pengaruh dalam pandatanganan 
RSA oleh Australia yang tergolong respon kebijakan negatif oleh 
sebuah pemerintah karena dengan adanya ketidakmasif-an 
pernyataan rezim pengungsi interasional di media terkait 
pelanggaran hukum pengungsi oleh Australia. Ketidakmasif-an 
tersebut berakhir pada respon kebijakan pengungsi yang lahir tidak 
dapat disetir untuk lebih posited seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya.  
5.2.1.3. Kelemahan Kelembagaan  
  Kelemahan kelembagaan ini bertindak sebagai parameter 
dimana indikator nya sendiri adalah rezim pengungsi internasional. 
seperti yang telah penulis paparkan di bab dua, kelembagaan 





 Yang mana implementasi tidak baik 
tersebut muncul dari faktor komunikasi dan jalan raya yang buruk 
serta jaringan komunikasi yang tidak lancar.
393
 
Keadaan kelembagaan yang lemah memberikan manfaat 
dan ruang bagi UNHCR untuk mengambil sebuah peran terkait 
kebijakan pengungsi.
394
 Yang menurut Jacobsen, dengan adanya 
sifat UNHCR yang mempunyai biaya lebih banyak dan lebih 
berpengalaman dalam bidangnya, negara terkait akan lebih sulit 
menolak desakan atau tekanan yang dilakukan oleh UNHCR pada 
tahap awal masuknya pengungsi karena lembaga sebuah negara 
sedang lemah.
395
 Kata kunci di parameter ini sendiri adalah 
komunikasi yang berjalan tidak baik, jalan raya yang buruk serta 
adanya jaringan komunikasi yang tidak lancar.  
Pada tahun 2014 di tanggal publikasi 27 April 2014, 
menurut International LPI (Logistics Performance Index) 
ranking yang dikeluarkan oleh World Bank, Australia masuk ke 
dalam dua belas besar diantara 160 negara dalam kualitas 
infrastruktur yang terdiri kualitas perdagangan dan transportasi 
yang berhubungan dengan infrastruktur seperti pelaburan, rel 
kereta api, jalan raya dan teknologi informasi.
396 
Australia 
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mencetak angka 4.00 di kualitas infrastruktur LPI sementara 
Jerman menduduki nomor satu diangka 4.32.
397
  
Angka 4.00 tersebut merupakan sebuah peningkatan bagi 
Australia karena di tahun 2012 pada tanggal publikasi 2 Februari 
2014, Australia hanya mencetak angka 3.83 dengan Amerika 
Serikat sebagai negara dengan kualitas infrastruktur terbaik 
nomor satu.
398
 Kualitas infrastruktur Australia yang telah 
dipaparkan diatas berhasil mencerminkan kualitas yang dimiliki 
sebuah negara yang makmur dan dikatakan berhasil dengan 
mencetak angka tinggi diantara negara-negara maju lainnya. 
Walaupun tidak semua negara makmur mempunyai kualitas 
infrastruktur yang baik, Australia cukup dapat membuktikan 
bahwa negara nya pantas mempunyai label sebagai negara yang 




Lalu terkait kata kunci lainnya, jaringan komunikasi 
yang dimiliki Australia di tahun 2014 juga tergolong bagus. The 
International Telecommunication Union (ITU) mengeluarkan 
Annual Global ICT Data dan ICT Development Index Country 
Rankings pada tahun 2014 tepatnya pada kesempatan press 
releases di Geneva.   Hasilnya, Australia adalah salah satu 
negara yang masuk 30 besar ITU’s ICT Development Index.
400 
Ranking yang dikeluarkan oleh ITU tersebut berusaha mengukur 
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keseluruhan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) nasional.
401
 Dalam ranking yang dipublikasi oleh ITU 
tersebut Australia termasuk konsisten dalam mempertahankan 
posisi nya di top 30-ranking IDI karena pada tahun 2012 dan 
2013 Australia masih berada di top-30 ranking tersebut.
402
  
ITU menggabungkan sebanyak sebelas indikator menjadi 
satu ukuran tunggal yang dapat digunakan sebagai alat 
pembanding secara global, regional dan nasional serta dapat 




Union mengukur mulai dari akses teknologi dan informasi itu 
sendiri, penggunaan dan keterampilan nya, jumlah rumah tangga 
yang memiliki komputer, pengguna internet, tingkat melek huruf 
dasar dan yang terakhir ialah pelanggan yang berlangganan 
internet dan menggunakan telepon seluler secara tetap.
404
 
Infrastruktur dan jaringan komunikasi di Australia 
terlihat hampir mendekati kata sempurna dilihat dari skor yang 
dicapai disetiap pengukuran dan perbandingan nya terhadap 
negara-negara lain, maju maupun berkembang. Keadaan 
kelembagaan Australia yang baik pada tahun 2014 maupun di 
tahun-tahun sebelumnya membuat ruang untuk UNHCR yang 
mempunyai sifat better-financed dan more-experienced 
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menemukan dirinya sulit untuk melangsungkan kemampuan nya 
agar negara dapat mengarahkan kebijakan nya menjadi positif.  
 Karena seperti apa yang telah Karen Jacobsen tulis di 
jurnal modelnya, UNHCR biasanya memanfaatkan kondisi 
kelembagaan lemah di sebuah negara untuk mengisi peran nya 
dengan dua sifat spesialnya agar negara terkait akan lebih sulit 
menolak desakan atau tekanan yang dilakukan oleh UNHCR 
pada tahap awalnya pengungsi.
405
 Lalu, kembali lagi kepada 
pernyataan terakhir Jacobsen di indikator rezim pengungsi 
internasiona yang sebenarnya kelemahan kelembagaan menjadi 
salah satu faktor yang dapat memaksa tindakan pemerintah tuan 
rumah agar menjadi lebih positif seperti apa yang penulis kutip 
dibawah ini, 
“In sum, the need for assistance, the avoidance of negative 
publicity, and institutional weakness all move the host 
government toward interaction with the international 
refugee regime, which, in turn, pressures the government 
towards more positive refugee policies and practices.” 
 
Namun kondisi kelembagaan Australia pada saat terkait 
ditemukan tidak lemah karena kondisi jaringan komunikasi 
maupun jalan raya yang termasuk ke dalam kualitas 
infrastruktur termasuk di kategori baik, bahkan sangat baik 
karena posisi nya tinggi dibandingkan dengan negara-negara 
lain. Pada akhirnya, parameter kelemahan kelembagaan ini 
dapat dikatakan menjadi parameter yang berpengaruh terhadap 
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respon kebijakan pemerintah Australia yang negatif karena 
kelembagaan Australia pada saat waktu terkait tergolong baik 
dan bagus serta disaat itu, UNHCR tidak dapat mengisi peran 
istimewa nya  dan tidak bisa menekan Australia agar setidaknya 
negara tersebut bisa mengubah kebijakan nya menjadi lebih 
positif. 
5.2.2. Negara Pengirim 
5.2.2.1. Hubungan Negara Pengirim dengan Penerima 
Indikator negara pengirim mempunyai penekanan pada 
hubungan negara pengirim dengan negara penerima. Hubungan antar 
kedua nya akan mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi 
pemerintah.
406
 Yang dalam hal ini akan mempengaruhi keputusan 
kebijakan pengungsi yang dikeluarkan oleh Australia. Terdapat dua 
aspek yang harus diperhatikan menurut Jacobsen dan menurut hasil 
respresentasi penulis, untuk menganalisa indikator kedua dalam 
variabel international influence ini.   
Pertama, hubungan negara pengirim dan negara penerima secara 
tradisional dan hubungan kedua negara saat ini atau di waktu terkait 
berhubungan dengan studi kasus penelitian. Disini penulis akan meneliti 
mengenai hubungan negara pengirim yaitu Australia dengan negara 
penerima yaitu Kamboja. Secara historis, dua negara ini dapat dikatakan 
mempunyai hubungan baik namun tidak terlalu dekat. Hubungan secara 





resmi antara kedua negara dimulai tahun 1952 karena di tahun tersebut 
Australia memulai hubungan diplomatik dengan Kamboja.
407
  
Namun menurut halaman website Australian Bureau of 
Statistics dengan judul Australia’s Bilateral Relationship yang 
dipublikasi pertama pada 24 May 2012 dan diperbarui 11 November 
2015
408
, hubungan kedua negara ini terlihat tidak cukup dekat. Dapat 
diperhatikan dari daftar pertama yang ada yaitu Amerika Serikat. Pada 
daftar pertama tersebut, dikatakan hubungan Australia dan Amerika 
Serikat sangat penting bagi kepentingan keamanan dan ekonomi 
internasional Australia yang lebih luas.
409
  
Negara-negara yang terlihat menjalin hubungan dekat dengan 
Australia, dipaparkan dengan paragraf panjang dan diposisikan di daftar 
teratas dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya adalah 
pada daftar hubungan bilateral Australia dengan negara-negara di Asia 
Utara, Jepang dan China menjadi posisi teratas dengan deskripsi bahwa 
hubungan Australia dan Jepang termasuk yang paling dekat dan 
penting.
410
 Didukung dengan nilai-nilai dan pendekatan bersama dalam 
menghadapi tantangan keamanan internasional. Sedangkan dengan 
China, tertulis bahwa hubungan mereka berdasar dari adanya sikap 
saling menghormati dan berbagi dalam hal minat dan perbedaan.
411
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Lalu di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi 
posisi dua teratas dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara 
lainnya.
412
 Dengan penjelasan bahwa Indonesia dan Australia merupakan 
tetangga dekat dan menjalin beragam hubungan mengenai politik, 
keamanan, komersial dan budaya.
413
 Terkait Malaysia, keamanan regional, 
perdagangan dan reformasi sektor publik menjadi hal yang membuat 
kedua negara tersebut dekat.
414
 
Sedangkan hubungan bilateral antara Australia dan Kamboja 
berada dalam posisi ketujuh dan dideskripsikan dengan paragraf lebih  
singkat dibandingkan dengan negara-negara yang telah penulis sebutkan 
sebelumnya dimana hubungan antara dua negara tersebut meningkat, 
didukung oleh hubungan historis yang berasal dari peran utama Australia 
dalam the Cambodian Peace Process.
415
 Selain itu, Australia menjadi 
donor terbesar kedua terhadap the Extraordinary Chambers in the Courts 
of Cambodia atau yang terkenal dengan Pengadilan Khmer Rouge.
416
 
Hubungan antara Australia dan Kamboja tersebut baru terlihat 
terdapat peningkatan menjelang tahun 2014 atau di tahun 2014 sendiri.
417
 
Peningkatan hubungan tersebut pertama terjadi di sektor perdagangan. 
Dimana total perdagangan barang antara kedua negara sangat meningkat 
menjadi sebanyak $138,75 juta tahun 2014 dari $80,26 juta di tahun 
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 Hal menarik lain, Kamboja menikmati surplus perdagangan 
dengan nilai lebih dari $11 juta karena meningkatnya ekspor produk 
garmen, alas kaki, sepeda motor dan sepeda ke Australia yang sebagian 
nya adalah karena adanya Generalized System of Preferences (GSP) yang 
diberikan Australia kepada produk Kamboja sejak tahun 2003.
419
 
Selanjutnya, dari aspek hubungan diplomatis, hubungan antara 
Australia dan Kamboja atau sebaliknya juga sedang diperdalam di tahun 
2012 dan 2014.
420
 Ditandai dengan sedang meningkatnya jumlah high-
level exchanges
421
. Dimulai pada tahun 2012, jumlah pejabat Australia 
yang mengunjungi Kamboja sedang meningkat diilustrasikan dengan 
adanya kedatangan Perdana Menteri Julia Gillard dan Menteri Luar Negeri 
Australia Bob Carr.
422
 Dan pada tahun 2014 sendiri, Kamboja juga 
kembali menyambut kedatangan Julie Bishop selaku Menteri Luar Negeri 
Australia dan Menteri Imigrasi, Scott Morrison.
423
  
Berikutnya, tahun 2013 Pemerintah Australia menginisiasi ‘New 
Colombo Plan” dalam rangka mendukung pelajar Australia untuk 
mengambil studi dan melakukan magang di Kawasan Indo Pasifik.
424
 
Sebagai bagian dari prakarsa tersebut, hasilnya Kamboja menerima 
sebanyak 99 pelajar Australia dan diperkirakan akan semakin meningkat 
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dalam beberapa tahun selanjutnya.
425
 Dilihat dari hubungan antara kedua 
negara di aspek tradisional atau historis serta di waktu-waktu menjelang  
2014 maupun di tahun 2014 nya sendiri, hubungan Australia dan Kamboja 
maupun sebaliknya terlihat baik-baik saja terutama di tahun 2013 dan 
2014 yang mana malah semakin meningkatnya hubungan antar kedua 
negara. 
Hubungan antara Australia dan Kamboja yang dalam posisi baik-
baik saja bahkan cenderung meningkat ini akhirnya bisa mendorong 
Kamboja bersedia untuk menerima pengungsi jalur laut dari Nauru OPC 
yang dikirim oleh Australia, terlepas dari setiap permasalahan yang masih 
ada di Kamboja itu sendiri. Australia pun, sebagai negara pengirim, 
mendapatkan sinyal positif dari penerimaan yang diberikan Kamboja 
terhadap boat people. Penerimaan Kamboja tersebut membuat Australia 
semakin yakin untuk mengirimkan para boat people yang ada di Nauru 
OPC ke Kamboja. 
Oleh karena itu, penulis menilai parameter hubungan antara 
Australia dengan Kamboja (negara pengirim-negara penerima) menjadi 
salah satu faktor Australia untuk mengambil keputusan dengan 
menandatangani RSA. Hubungan yang baik dan semakin meningkat 
menegaskan hubungan baik antara kedua negara ini yang tentu saja 
melancarkan proses RSA. 
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5.3 Variabel Local Absorption Capacity  
 
Variabel local absorption capacity atau kapasitas penyerapan 
lokal, akan dianalisa terkait dua indikator yaitu indikator kapasitas 
ekonomi dan keterbukaan sosial. Indikator yang akan dianalisa terlebih 
dahulu adalah indikator kapasitas ekonomi yang mempunyai empat 
parameter. Lalu dilanjutkan dengan analisa indikator keterbukaan sosial 
yang diikuti sebanyak empat parameter.  
5.3.1. Kapasitas Ekonomi 
5.3.1.1. Ketersediaan Tanah  
 Kapasitas ekonomi suatu negara untuk menyerap pengungsi 
atau menerima pengungsi ditentukan oleh beberapa faktor seperti 
ketersediaan tanah, daya dukung lahan, pola pekerjaan serta 
infrastruktur. Ketersediaan tanah atau lahan ini menjadi faktor atau 
parameter nomor satu dalam kapasitas ekonomi.
426
 Dalam 
parameter ini Jacobsen mengatakan bahwa daerah yang 
penduduknya padat biasanya tidak mempunyai lahan atau tanah 
untuk mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak.
427
  
Dan di indikator kapasitas ekonomi tersebut, terdapat satu 
kalimat yang patut diperhatikan untuk menganalisa beberapa faktor 
atau parameter yang ada di kapasitas ekonomi. Kalimat tersebut 
adalah, kapasitas ekonomi yang tinggi memungkinkan komunitas 
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yang ada untuk mengatasi permintaan sumber daya yang 
dibebankan oleh pengungsi.
428
 Australia mempunyai area seluas 
7,692,024 km persegi
429
 dan dalam halaman website The 
Telegraph, media tersebut melakukan penelitian “The 10 Least 
Densely Populated” negara di dunia berdasarkan angka terbaru 
yang tersedia dari Divisi Populasi PBB.
430
 
  Hasilnya, Australia menduduki posisi ketujuh negara di 
dunia yang paling tidak padat penduduknya yang setelah itu 
disusul oleh Iceland, Suriname dan Botswana. Penelitian tersebut 
diukur dalam jumlah orang per kilometer persegi.
431
 Sedangkan 
menurut data yang diterbitkan oleh OECD pada 11 Agustus 2014, 
populasi masyarakat Australia dalam million persons berjumlah 
23.4 juta sangat berbeda dibandingkan dengan populasi yang ada di 
Amerika Serikat yaitu sebanyak 319 juta orang. 
432
Berikut di 
halaman selanjutnya penulis sajikan data  berbentuk grafik dari 
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Gambar 7:  Perbandingan jumlah populasi beberapa negara 
tahun 2014. Grafik berwarna merah merupakan Australia
433
 
Lalu di tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, populasi 
penduduk Australia lebih sedikit dibandingkan tahun 2014 yaitu 
berjumlah 23 juta.
434
 Dibawah ini juga merupakan tabel dari 








       Gambar 8: Perbandingan jumlah populasi beberapa negara                           
tahun 2013. Grafik berwarna merah merupakan Australia.
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Data yang penulis dapat dari OECD tersebut tidak 
berbeda dengan jumlah populasi Australia yang tertulis di 
halaman website The Telegraph tahun 2017 bahwa populasi 
Australia yang berjumlah 23 juta membuat negara tersebut 
menjadi negara ketujuh dalam kategori negara di dunia yang 
mempunyai populasi paling tidak padat.
437
 Pada tahun 2011, the 
Australian Bureau of Statistic juga mengeluarkan data populasi 
dari sensus populasi di Australia menggunakan format grid satu 
km persegi.
438
 Berikut dibawah ini adalah foto dari data tersebut 











     Gambar 9: Kepadatan penduduk di Australia tahun 2011
440
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa populasi di Australia 
sebagian besar tinggal di daerah pesisir dan area di tengah negara 
                                                          
437
 Lizzie Porter, Loc.Cit. 
438








tersebut dapat dikatakan kosong. Di tahun 2011 tersebut, 
populasi Australia berjumlah 22.3 juta
441
, tidak berbeda jauh 
dengan jumlah populasi di tahun 2014 yaitu sebanyak 23.4 
juta.
442
 Yang maka dari itu kemungkinan besar peta kepadatan 
penduduk di Australia tahun 2014 hampir mempunyai kesamaan 
dengan peta kepadatan tahun 2011 yang dimana sebagian besar 
lahan, kosong.  
Di halaman website Real Australia Travel turut 
disebutkan bahwa 85% dari populasi Australia tinggal berjarak 
50 kilometer dari garis pantai.
443
 Informasi tersebut sejalan 
dengan peta yang dipublikasi oleh the Australian Bureau of 
Statistic, ditandai oleh warna kuning di garis pantai dan hanya 
warna keabuan mendekati area tengah Australia.  
Selain itu, kepadatan penduduk di Australia yang rendah 
juga didukung dengan informasi bahwa hanya terdapat 3 orang 
per kilometer persegi dari luas lahan, di tahun 2014.
444
 Berbeda 
sekali dengan Macao SAR, China yang mempunyai kepadatan 
penduduk sebanyak 19,432 orang per kilometer persegi dari luas 
lahan dengan tahun yang sama dari penghitungan kepadatan 
penduduk di Australia.
445
 Untuk analisa parameter ketersediaan 
lahan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jacobsen, 
ketersediaan tanah atau lahan berhubungan dengan padat atau 
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tidaknya penduduk disebuah negara karena jika daerah yang 
penduduknya padat biasanya tidak mempunyai lahan atau tanah 
untuk mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak.  
Dilihat dari pernyataan Jacobsen dan dihubungkan 
dengan data dan fakta yang telah penulis dapat, Australia bukan 
merupakan negara yang mempunyai penduduk padat yang maka 
dari itu seharusnya Australia mempunyai lahan atau tanah untuk 
mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak mengingat area 
luas negara nya adalah seluas 7,692,024 km persegi.  
Oleh karena nya, penulis menganalisa parameter 
ketersediaan tanah tidak mempunyai pengaruh dalam keputusan 
Australia menandatangani RSA yang tergolong dalam respon 
kebijakan pemerintah endangering their safety kepada pengungsi. 
Karena seharusnya dengan keadaan Australia seperti itu, negara 
ini dapat menerima pengungsi karena penduduk nya tidak padat 
dan mengarah ke jenis respon pemerintah yang menurut Jacobsen 
sendiri adalah generous, bukan restrictive atau endangering their 
safety seperti yang faktanya dilakukan oleh Australia dengan 
Kamboja tahun 2014.  
5.3.1.2. Daya Dukung Lahan  
    Daya dukung lahan merupakan salah satu parameter 
yang ada di indikator kapasitas ekonomi diantara tiga parameter 
lainnya yaitu ketersediaan lahan, infrastruktur dan pola 
pekerjaan. Tiga parameter yaitu ketersediaan lahan, daya 
dukung lahan serta infrastruktur sifat nya adalah berkaitan 
132 
 
dengan adanya faktor saling mempengaruhi antara kelompok 
pengungsi yang banyak dengan dampaknya pada lahan yang 
tersedia serta kulitas ketersediaan air dan tanah yang dimana 




 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalimat 
dibawah ini menjadi penting dalam menganalisa seluruh empat 
parameter yang ada di indikator kapasitas ekonomi, “High 
economic capacity enables a community to cope with the 
resource demands imposed by refugees.
447
”Daya dukung lahan 
ini dapat dioperasionalisasikan menjadi daya dukung air dan 
kualitas tanah di Australia untuk menerima pengungsi. Jenis 
tanah di Australia cenderung tipis dan tidak subur.
448
 Untuk 
menganalisa parameter ini, perlu untuk terlebih dahulu 
dipaparkan mengenai kepadatan penduduk di Australia serta 
luas tanah di Australia itu sendiri.  
Australia adalah negara terbesar keenam setelah Rusia, 
Kanada, China, Amerika Serikat dan Brazil. Dalam kilometer 
persegi, daerah daratan Australia ialah 7.659.861 dan daerah 
pulau nya seluas 32.163, dengan total nya 7.692.024 kilometer 
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Walaupun mempunyai lahan yang luas, kepadatan 
penduduk di Australia sangat rendah.
450
 Dibuktikan dengan data 
CIA Factbook tahun 2014 yang juga diunduh di website 
Photius.com dimana kepadatan penduduk Australia dihitung 
menurut person per sq km, mempunyai nilai 2.90.  
Berbeda sekali dengan China yang mempunyai nilai 
setinggi 141.02.
451
 Dan sudah dikenal bahwa masyarakat 
Australia sebagian besar nya tinggal di sekitar garis pantai yang 
membuat sekitar 7,7 juta kilometer persegi tanah Australia tidak 
berpenghuni atau kosong.
452
 Disini, terdapat hubungan antara 
lahan yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah dan 
mengapa masyarakat Australia sebagian besar tinggal di sekitar 
garis pantai. Australia mempunyai lahan yang luas namun 
jumlah lahan yang bisa dihuni, terbatas, karena sebagian besar 
wilayah Australia kering dan sebenarnya Australia termasuk 
benua berpenghuni paling gersang di dunia dan kekeringan 
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Oleh karena nya, banyak wilayah di lingkungan 
Australia dianggap sangat rapuh.
454
 Jadi singkatnya, Australia 
mempunyai lahan awal yang luas serta diantaranya masih 
banyak yang kosong, namun sedikit dari tanah atau lahan 
tersebut yang bisa dihuni. Didukung dengan keadaan bahwa area 
gurun di Australia mempunyai temperatur sangat hangat dan 
menjadi salah satu lokasi yang sulit dalam hal bertahan hidup 
untuk tanaman, manusia maupun hewan.
455
 Total ukuran dari 
gurun di Australia sendiri adalah sebanyak 2.3 juta kilometer 
persegi dan menempati 44% dari seluruh area di Australia.
456
 
Data di website Australian Government juga menyatakan bahwa 




Lalu, mengenai daya dukung air yang mempunyai 
hubungan erat dengan keadaan keamanan air di Australia, disini 
penulis akan menyajikan data dari publikasi yang dikeluarkan 
oleh Institut Penelitian Future Directions International (FDI) 
pada 16 September 2014.
458
 Dalam publikasi tersebut terdapat 
beberapa poin-poin penting yang diantaranya adalah, Australia 
hanya menerima sedikit lebih dari satu persen dari sumber air 
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tawar yang ada di dunia.
459
 Berhubungan dengan hal tersebut, 
water run-off di Australia juga jauh dengan pusat populasi, 
industri dan pertanian di Australia yang mana tiga pusat tersebut 
berlokasi di daerah pantai dan Selatan Australia sedangkan 
sebanyak 50% water run-off  tersedia di daerah Utara Australia 
yang memiliki iklim tropis dan sub tropis.
460
 
Poin penting lainnya, sekitar 85 hingga 95% curah hujan 
di Australia hilang karena evaporasi atau transpirasi yang 
berakhir dengan hanya lima hingga 10% curah hujan tahunan 
Australia mencapai sungai, lokasi penyimpanan air dan akuifer 
air tanah.
461
 Selanjutnya, di bagian akhir dari publikasi FDI 
tersebut, disimpulkan dengan judul ‘Australia Current Water 
Environment’ bahwasanya hanya lima hingga satu persen dari 
sumber daya air di Australia yang dapat diakses untuk 
konsumsi.
462
 Serta dengan adanya curah hujan yang sangat 
tinggi di beberapa wilayah di Australia, hal tersebut membuat 




Dapat dilihat dari informasi yang telah penulis 
sampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa daya 
dukung air maupun tanah yang dimiliki Australia kurang baik 













ditandakan dengan kondisi tanah nya yang kurang subur dan 
dalam mendapatkan air masih tergolong tidak mudah, walaupun 
Australia termasuk negara maju. Disini salah satu kapasitas 
ekonomi yang dimiliki oleh Australia tidak tinggi karena 
keadaan yang sudah disebutkan tersebut.  
Oleh karena nya, parameter daya dukung lahan menjadi 
parameter yang berpengaruh karena kapasitas ekonomi nya 
dalam hal ini tidak tinggi dan dapat mengarah kepada keraguan 
untuk menerima pengungsi dalam jumlah banyak karena 
keadaan asli di Negara Australia sendiri tidak terlalu baik dalam 
kualitas tanah dan daya dukung air nya. Jika Australia 
memaksakan untuk menerima pengungsi dalam jumlah banyak 
di wilayahnya, menurut penulis hal tersebut akan mengancam 
kondisi sumber daya alam nya yang awalnya memang sudah 
tidak terlalu baik dan bagus.  
Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah Jacobsen 
sendiri katakan bahwa ketika kapasitas ekonomi rendah, respon 
kebijakan yang lahir akan negatif yang dalam hal ini parameter 
daya dukung lahan dikatakan berpengaruh karena kapasitas daya 
dukung lahan rendah yang mengakibatkan keputusan RSA 
ditandatangani oleh Australia dimana keputusan RSA sendiri 
adalah keputusan dengan jenis respon kebijakan pemerintah 
yang negatif.  
137 
 
Terlebih lagi, walaupun Australia mempunyai area 
seluas 7,692,024 km persegi, 40% wilayah di Australia tidak 
dapat ditinggali atau uninhabitable karena cuaca nya terlalu 
panas di tengah-tengah gurun.
464
 Dan BBC turut mengatakan 
bahwa daratan besar di pusat Australia sudah terlalu kering 
untuk menampung banyak orang.
465
 
5.3.1.3. Pola Pekerjaan 
   Dalam parameter pola pekerjaan ini, dikatakan bahwa 
ancaman yang dirasakan oleh masyarakat lokal di negara tuan 
rumah akan lebih kecil atau lebih sedikit jika para pengungsi 
mempunyai keterampilan di pertanian, dapat berkontribusi di 
tenaga kerja dan pasar modal.
466
 Penelitian terkait pekerjaan dari 
pengungsi maupun pencari suaka yang sampai di Australia sejak 
tahun 2007 sebelum dikirim ke Offshore Processing sendiri 
termasuk sedikit jumlahnya, seperti apa yang tertulis di jurnal yang 
ditulis oleh Caroline Fleay, Anita Lumbus dan Lisa Hartley dengan 
judul “People Seeking Asylum in Australia and their Access to 
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Employment: Just What Do We Know?” di Cosmopolitan Civil 
Societies Journal: An Interdisciplinary Journal tahun 2016.
467
  
Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pengungsi dan 
pencari suaka yang sampai menggunakan perahu pada tahun 2010 
hingga 2011, empat dari sebelas peserta yang sampai telah 
memegang pengalaman pekerjaan terkait konstruksi bangunan, dua 
diantaranya mempunyai pengalaman manajemen perhotelan, satu 
individu lain terkait pengalaman nya di bidang TIK dan yang 
lainnya dalam bidang teknik.
468
 Semua peserta tersebut 
sebelumnya mendekam dalam penahanan imigrasi (sekitar lima 
hingga 21.5 bulan) dimana pada saat itu sekelompok individu 
tersebut belum dapat menggunakan kemampuan kerja mereka.
469
 
Selanjutnya, terdapat hasil kajian lain yang menggunakan 
sebanyak 29 peserta untuk penelitian nya.
470
 Hasil dari penelitian 
tersebut, sebagian besar pencari suaka yang datang melalui perahu 
sejak 13 Agustus 2012 mempunyai pengalaman kerja dan atau 
pendidikan tinggi sebelum tiba di Australia.
471
 Namun sayangnya, 
mereka yang tiba di Australia menggunakan perahu setelah tanggal 
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13 Agustus 2012 dan yang telah dilepas ke komunitas Australia 
dari tahanan imigrasi, tidak dapat bekerja setidaknya sampai tahun 




Lalu pada akhir paragraf jurnal yang ditulis oleh Caroline 
Fleay dan kawan-kawan yaitu tepatnya pada bagian kesimpulan, 
disimpulkan bahwa karena terdapat jumlah yang sedikit dalam 
mendokumentasikan kemampuan dan pengalaman dari pengungsi 
yang mencari suaka di Australia sejak tahun 2007, jurnal ini 
menyimpulkan sementara bahwa setidaknya beberapa diantara 
mereka tiba di Australia dengan membawa kemampuan dan 
kualifikasi yang besar
473
. Terlebih lagi terdapat penelitian Australia 
dan penelitian internasional lainnya yang mengatakan bahwa 
individu yang mempunyai latar belakang pengungsi sangat 




Namun rupanya, walaupun pengungsi yang datang 
menggunakan perahu ke Australia terlihat membawa beberapa 
kemampuan dan sumber daya seperti apa yang telah penulis 
jelaskan di halaman sebelumnya, terutama yang terjadi di tahun 
2010 hingga 2011, poling opini pada tahun 2010 yang dilakukan 
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oleh Lowy Institute melihatkan bahwa terdapat sebanyak 75% 
masyarakat Australia yang khawatir dan gelisah terkait adanya 




Adanya rasa gelisah tersebut juga mungkin mempunyai 
hubungan antara kata-kata atau istilah politik yang dilontarkan dari 
pejabat pemerintah Australia kepada mereka yang tiba di Australia 
melalu jalur laut dengan sikap masyarakat yang berakhir pada 
persepsi masyarakat Australia ke pengungsi atau pencari suaka 
perahu seperti hasil dari poling opini terkait. 
  Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan di jurnal 
yang ditulis oleh Caroline Fleay dan kawan-kawan bahwasanya 
anggota komunitas yang lebih berprasangka terhadap orang-orang 
yang mencari suaka mendukung representasi negatif sama seperti 
apa yang diidentifikasi dalam politik, contohnya ‘queue jumpers’, 
‘illegals’ dan ‘not genuine refugees’.
476
 Dari beberapa informasi 
dan fakta di halaman-halaman sebelumnya, penulis dapat 
menganalisa bahwa para parameter pola pekerjaan adalah sifatnya 
berpengaruh dalam keputusan Australia menandatangani RSA 
karena masyarakat lokal Australia masih merasa terancam dengan 
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adanya pencari suaka dan pengungsi yang datang melalui jalur laut 
ke negara nya.  
Rasa ancaman tersebut dapat mengarah kepada respon 
kebijakan yang restrictive. Terlebih lagi fungsi poling opini yang 
dilakukan Pemerintah Australia adalah untuk menyediakan 
informasi kepada pemerintah mengenai apakah mereka sejalan 
dengan opini publik terkait isu-isu spesifik.
477
 Sebenarnya di jurnal 
nya,  Jacobsen mengatakan bahwa rasa ancaman yang dirasakan 
masyarakat lokal akan lebih sedikit ketika pengungsi membawa 
sumber daya seperti keterampilan atau kemampuan di pertanian, 
tenaga kerja dan pasar modal.
478
 Dan biasanya negara yang 
makmur dan terpandang akan lebih merasakan manfaat dari adanya 




Namun nampaknya, walaupun pengungsi jalur laut tersebut 
membawa dan mempunyai beberapa kemampuan di tahun 2010-
2011 yaitu sekitar tiga hingga empat tahun sebelum tahun 2014 
seperti yang telah dijelaskan, di tahun 2010 terdapat hasil poling 
opini yang menyebutkan bahwa masyarakat Australia masih 
merasa terancam akan adanya pencari suaka maupun pengungsi 
yang datang melalui perahu. Jadi pada intinya, masyarakat 
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Australia masih merasa terancam walaupun mereka memiliki 
kemampuan dalam bidangnya yang mana menyebabkan respon 
kebijakan pemerintah akan lebih pada arah restrictive karena 
adanya rasa terancam tersebut atau dalam arti lain, parameter ini 
mempunyai pengaruh.  
Ketika masyarakat merasa terancam terkait pola pekerjaan 
pengungsi terkait, respon kebijakan yang lahir akan negatif yang 
mana dalam hal ini, RSA tergolong menjadi respon kebijakan 
pemerintah yang negatif karena termasuk jenis kebijakan 
endangering their safety menurut Jacobsen.  
5.3.1.4. Infrastruktur  
 Pada parameter infrastruktur ini, Jacobsen sendiri tidak 
menyebutkan lebih rinci di jurnal model nya. Dalam model nya, 
Jacobsen hanya mencantumkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan 
kota.
480
 Namun disini penulis ingin lebih rinci dalam menganalisis 
parameter infrastruktur yang oleh karena nya penulis juga 
menemukan rincian dari parameter infrastruktur tersebut dalam 
tulisan Jacobsen lain berjudul ‘Can refugees benefit the state? 
Refugee resources and African Statebuilding’.
481
 Dalam tulisan 
tersebut, terdapat rincian infrastruktur yang juga ada didalam 
UNHCR’S Refugee Affected programmes.  
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Rincian tersebut adalah infrastruktur transportasi seperti 
jalan dan jembatan, klinik kesehatan serta sekolah. Rincian 
infrastruktur tersebut biasanya digunakan Program UNHCR untuk 
membantu negara terkait membantu pengungsi.
482
 Lalu kembali 
lagi kepada model Jacobsen bahwa kapasitas ekonomi yang tinggi 
akan lebih memungkinkan kemampuan komunitas lokal untuk 
menerima permintan sumber daya yang diminta oleh pengungsi, 
lebih baik. Oleh karena nya parameter infrastruktur dapat 
disimpulkan kualitas infrastruktur di Australia baik atau tidak 
karena kapasitas ekonomi yang tinggi mempunyai arti kualitas 
tertentu di sebuah negara adalah baik.  
Pertama, kualitas jalan di Australia. Telah dijelaskan di 
parameter kelemahan kelembagaan sebelumnya, bahwa di tahun 
2014 menurut International LPI Ranking yang dikeluarkan oleh 
World Bank, Australia masuk ke dalam 12 besar diantara 160 
negara dalam kualitas infrastruktur yang terdiri kualitas 
perdagangan dan transportasi yang berhubungan dengan 
infrastruktur seperti pelaburan, rel kereta api, jalan raya dan 
teknologi informasi.
483 
Australia mencetak angka 4.00 di kualitas 














Lalu, mengenai kualitas kesehatan Australia dapat dilihat 





                 Gambar 10: Ranking 11 negara terkait layanan kesehatan tahun                        
2014. Australia ada di posisi ke-4
485
 
Dapat dilihat dari gambar diatas, Australia berada diposisi 
keempat dalam hal health care ranking menurut penelitian yang 
dilakukan oleh K. Davis, K. Stremikis, D. Squires dan C. Schoen 
di Mirror, Mirror on the Wall tahun 2014 tanggal 16 Juni yang 
dipublikasi oleh the Common Wealth Fund.
486
 Health care tersebut 
dihitung berdasarkan kualitas, akses, efficiency, equity dan healthy 
lives.
487
 Kualitas adalah mengenai perawatan yang efektif, aman, 
terkoordinasi dan berpusat pada pasien.
488
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Lalu akses terdiri dari keterjangkauan dan ketepatan 
waktu.
489
 Yang ketiga atau efisiensi terdiri dari salah satunya 
rekam medis dan usaha yang dihabiskan untuk mengurus 
dokumen.
490
 Equity atau keadilan membandingkan kinerja untuk 
individu berpenghasilan lebih tinggi dan lebih rendah di masing-
masing negara
491
 dan terakhir adalah healthy lives yang mencakup 
kematian, kematian bayi dan angka harapan hidup sehat.
492
 
Infrastruktur kesehatan Australia juga termasuk tinggi.
493
  
Definisi dari infrastruktur kesehatan sendiri adalah fasilitas 
fisik yang memudahkan jalannya perawatan seperti laboratorium, 
pelatihan dan fasilitas pendukung lainnya; persediaan obat-obatan 
dan bahan lain yang dapat diandalkan.
494
 Lalu adanya staf terlatih 
dan sistem pelatihan nya profesional.
495
 Juga terdapat mekanisme 
untuk mendistribusikan sumber daya serta keahlian kepada orang-
orang yang butuh.
496
 Sistem yang memadai tersebut nantinya 
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mampu memberikan perawatan preventif, diagnostik dan kuratif, 
sesuai dengan kebutuhan individu yang dilayani.
497
  
Publikasi dari website Bloomberg tanggal 18 September 
2014 yang juga bersumber dari World Bank, International 
Monetary Fund (IMF), World Heatlh Organization (WHO) dan 
Hongkong Department of Health disebutkan bahwa Australia 
menempati posisi keenam dalam kategori Most Efficient Health 
Care dengan Singapura menjadi negara posisi pertama. Berikut 







Gambar 11: Ranking perawatan kesehatan paling efisien tahun 2014. 
Australia menduduki posisi keenam.
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Posisi keenam yang ditempati oleh Australia merupakan 
sebuah peningkatan karena sebelumnya yaitu tahun 2013, Australia 














      Gambar 12: Ranking perawatan kesehatan paling efisien dan  
perbandingan posisi tahun 2013 dan 2014
499
 
Tabel diatas juga termasuk dalam kategori Most Efficient 
Health Care yang diterbitkan oleh Bloomberg yang juga bersumber 
dari World Bank, IMF, WHO dan Hongkong Department of Health 
namun perbedaan nya tabel tersebut juga melihatkan posisi yang 
ditempati masing-masing negara pada tahun 2013.
500
 Metodologi 
dari Bloomberg sendiri dalam memberikan peringkat kepada 
negara-negara adalah berdasarkan efisiensi dari sistem perawatan 
kesehatan yang diturunkan menjadi penghitungan harapan hidup, 
biaya relatif perawatan kesehatan per kapita serta biaya mutlak 
perawatan kesehatan per kapita.
501
 Absolute Cost atau biaya mutlak 
perawatan kesehatan mencakup total pengeluaran kesehatan 
termasuk pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif.
502
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Dari penjelasan sebelumnya mengenai absolute cost, dapat 
dihubungkan bahwa pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif 
sudah termasuk di penghitungan Bloomberg dan dari definisi 
infrastruktur kesehatan yang juga telah disebutkan sebelum ini, 
sistem yang memadai di fasilitas kesehatan akan dapat memberikan 
perawatan yang preventif, diagnostik dan kuratif sesuai dengan 
kebutuhan individu yang dilayani. Jadi, jika terdapat sebuah negara 
yang menduduki posisi tinggi dalam penghitungan Bloomberg, juga 
berarti bahwa infrastruktur kesehatan nya baik karena terdapat 
hubungan antara pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif 
dengan sistem yang memadai dalam fasilitas kesehatan.  
 Disini, menurut tabel yang dikeluarkan oleh Bloomberg, Australia 
berada dalam posisi tinggi yaitu posisi ketujuh di tahun 2013 dan 
mengalami peningkatan tahun 2014 dengan menempati posisi ke 
enam.
503
 Dari tabel tersebut dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa 
di penghitungan absolute cost yaitu pelayanan kesehatan yang 
kuratif dan preventif, infrastruktur kesehatan di Australia termasuk 
baik karena pelayanan kesehatan yang kuratif dan preventif dapat 
membawa Australia di salah satu posisi teratas dibandingkan 
negara-negara lainnya. Menurut website Perusahaan Strategy& juga 
menyimpulkan bahwa sistem kesehatan Australia tergolong 
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 Perusahaan tersebut juga bercermin dari hasil tabel 
Bloomberg yang telah penulis sajikan sebelumnya. 
 Sedangkan terkait municipal facilities atau city services dan 
infrastruktur pendidikan, Australia juga tergolong tinggi dalam 
kualitas dua hal tersebut. Dibuktikan dengan survey yang dilakukan 
oleh Mercer yang dipublikasi pada 19 Februari 2014.  Survey 
tersebut berjudul ‘2014 Quality of Living Worldwide City Rankings 
– Mercer Survey.”
505
 Dalam melakukan survey terkait, Mercer 
menghitung berdasarkan 39 faktor yang dikumpulkan dalam 
sepuluh kategori, salah satunya adalah kategori Public Services and 
Transportation dan Schools and Education.
506
 Dimana dua kategori 
tersebut sesuai dengan apa yang penulis cari yaitu mengenai city 
services di Australia serta infrastuktur pendidikan.
507
  
Definisi dari municipal facilities sendiri adalah fasilitas yang 
dimiliki oleh kota dimana pengertian dari municipal itu sendiri ialah 
of or belonging to a town or city.
508
 Lalu, hasil dari survey Mercer 
dibentuk dalam konsep Top 5 and Bottom 5 Cities by Region. 
Australia, berada dalam Top 3 Cities di Australasia. Yang mana 
dalam Regional Rank tahun 2014, Australia khususnya Sydney 
menempati posisi kedua dalam ukuran region dan dalam Overall 
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Rank nya memegang posisi kesepuluh.
509
 Oleh karena itu, Mercer 
sendiri mengatakan bahwa Australia termasuk ke dalam peringkat 
tinggi di daftar kualitas hidup Mercer. 
510
 
Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diinfokan oleh 
Pemerintah Australia dalam website resmi nya yaitu 
studyinaustralia.gov.au bahwa seluruh sekolah di Australia harus 
terdaftar di departemen pendidikan negara bagian atau teritori dan 
tunduk pada persyaratan pemerintah dalam hal infrastruktur dan 
pendaftaran guru.
511
 Setelah dijelaskan mengenai rincian dari 
parameter infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur pendidikan, 
kesehatan dan kota seperti jalan raya dan jembatan, disimpulkan 
semua infrastruktur yang disebutkan, Australia menduduki posisi 
atas atau dalam kata lain kualitas infrastruktur nya baik dan bagus.  
Karena semua rincian di dalam parameter infrastruktur 
tergolong tinggi di Australia, maka dari itu Australia tergolong 
dalam high economic capacity terkait beberapa infrastuktur yang 
telah disebutkan sebelumnya. Seharusnya, jika keadaan infrastruktur 
pendidikan, kesehatan dan kota seperti jalan raya dan jembatan baik 
dan bagus, respon kebijakan Pemerintah Australia akan condong ke 
arah positif, tidak bersifat endangering their safety.  
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Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Jacobsen, jika 
kapasitas ekonomi suatu negara tinggi, seharusnya negara tersebut 
dikatakan mampu untuk menampung permintaan sumber daya yang 
diminta oleh para pengungsi.
512
 Kesimpulan nya, parameter 
infrastruktur ini tidak mempunyai pengaruh dalam Australia dalam 
menandatangani RSA karena adanya high economic capacity yang 
dimiliki oleh Australia dalam infrastruktur pendidikan, kesehatan, 
dan kota seperti jalan raya dan jembatan.  
5.3.2. Keterbukaan Sosial 
5.3.2.1. Makna Budaya Terkait Pengungsi 
Dalam parameter makna budaya terkait pengungsi ini, 
sesuai deskripsi yang Jacobsen jelaskan dalam jurnal nya, makna 
budaya terkait pengungsi di sebuah negara dipengaruhi oleh faktor 
cultural, historical dan religious atau faktor budaya, historis dan 
agama. Seperti layaknya parameter lain, Jacobsen juga 
menyediakan contoh untuk membantu pembaca lebih memahami 
jurnal model tersebut dan disini penulis menemukan contoh dari 
Karen Jacobsen untuk membantu penulis dalam menganalisa 
parameter ini.  
Contoh tersebut mengenai agama islam yang mempunyai 
tradisi positif yang kuat terhadap penawaran bagi pengungsi 
sementara atau pencari suaka meninggalkan negara nya karena 
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 Dan prinsip yang berangkat dari 
negara-negara Islam yang ada di Arab tersebut berdasarkan prinsip 
keramahan dan prinsip untuk membantu yang lain.
514
 Contoh negara 
yang disediakan oleh Jacobsen adalah Iran, Pakistan serta Sudan, 
dimana pada ketiga negara tersebut partai politik islam nampak dan 
elemen keagamaan dalam memaknai pengungsi penting sifatnya 
bagi komunitas untuk proses penerimaan.
515
 
Setelah dipaparkan terkait beberapa kalimat dan contoh 
untuk mendukung analisa, disini dapat dilihat bahwa untuk 
menganalisa studi kasus penulis pada penelitian ini dibutuhkan 
informasi terkait mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat di 
Australia dan jika informasi tersebut sudah ditemukan, lalu hal 
berikutknya yang perlu diperhatikan adalah tradisi atau prinsip dan 
aspek historis seperti apa yang dimiliki oleh agama terkait atau 
agama yang mayoritas dipeluk oleh warga Australia dalam hal 
pengungsi maupun penerimaan pengungsi. Setelah hal tersebut 
tersedia, maka dapat diketahui apakah parameter makna budaya 
tersebut mempengaruhi Australia dalam menandatangani RSA atau 
tidak menurut analisa penulis. 
Mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Australia 
adalah Katolik. Informasi tersebut berdasarkan sensus tahun 2011
516
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 “Media Release : 2016 Census Data Reveals No Religion is Rising Fast,” Australian Bureau of 
Statistics, diakses 30 April, 2018, 
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yang dimana sensus di Australia dilaksanakan setiap lima tahun 
sekali.
517
 Penulis menemukan bahwa Agama Katolik sudah dianut 
oleh sebagian besar masyarakat Australia sejak tahun 1991
518
 dan 
hingga 2016 masih menjadi agama mayoritas di Negeri Kangguru 
ini.
519
 Pada tahun 2011 sendiri, terdapat sekitar 25.3% warga 
Australia yang menganut Agama Katolik. Angka tersebut 
menjadikan agama katolik menduduki posisi nomor satu dalam 
daftar ‘Religion Top 20-Australia’ yang sensus nya dilakukan serta 
dipublikasi sendiri oleh Australian Bureau of Statistics.
520
  
Berikut adalah gambar sensus tahun 2011 yang 
berdampingan dengan sensus tahun 2016 dan pada tabel berikut nya 
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Gambar 14: Data agama mayoritas di Australia tahun 1991 dan 1996
522
 
Dapat dilihat dari tabel pertama dan kedua, Agama Katolik 
masih menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat 








Australia. Lalu dalam paragraf selanjutnya, penulis akan 
menganalisa tradisi, aspek historis dan prinsip yang dimiliki oleh 
Agama Katolik sendiri yang nanti akan mempunyai pengaruh 
kepada bagaimana sebuah negara memaknai pengungsi serta 
penerimaan nya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Jacobsen.  
 Prinsip dan tradisi yang dimiki oleh Agama Katolik terkait 
pengungsi berakar pada surat paus yang dikirim ke semua uskup 
Gereja Katolik Roma tahun 1891 yang dimana surat tersebut 
dinamakan Rerum Novarum.
523
 Pada dasarnya surat tersebut 
membahas kondisi tenaga kerja atau On the Condition of Labor 
dan mengembangkan presentasi sistematis dari prinsip-prinsip hak 
dan tanggung jawab manusia.
524
 Namun, Rerum Novarum juga 
menjelaskan dan mengomentari terkait situasi imigran yang di 
kemudian hari nya, dalam sebuah konferensi, paus dan uskup 
menyintesis atau menyatukan tradisi teologis Katolik untuk 
mengartikulasi tiga prinsip dasar tentang imigrasi.
525
 
 Prinsip pertama mengatakan bahwa setiap individu 
mempunyai hal untuk bermigrasi untuk menyokong hidup mereka 
dan keluarga nya.
526
 Prinsip tersebut berdasarkan pada ajaran 
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Kristen Kuno maupun yang terdapat di Al-Kitab.
527
 Ajaran terkait 
turut menggarisbawahi bahwa sesuatu-sesuatu yang ada di dunia 
adalah milik semua manusia serta setiap manusia memiliki hak 
sama dalam menerima sesuatu yang penting dari bumi termasuk 
makanan, baju, tempat bernaung, hak atas pendidikan, perawatan 
medis, beragama dan ekspresi budaya.
528
 Tertulis juga dalam 
Lukas Injil (16: 19-31) yang bunyi nya adalah, “the rich man was 




 Kutipan ayat diatas kurang lebih jika diubah dalam bahasa 
Indonesia menjadi, “orang kaya tersebut dikutuk karena hidup 
dengan baik sementara orang miskin kelaparan di depan pintu 
nya.”
530
  Dan dalam paragraf akhir di prinsip pertama tertulis 
bahwa masyarakat asli tidak mempunyai hak superioir atas imigran 
karena sebelum Tuhan semuanya, sama. Bumi diberikan oleh 




 Prinsip kedua menggarisbawahi bahwa sebuah negara 
memiliki hak untuk mengatur perbatasan nya serta mempunyai hak 
untuk mengontrol imigrasi.
532
 Hal tersebut berarti seorang yang 
bermoral tidak dapat hanya mempertimbangkan apa yang baik 















untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi harus bertindak dengan 
kebaikan semua individu sebagai panduan prinsip nya.
533
 Hal ini 
ketika masing-masing individu sebenarnya memiliki hak untuk 
berpindah tempat untuk mencari kehidupan yang lebih aman, 
namun sebuah negara juga  tidak terikat untuk menerima semua 
yang ingin bermukim di negara nya.
534
  
 Ajaran sosial Katolik bersifat realistis.
535
 Ketika individu 
memiliki hak untuk berpindah tempat, tidak ada negara nya yang 
sebenarnya memiliki kewajiban untuk menerima imigran dalam 
jumlah banyak yang sampai aspek sosial dan ekonomi di negara 
tersebut terancam.
536
 Di alasan ini, Katolik juga seharusnya tidak 
memandang pekerjaan pemerintah federal dan bagian immigration 
control nya sebagai negatif atau kejam. Mereka bekerja untuk 
menegakkan undang undang imigrasi negara yang sering dilakukan 
karena adanya rasa kesetiaan pada kebaikan untuk bersama.
537
 
 Yang terakhir adalah prinsip ketiga. Prinsip ini berisi 
bahwa sebuah negara harus mengatur perbatasan nya dengan 
keadilan dan rasa belas kasihan.
538
 Negara tidak dapat dengan 
mudah memutuskan hanya ingin mengabdi kepada masyarakat 
sendiri dan tidak pada orang lain.
539
 Bahkan pada kasus migran 

















yang tidak terlalu bersifat darurat, negara maju mempunyai hak 
untuk membatasi gelombang imigrasi namun harus tetap 
berdasarkan nilai-nilai keadilan, rasa belas kasihan serta kebaikan 
bersama, tidak hanya untuk kepentingan negara itu sendiri.
540
  
Pada akhirnya, prinsip ketiga ini ditutup dengan kalimat di 
Al-Kitab yang meyatakan bahwa, Tuhan berjanji bahwa penilaian 
kita akan didasarkan pada perlakuan kita terhadap individu paling 
rentan.
541
 Sebelum Tuhan, kita tidak dapat memaafkan perlakuan 
tidak manusiawi terhadap orang-orang tertentu yang mengklaim 
bahwa status hukum individu tidak tersedia atau kurang yang 




Dalam aspek historisnya, dapat dilihat dari peristiwa akhir 
Perang Dunia Dua 
543
 Dengan runtuhnya Nazi dan penciptaan baru 
Tirai Besi” Soviet, Benua Eropa dihadapkan dengan peristiwa 
migrasi jutaan orang yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
544
 
Gelombang tersebut bermigrasi untuk mencari keselamatan, 
makanan dan kebebasan. Pada saat itu, Paus Pius XII menulis 
Exsul Familia atau The Émigré Family, menempatkan Gereja tepat 













di sisi para migran yang mencari kehidupan lebih baik dengan 
melarikan diri dari rumah asalnya.
545
   
 Sebelumnya pada contoh yang disediakan oleh Jacobsen, 
tertulis bahwa Islam memiliki tradisi positif yang kuat terhadap 
penerimaan pengungsi maupun hal-hal yang berhubungan dengan 
pengungsi yang salah satu prinsip nya berdasarkan pada hospitality 
dan assistance to others. Dari agama Katolik sendiri, sesuai dengan 
tiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip yang 
dianut oleh Katolik juga sebenarnya terbuka cukup lebar kepada 
pengungsi maupun migran namun pada prinsip kedua terlihat 
bahwa ajaran Katolik percaya bahwa sebuah negara tidak 
mempunyai kewajiban dan tidak terikat untuk menerima semua 
pengungsi yang datang untuk bermukim di negara nya walaupun 
memang Katolik juga percaya bahwa pengungsi memiliki hak 
pergi dari tempat asal untuk mencari kehidupan lebih baik.  
Adanya tidak keterikatan untuk menerima semua pengungsi 
tersebut menjadi poin yang memberikan pengaruh kepada 
penandatanganan RSA oleh Australia tersebut yang dikategorikan 
sebagai respon kebijakan tidak generous. Hal tersebut penulis 
simpulkan karena Katolik masih mempunyai poin cukup longgar 
agar negara melakukan respon kebijakan negatif termasuk tidak 
menerima pengungsi di negara nya, seperti apa yang ada di prinsip 





kedua dengan adanya ketidakterikatan tersebut. Berbeda dengan 
agama islam, sesuai informasi dari Jacobsen yang ada di modelnya.  
Agama Islam memiliki prinsip untuk membantu orang lain 
dan keramahan dalam penerimaan pengungsi yang maka dari itu 
Islam dikenal mempunyai tradisi positif yang kuat terhadap 
pengungsi. Dilihat dari dua prinsip tersebut, penulis 
memperhatikan tidak ada ruang untuk membuat respon kebijakan 
negatif. Jikalau prinsip-prinsip yang dianut oleh Katolik tersebut, 
termasuk prinsip aspek historis, seperti terlihat ruang kecil untuk 
respon kebijakan negatif mengambil posisi. Ruang kecil tersebut 
terdapat pada prinsip kedua Rerum Novarum.  
Kesimpulan nya dalam parameter ini, prinsip-prinsip yang 
dianut Katolik membuat respon kebijakan negatif sebuah negara 
masih dapat mengambil posisi dan kesempatan untuk 
diimplementasikan. Yang akhirnya respon kebijakan negatif 
termasuk sifat respon endangering their safety dalam RSA dapat 
terealisasikan. Dalam paragraf terakhir parameter ini, penulis 
menggarisbawahi bahwa parameter makna budaya terhadap 
pengungsi ini memiliki pengaruh.  
5.3.2.2. Etnisitas dan Kekerabatan 
 Parameter kedua dari indikator keterbukaan sosial ini 
mengacu pada kesamaan etnik maupun kesamaan kekerabatan 
yang dimiliki oleh negara tuan rumah dan negara asal pengungsi. 
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Jika terdapat kesamaan atau kemiripan etnik diantara keduanya, 
dikatakan dalam jurnal Jacobsen, bahwa hal tersebut menjadi 
prediktor kuat adanya respon penerimaan gelombang pengungsi 
oleh negara tuan rumah.  
 Lalu, jika disesuaikan dengan studi kasus penulis yang 
pertama akan dianalisis adalah kemiripan etnik antara negara asal 
pengungsi di Nauru OPC dan etnik di Australia lalu jika hal 
tersebut sudah ada temuan nya penulis akan mencari data dan 
menganalisis terkait kemiripan etnik antara negara asal di Nauru 
OPC dan etnik di negara Kamboja yang nanti akan berdampak 
kepada respon kebijakan pengungsi Australia. Sebagai contoh, 
ketika etnik di Australia dan negara asal pengungsi di Nauru OPC 
dilihat tidak mempunyai kedekatan, maka tindakan Australia 
tentunya akan negatif karena tidak terdapat kekerabatan etnis. 
 Dari tindakan negatif tersebut akan disambungkan kepada 
data antara kedekatan etnis negara asal pengungsi di Nauru OPC 
dan etnis di negara Kamboja. Jika terdapat kedekatan etnis antara 
negara asal pengungsi di Nauru OPC dan etnis di negara Kamboja, 
hal tersebut dapat membuat Australia semakin bulat untuk 
mengeluarkan respon kebijakan RSA dengan mengirim pengungsi 
jalur laut di Nauru OPC ke negara Kamboja.  
Berhubung bahwa Australia sendiri tidak memiliki 
kekerabatan etnis yang dekat dengan negara asal pengungsi di 
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Nauru OPC yang maka dari itu keputusan Australia untuk 
mengeluarkan kebijakan mengirim pengungsi jalur laut ke 
Kamboja akan semakin kuat ketika kekerabatan etnis antara kedua 
nya erat. Hal tersebut menjadi sebuah contoh mengenai bagaimana 
penulis akan menganalisis parameter etnisitas dan kekerabatan. Di 
beberapa paragraf selanjutnya akan disajikan data dan analisis yang 
sebenarnya atau yang bukan merupakan sebuah contoh lagi.  
Disini, pengungsi di OPC Nauru, negara asal nya sebagian 
besar dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Negara asal terbanyak 
diisi oleh Iran dari Benua Timur Tengah serta nomor dua diduduki 
oleh Srilanka dari Benua Asia Selatan.
546
 Berikut, gambar dari 





Gambar 15: Mayoritas asal negara pengungsi dan pencari suaka di Pusat 
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 Ibid.  
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Etnisitas dan kekerabatan sendiri dapat dijelaskan melalui 
hubungan dengan etnik lain yang telah dijalin oleh Australia dalam 
waktu yang lama atau dari sisi historis dan juga dapat dicocokkan 
dari mayoritas etnik yang ada di Australia dan negara pengirim, 
apakah ada kemiripan atau tidak. Sesuai data yang sudah penulis 
tampilkan di bab empat, macam-macam etnis yang masuk ke 
Australia mulai dari abad sembilan belas hingga tahun 1970 sangat 
didominasi oleh masyarakat kulit putih Eropa termasuk Hungaria, 
Italia, Polandia, Russia, Yunani, Bulgaria, Armenia, Yugoslavia, 
Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraina, Czechoslovakia.
548
 
 Terlebih lagi, Australia sempat memiliki peraturan tegas 
bernama ‘White Australian Policy” yang bertahan sangat lama dari 
tahun 1901 hingga 1975 yang membatasi hanya beberapa 
kewarganegaraan yang dapat datang dan pindah ke Australia 
dimana kewarganegaraan tersbut adalah hanya masyarakat Eropa, 
terutama Eropa Utara.
549
 Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa 
Australia lebih memiliki kedekatan etnis dengan negara-negara di 
Eropa. Bahkan dalam buku James Jupp diinformasikan bahwa 
mayoritas proses imigrasi ke Australia adalah produk dari rekayasa 
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 Dari sisi historis sendiri telah cukup jelas bahwasanya, etnis 
selain dari negara-negara di Eropa terlihat sulit untuk masuk ke 
Australia ditandakan dengan hanya etnis dari negara-negara 
tertentu yang boleh masuk dan pindah ke Negara Kangguru ini. 
Dan dari hal tersebut pula dapat disimpulkan seperti terdapat garis 
pemisah tegas antara masyarakat Eropa dan Non Eropa maupun 
warga kulit putih dan non kulit putih. Lalu tidak terlihat negara-
negara yang ada di gambar sebelumnyaa, termasuk dalam daftar 
negara-negara yang diperbolehkan masuk ke Australia di era 
historis seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya.  
 Selanjutnya, akan dilihat dari mayoritas etnis yang ada di 
Australia sesaat sebelum RSA ditandatangani dan mayoritas etnis 
yang dimiliki oleh negara penerima. Dari kata kunci tersebut dapat 
diperhatikan apakah ada kemiripan atau kesamaan atau tidak. 
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     Gambar 16: Urutan kelompok etnis terbesar di Australia tahun 2011.
551
 
Jika ingin ditarik lima tahun sebelum 2011 yaitu di tahun 
2006, mayoritas etnis di Australia adalah Australian di posisi 
pertama.
552
 diikuti dengan etnis Australian, English, Irish, Scottish, 
Italian, German, Chinese, Greek, Dutch dan Indian.
553
 Sedangkan 
di tahun 2013, mayoritas etnis di Iran sendiri adalah Persians.
554
 
Dan di tahun 2006, Persians juga masih menempati posisi etnis 
terbesar di Iran dengan jumlah sedikit lebih dari setengah populasi 
Iran yang mana populasi Iran sendiri ialah 70,000.000.
555
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 “Iran Minorities,” The Iran Primer, diakses 1 Mei, 2018, 
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 Dari perbandingan data tersebut dilihat bahwa kemiripan 
atau kesamaan etnik tidak terlihat dimana mayoritas etnis di 
Australia tahun 2006 dan 2011 diisi oleh mayoritas negara-negara 
Barat seperti Inggris, Irlandia, Skotlandia, Italia, Jerman, Yunani, 
Belanda dan sisa nya adalah negara non-barat seperti China dan 
India. Dalam halaman website Australian Bureau of Statistics 
mengenai Ancestry juga diinformasikan bahwa pada awal periode 
Kolonial hingga sampai setelah Perang Dunia Dua khususnya pada 




 Serta pada masa post-war immigration, Etnis Italian, 
Polish, German, Indian, Vietnamese, Greek, Dutch, Lebanese dan 
Chinese mulai tersebar.
557
 Sedangkan menurut Index Mundi 
dengan khusus deksripsi etnis adalah pada tahun 2012, mayoritas 
etnis Sri Lanka didominasi oleh Sinhalese sebanyak 74.9% diikuti 
dengan Sri Lankan Tamil dengan jumlah persenan 11.2%.
558
 Dua 
mayoritas etnis Sri Lanka tersebut rupanya juga tidak memiliki 
kesamaan etnis dengan Australia yang mana pada data tahun 2006 
dan 2011, etnis di Australia diisi oleh sebagian besar negara-negara 
Barat dan Eropa. Dari sisi kekerabatan etnis sendiri, dapat dilihat 
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bahwa etnis Iran dan Srilanka tidak mendominasi etnis Australia 
pada aspek historis dan pada tahun-tahun menjelang tahun 2014.  
 Jika saja etnis Iran maupun Sri Lanka pernah mengisi 
mayoritas etnis di Australia yang misalnya Etnis Persians mengisi 
dan menggantikan posisi Etnis Irish pada grafik sebelumnya, 
mungkin faktor kesamaan etnik masih dapat dicapai karena di 
Australia juga terdapat Etnis Persians seperti apa yang ada di Iran. 
Atau setidaknya etnis yang ada di Iran atau Srilanka hanya 
memiliki sedikit perbedaan dengan Etnis Australian atau English 
seperti hal nya kedekatan etnis antara English dan Australian yang 
secara etnis hampir semua memiliki kesamaan walaupun pada 
akhirnya masing-masing tumbuh mandiri dalam menjalankan 
negara nya.  
 Disini penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya 
kesamaan dan kekerabatan etnis yang dimiliki oleh Australia dan 
dua mayoritas asal negara pengungsi di pusat pengolahan 
pengungsi lepas pantai di Nauru. Seperti apa yang dikatakan oleh 
Jacobsen, ketika tidak ada kekerabatan yang erat antara dua subjek 
terkait, respon kebijakan yang lahir cenderung tidak positif atau 
tidak menerima pengungsi ke wilayah negara, salah satunya.  
Respon kebijakan Australia sendiri kepada pengungsi jalur 
laut tersebut adalah mengirim mereka ke third country resettlement 
yaitu Kamboja atau yang dapat tergolong dengan respon kebijakan 
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restrictive atau endangering their safety menurut Jacobsen yang 
dimana pengungsi jalur laut itu sendiri sebenarnya merasa 
ketakutan untuk dikirim ke Kamboja. Maka dari itu pada data dan 
analisis yang disajikan di beberapa paragraf selanjutnya, penulis 
akan mencari tahu mengenai kedekatan etnis antar negara Kamboja 
dan negara asal pengungsi di Nauru OPC.  
Yang nanti hasilnya akan terlihat apakah parameter 
etnisitas dan kekerabatan memiliki pengaruh dengan keputusan 
Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja. Berikut 
pada halaman berikutnya adalah grafik mengenai kelompok etnis 
yang ada di Kamboja dimana dari tahun 2009 hingga 2014, etnis 


























Dapat dilihat bahwa Etnis Khmer memang telah 
mendominasi kelompok etnis di Kamboja sejak tahun 2004 hingga 
2014 dengan etnis kedua yang ikut mendominasi adalah Etnis 
Cham. Jika dihubungkan dengan data pengungsi jalur laut yang ada 
di Nauru OPC, etnis antara Kamboja dan negara asal pengungsi 
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tidak memiliki kesamaan etnik. Dibuktikan bahwa etnis terbesar di 
Iran adalah Persians
560
 dan di Srilanka adalah Sinhalese
561
. 
Hal ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa 
parameter etnisitas dan kekerabatan bukan menjadi faktor 
pendorong Australia mengirimkan pengungsi jalur laut tersebut 
kepada Kamboja sebagai Negara penerima ketiga. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya kesamaan etnik atau tidak adanya 
hubungan etnisitas dan kekerabatan yang erat antara pengungsi 
jalur laut dengan Kamboja sebagai Negara penerima ketiga.  
Memang parameter ini menjadi pendorong Australia untuk 
memilih respon kebijakan restrictive dengan salah satunya tidak 
menerima pengungsi jalur laut tersebut dan memilih untuk 
mengeluarkan respon kebijakan endangering their (pengungsi) 
safety dengan mengirim beberapa dari mereka ke Kamboja. Tetapi 
parameter etnisitas dan kekerabatan dikatakan tidak mempunyai 
pengaruh dalam faktor-faktor mengapa Australia pada akhirnya 
menandatangani RSA atau bukan menjadi faktor pendorong dalam 
menentukan Kamboja sebagai Negara penerima ketiganya karena 
tidak adanya kesamaan etnik tersebut. 
Singkatnya, parameter etnisitas dan kekerabatan tidak 
memiliki pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia.  
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5.3.2.3. Pengalaman Historis  
 
 Pada parameter ini, pengalaman historis yang dialami 
masyarakat dengan gelombang pengungsi sebelumnya dan sebagai 
pengungsi itu sendiri dikatakan mempengaruhi faktor 
penerimaan.
562
 Ketika masyarakat pernah merasakan situasi persis 
seperti apa yang para pengungsi rasakan seperti situasi pergi 
meninggalkan negara nya dari adanya kekerasan, hasil respon nya 
akan positif karena rasa simpati mereka akan otomatis lebih 
tinggi.
563
 Serta, jika arus masuk sebelumnya telah membawa 
sebuah masalah di wilayah tersebut maka suasana kebencian masih 
bertahan di wilayah terkait.
564
  
 Australia sendiri dapat dikatakan sebagai negara pendatang 
dilihat dari data yang dipublikasi oleh The Statistics Portal yang 
akan penulis sajikan gambar nya setelah ini. Dari gambar dapat 
diperhatikan bahwa masyarakat Australia sebagian besar terdiri 
dari etnis English dan Etnis Eropa lainnya walaupun memang pada 
peringkat kedua, Etnis Australian juga masih turut mendominasi. 
Namun di peringkat-peringkat berikutnya bisa dikatakan bahwa 
Etnis dari negara-negara lain juga ikut mewarnai grafik kelompok 
etnis di Australia. Berikut, adalah gambarnya, 
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Pada model Jacobsen tertulis bahwa jika masyarakat pernah 
merasakan situasi persis seperti apa yang para pengungsi rasakan 
(pergi meninggalkan negara nya dari adanya kekerasan) hasil 
respon nya akan positif.
566
 Masyarakat Australia sendiri sebagian 
besar adalah Etnis English sesuai data dari The Statistics Portal di 
halaman sebelumnya.
567
 Etnis English sendiri datang ke Australia, 
sesuai pengalaman nya, antara tahun 1947 dan 1982, ber-emigrasi 
ke Australia dengan bantuan dana dari Negara Inggris dan 
Pemerintah Australia. Jumlah masyarakat Inggris tersebut sekitar 
lebih dari satu juta.
568
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 Jumlah banyak masyarakat Inggris yang masuk ke 
Australia tersebut adalah bagian dari Inisiatif Pembangunan 
Australia yang berjudul ‘Populate of Perish.”
569
 Inisiatif tersebut 
muncul setelah Perang Dunia Dua, yang mana untuk lebih 
jelasnya, inisiatif tersebut memungkinkan perjalanan terjangkau ke 
Australia dengan biaya tiket dewasa hanya £10 dan semua anak-
anak dapat bepergian secara gratis pada tahun 1960-an.
570
 Skema 
Pembangunan Australia diatas memang sengaja dibuat untuk 
menarik perhatian Etnis Inggris.
571
 Karena etnis tersebut juga 
dilihat secara budaya, dekat dengan masyarakat Australia dan 
dalam teori, lebih mungkin masuk ke dalam cara hidup Australia 
dibandingkan dengan imigran lainnya.
572
  
 Sedangkan, pengalaman masyarakat Australia yang lebih 
dekat dengan apa yang dirasakan oleh para pengungsi jalur laut 
adalah pengalaman masyarakat Australia Etnis Vietnam, Kamboja 
serta Chinese.
573
 Ketiga etnis di Australia tersebut sebelumnya 
mempunyai pengalaman dan mempunyai sejarah sebagai boat 
people untuk mencapai perbatasan atau perairan Australia 
walaupun pengalaman tersebut dialami oleh pendatang gelombang 

















 Etnis Vietnam di Australia sebelumnya datang melalui 
perahu setelah jatuhnya Saigon ke pasukan komunis tahun 1975.
575
 
 Dari peristiwa Perang Vietnam tersebut, Australia 
menerima puluhan ribu pengungsi Vietnam, termasuk sekitar 2.000 
orang yang datang ke Australia langsung dengan perahu atau 
melalui jalur laut.
576
 Dan beberapa tahun selanjutnya, juga terdapat 
sekitar 300 orang setiap tahun nya yang datang dimana sebagian 
besar berasal dari Kamboja, Vietnam dan China Selatan.
577
 
Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja dan China Selatan itu lah 
yang kira-kira menurut penulis pernah merasakan situasi persis 
seperti apa yang pengungsi jalur laut rasakan. Ditandai dengan 
Etnis Vietnam yang datang melalui perahu karena adanya Perang 
Vietnam
578
 dan Kamboja serta China Selatan yang datang ke 
Australia juga melalui jalur laut. 
579
 
 Alasan penulis memaparkan data mengenai pengalaman 
historis Etnis Vietnam, Kamboja dan China Selatan adalah untuk 
melihat apakah masyarakat Australia pernah merasakan apa yang 
pengungsi jalur laut rasakan dengan melihat etnis yang pernah 
datang ke Australia di aspek historis lalu disesuaikan dengan 
mayoritas kelompok etnis di Australia di tahun-tahun sebelum 
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ditandatangani nya RSA. Sesuai dengan data yang telah disediakan 
sebelumnya, walaupun Etnis Vietnam, Kamboja, China Selatan 
persisnya merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan seperti 
meninggalkan negara nya karena perang dan menggunakan perahu, 
tiga etnis tersebut persentase jumlah etnis nya tidak termasuk 
dalam sepuluh etnis terbanyak di Australia pada tahun 2011 dan 
pada tahun 2006, tiga etnis tersebut juga tidak termasuk dalam 
posisi teratas kelompok etnis di Australia. 
 Dimana pada tahun 2006, Vietnam menduduki posisi etnis 
kedua belas di Australia sementara etnis Kamboja yang sebagian 
besar adalah Etnis Khmer ada di ranking 44 serta Chinese Asian di 
posisi 189.
580
 Dari fakta tersebut dilihat bahwa walaupun ketiga 
etnis tersebut pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut 
rasakan, dominasi mereka kecil di Australia di tahun 2006 maupun 
2011 seperti yang telah dijelaskan dan telah dikalahkan oleh Etnis 
English yang dimana Etnis English tersebut belum pernah 
merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan karena di 
pengalaman historis nya, masyarakat tersebut datang ke Australia 
dibiayai oleh Pemerintah Inggris dan Australia dibawah Skema 
Pembangunan Australia setelah Perang Dunia Dua
581
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 Lalu terkait pengalaman historis yang dialami masyarakat 
dengan gelombang pengungsi sebelumnya dapat disesuaikan 
dengan pengalaman historis yang dialami masyarakat Australia 
dengan gelombang boat people atau pengungsi jalur laut di 
Australia. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Jacobsen, jika arus 
masuk sebelumnya telah membawa sebuah masalah di wilayah 
terkait, maka suasana kebencian masih bertahan di wilayah 
tersebut. Berhubungan dengan hal diatas, gelombang pertama yaitu 
tahun 1976 hingga 1981 dari ‘boat people,” pada awalnya 
gelombang tersebut diterima oleh publik Australia dengan simpati 
yang pada akhirnya kedatangan berikutnya semakin meningkatkan 
perhatian dari publik Australia.
582
  
Dalam beberapa waktu dekat setelah gelombang pertama 
tersebut, diskusi publik Australia fokus terhadap isu adanya 
pengangguran yang semakin meningkat dan dampak dari manusia 
yang ‘jumping the immigration queue,” atau istilah mendahului 
antrian.
583
 Isu boat arrivals pada masa Pemilihan Federal Australia 
tahun 1977 menjadi topik dominan di media Australia dengan 
klaim luas bahwa pada saat itu Australia seperti kehilangan kontrol 
terkait seleksi migran.
584
 Lalu seiring dengan jumlah individu yang 
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sampai di Australia menggunakan perahu meningkat, pihak yang 
tidak setuju juga semakin meningkat.
585
  
Ditandai dengan istilah-istilah seperti ‘invasion’, ‘flood’ 
dan ‘yellow peril’ tersebar luas.
586
 Selain adanya istilah-istilah 
tersebut, ketidakpuasan masyarakat Australia terhadap jumlah 
individu perahu yang tiba di Australia dan diizinkan untuk tinggal, 
melebar,  hingga munculnya gerakan serikat buruh dari Waterside 
Workers’ Federation tahun 1977.
587
  
Pada gerakan tersebut, para buruh menyuarakan 
pemogokan dan melakukan protes karena boat people dikatakan 
lebih mendapatkan perlakuan istimewa atau ‘prefential 
treatment.’
588
 Setelah dipaparkan tentang pengalaman historis yang 
dialami masyarakat dengan pengungsi sebelumnya serta data 
mengenai jika masyarakat di negara penerima pernah merasakan 
apa yang pengungsi jalur laut rasakan, di paragraf selanjutnya 
penulis akan menyimpulkan parameter pengalaman historis ini.  
Penulis menyimpulkan bahwa parameter pengalaman 
historis ini mempunyai pengaruh terhadap penandatanganan RSA 
oleh Australia yang negatif karena dominasi masyarakat Etnis di 
Australia adalah Etnis English yang tidak merasakan apa yang 
pengungsi jalur laut rasakan di aspek historis karena Etnis English 











tersebut sendiri terbang ke Australia dibiayai oleh Pemerintah 
Inggris dan Australia.  
Walaupun terdapat masyarakat etnis di Australia yang 
pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan seperti 
Etnis Vietnam, Kamboja dan China yang meninggalkan negara nya 
karena perang dan menggunakan perahu, etnis tersebut tidak 
mendominasi kelompok etnis di Australia yang menyebabkan 
sebagian besar masyarakat Australia tidak merasakan apa yang 
pengungsi jalur laut rasakan karena etnis di Australia didominasi 
oleh Etnis English.  
Terlebih lagi, adanya faktor pengaruh tersebut juga ditandai 
dengan adanya pengalaman historis yang dialami masyarakat 
dengan gelombang pengungsi sebelumnya bahwa pengalaman 
tersebut, menurut penulis bukan merupakan pengalaman baik atau 
menyenangkan walaupun pada awalnya termasuk baik namun 
seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi jalur laut yang 
tiba, istilah-istilah buruk mulai muncul hingga sampai adanya 
protes yang dilakukan oleh para tenaga kerja dari Waterside 
Workers’ Federation di Australia pada tahun 1977.  
Dengan adanya dua aspek tersebut, respon kebijakan negatif 
yang dilakukan Australia lebih mungkin terjadi karena terdapat 
pengalaman historis cukup buruk serta dominasi masyarakat 
Australia sendiri di aspek historis nya tidak merasakan apa yang 
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pengungsi jalur laut rasakan. Yang maka dari itu parameter ini 
memiliki pengaruh bagi Australia dalam menandatangani RSA 
yang mana RSA sendiri adalah bentuk respon negatif. Karena 
adanya pengalaman historis cukup buruk serta masyarakat 
Australia sendiri tidak merasakan apa yang pengungsi jalur laut 
rasakan, hasil respon kebijakan nya akan negatif termasuk bersifat 
endangering their safety.  
Berbeda ketika pengalaman historis nya baik dan warga 
Australia dapat merasakan atau memiliki sejarah hampir sama 
dengan apa yang dialami oleh pengungsi jalur laut, hasil respon 
kebijakan nya akan positif.  
5.3.2.4. Keyakinan Terhadap Pengungsi  
 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di kajian 
konseptual mengenai penjelasan dari parameter keyakinan terhadap 
pengungsi ini, parameter keempat dari indikator keterbukaan sosial 
akan mengarah kepada keyakinan mengenai alasan mengapa 
pengungsi datang, apakah datang hanya untuk alasan ekonomi atau 
dipandang bahwa mereka benar-benar dalam bahaya dan butuh 
bantuan atau dalam kata lain apakah gelombang tersebut benar-
benar pengungsi atau tidak. Selain itu, parameter ini juga melihat 
simpati masyarakat terhadap gelombang tertentu.  
 Pengungsi dan pencari suaka yang ada di Nauru OPC 
merupakan gelombang yang datang melalui jalur laut. Maka dari 
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itu disini penulis akan mengarah kepada keyakinan masyarakat 
Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut. Dalam 
menyajikan data mengenai keyakinan masyarakat Australia, 
penulis akan menjelaskan melalui hasil poling yang dilakukan oleh 
beberapa badan, pihak, maupun institusi. Dimulai dari beberapa 
tahun sebelum 2014 maupun beberapa hari maupun bulan sebelum 
tanggal 26 September 2014 atau tanggal RSA ditandatangani.  
 Di paragraf kali ini dan beberapa paragraf selanjutnya akan 
disajikan hasil poling mengenai keyakinan masyarakat Australia 
terhadap pengungsi dalam hal apakah mereka hanya datang untuk 
alasan ekonomi dan bukan benar-benar pengungsi atau keyakinan 
masyarakat Australia mempercayai bahwa pengungsi dan pencari 
suaka jalur laut adalah pengungsi. Disini, Jacobsen menekankan 
bahwa respon dari masyarakat lokal terhadap pengungsi dianggap 
penting karena dapat membantu pengungsi secara langsung 




 Data yang akan disajikan dimulai dari hasil laporan 
Essential Report. Essential Report melakukan survey pada 21 
Januari 2014 yang hasilnya adalah, ketika ditanyakan pendapat 
masyarakat Australia terkait apakah pencari suaka yang sampai di 
Australia menggunakan perahu adalah benar-benar pengungsi atau 
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 Hasilnya, proporsi terbesar yaitu sebanyak 47% 
menyatakan bahwa pencari suaka jalur laut tersebut bukan genuine 
refugees.
591
 Dan sisanya yaitu sebanyak 30% mengatakan bahwa 
mereka merupakan benar-benar pengungsi serta 23% masyarakat 
Australia merespon tidak tahu.
592
  
 Lalu dalam paragraf selanjutnya akan menyajikan 
mengenai rasa simpati yang dirasakan oleh masyarakat Australia 
terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut karena rasa simpati 
ini juga disebutkan dalam parameter beliefs about refugees oleh 
Jacobsen. Dalam aspek ini, penulis menemukan bahwa di tahun 
2012 dalam sebuah survey nasional yang disiapkan untuk United 
Nations Refugee Agency,  setengah dari masyarakat Australia 
mengatakan bahwa mereka merasa kurang simpatik terhadap 
pengungsi yang datang menggunakan jalur laut dibandingkan 
dengan mereka yang datang melalui jalur udara atau kamp 
pengungsi di luar Australia.
593
 
 Dan pada Maret 2013, menurut hasil poling yang dilakukan 
oleh Lowy Institute, menyatakan bahwa sebanyak 58% masyarakat 
Australia berpikir bahwa offshore processing menjadi pilihan yang 
tepat untuk memproses pencari suaka tidak sah atau unauthorized 
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. Dan sisanya yaitu sebanyak 35% dalam posisi 
melawan pilihan tersebut, pilihan untuk memproses pencari suaka 
tidak sah di offshore processing.
595
 Poling yang disajikan oleh 
Lowy Institute melihatkan bahwa masyarakat Australia tidak 
mempercayai pencari suaka tidak sah yang biasanya ditunjukkan 
kepada mereka yang datang melalui jalur laut untuk diproses status 
nya di Australia.  
 Dilihat dari adanya rasa simpati yang kecil terhadap 
pengungsi dan pencari suaka jalur laut serta adanya pandangan 
negatif bahwa mereka yang datang dari jalur laut adalah bukan 
benar-benar pengungsi, maka parameter keyakinan terhadap 
pengungsi ini dapat dikatakan, menurut penulis, disertai dengan 
fakta-fakta yang ada, mempunyai pengaruh dalam 
penandatanganan RSA oleh Australia.  
Karena, jika masyarakat memandang bahwa pengungsi-
pengungsi maupun pencari suaka yang datang adalah murni karena 
memang sedang berada dalam bahaya yang nyata di negara asal 
nya atau sesuai dengan definisi pengungsi itu sendiri, respon yang 
akan muncul adalah baik dan akan dibantu pada akhirnya
596
. 
Namun dalam kasus keyakinan masyarakat Australia terhadap 
pengungsi jalur laut ini terlihat negatif karena tidak meyakini 
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bahwa mereka adalah pengungsi dan rasa simpati terhadap 
gelombang tersebut tidak besar.  
Maka dari itu respon kebijakan yang lahir adalah negatif 
atau bersifat endangering their (pengungsi) safety salah satunya 
karena keyakinan masyarakat Australia terhadap pengungsi dan 
pencari suaka jalur laut lebih ke arah bukan genuine refugees dan 
rasa simpati hanya kecil. Berhubungan dengan hal tersebut, RSA 
sendiri merupakan respon kebijakan pemerintah yang tergolong 
restrictive atau endangering their safety atau negatif menurut 
Jacobsen. 
5.4  Variabel National Security Considerations  
 Variabel ini adalah rangkaian variabel terakhir dari model Jacobsen. Isi 
dari variabel ini sendiri terdapat dimensi parameter dimensi strategis, dimensi 
rezim dan dimensi struktural. Yang mana setiap parameter nya dipisahkan per 
sub-bab.  
5.4.1. Pengungsi sebagai Ancaman Keamanan 
5.4.1.1. Dimensi Strategis  
 Dimensi strategis ini sebenarnya hampir memiliki 
kesamaan dengan variabel pertama yaitu bureaucratic choices. 
Variabel ancaman strategis ini menggabungkan pandangan 
tradisional keamanan seperti contohnya adalah kemampuan negara 





 Ketika semakin meningkatnya ancaman 
keamanan, badan militer menjadi semakin berpengaruh dalam 
urusan nasional dan personil dari militer tersebut cenderung lebih 




Penahanan sering mempunyai arti, mengendalikan 
pengungsi dengan menolak mereka untuk masuk, membatasi 
pergerakan dengan menempatkan gelombang pengungsi di kamp 
atau mempraktikkan tindakan refoulement.
599
 Dalam hal ini, 
Pemerintah Australia dalam menangani pengungsi jalur laut yang 
ditahan di OPC Nauru, awalnya ditangani oleh militer
600
 serta 
hingga di Pusat Tahanan nya juga dikepalai oleh Badan Militer 
Australia.
601
 Selain itu, adanya kemampuan negara untuk 
mempertahankan negara nya secara militer dari serangan eksternal 
juga lekat hubungan nya dengan akan adanya tindakan 
refoulement, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.  
Dari adanya informasi tersebut diatas yang menyatakan 
bahwa pengungsi jalur laut ditangani oleh militer dari awal hingga 
di Pusat Tahanan nya, menurut penulis Pemerintah Australia 
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menganggap bahwa pengungsi jalur laut yang ada di OPC Nauru 
adalah sebuah ancaman strategis bagi negara nya. Karena menurut 
apa yang dikatakan oleh Jacobsen, variabel ancaman strategis ini 
menggabungkan keamanan tradisional seperti adanya kemampuan 
negara untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan eksternal 
dengan cara militer.  
Tindakan Australia dengan cara mengerahkan militer 
terhadap pengungsi jalur laut di Pusat Nauru sejak kontak pertama 
hingga proses ditahannya mereka menandakan bahwa Australia 
mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya untuk melindungi 
negara nya dari ancaman eksternal. Terlebih lagi, Operation 
Sovereign Borders (OSB) atau badan militer yang memimpin Pusat 
Tahanan Nauru dan Manus memiliki tujuan untuk memerangi 




Dilihat dari tujuan OSB tersebut, pengungsi jalur laut 
dianggap menjadi bahaya bagi Australia hingga Pemerintah nya 
sendiri sampai mengerahkan sebuah badan militer khusus yang 
memiliki tujuan untuk memerangi perdagangan manusia dan 
melindungi perbatasan Australia. Dan dalam parameter dimensi 
strategis ini penulis menyimpulkan bahwa dimensi ini memiliki 
pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia yang 
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tergolong negatif karena adanya ancaman strategis yang dirasakan 
oleh Negara Kangguru ini.  
Jika Australia tidak merasakan ancaman strategis, 
seharusnya respon kebijakan nya akan positif tetapi pada fakta nya 
negara ini merasakan ancaman tersebut yang menyebabkan respon 
kebijakan yang akan lahir adalah negatif termasuk respon dengan 
menandatangani RSA dengan Kamboja yang menjadi jenis respon 
kebijakan endangering their (pengungsi) safety, 
5.4.1.2. Dimensi Rezim  
 Pada dimensi nomor dua variabel national security 
considerations ini menekankan kepada ancaman yang dirasakan 
pemerintah negara penerima. Pemerintah merasa terancam ketika 
pengungsi memasuki wilayah nya dengan ditandai oleh konflik 
etnis yang bersifat aktual maupun potensial yang dapat berakhir 
pada usaha untuk merubah proporsi etnis di negara penerima.
603
 
Seperti contohnya kasus yang terjadi di pergerakan Warga Irian 




 Dalam kasus penelitian penulis, yang subjek nya adalah 
pengungsi di OPC Nauru, penekanan yang telah disebutkan di 
paragraf sebelumnya tidak dapat diterapkan karena pengungsi di 
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Tahanan Nauru sendiri adalah boat-people dan tidak dapat masuk 
wilayah Australia melainkan dikirim ke Nauru atau Pulau Manus 
sejak tahun 2012.
605
 Sebelumnya, praktik ini juga diterapkan pada 




 Namun walaupun begitu, Jacobsen menyatakan bahwa 
terdapat satu strategi luas yang menerapkan kontrol lebih besar 
terhadap pengungsi.
607
 Strategi tersebut diterapkan pemerintah 
negara penerima ketika pemerintah tersebut sebenarnya merasa 
terancam dengan adanya kehadiran gelombang terkait walaupun 
pengungsi secara langsung tidak terlibat dalam pertengkaran 
domestik.
608
 Satu strategi luas tersebut adalah memisahkan 
pengungsi dari populasi lokal dengan menempatkan gelombang 




 Ketika sebenarnya tidak ada masalah etnis yang potensial, 
pemerintah lebih memilih untuk menempatkan pengungsi di 
sebuah kamp karena dengan melakukan hal tersebut, akan 
mengurangi adanya political saliency dalam komunitas lokal.
610
 
Selain itu, pengungsi di kamp akan lebih mudah dimonitor, 
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dikontrol dan lebih mudah tercatat atau terdaftar.
611
 Dari kalimat 
yang sudah penulis sebutkan tersebut, apa yang telah diterapkan 
oleh Pemerintah Australia dalam studi kasus penulis dapat 
mewakili adanya ancaman yang dirasakan oleh negara tersebut 
walaupun pengungsi di Pusat Tahanan Nauru tidak dapat 
memasuki wilayah Australia dan tidak dapat secara langsung 
menghasilkan konflik etnis, menurut penulis Pemerintah Australia 
sudah lebih dahulu merasakan bahwa pengungsi jalur laut yang ada 
di Pusat Tahanan Nauru menjadi ancaman bagi negara nya. 
 Adanya ancaman tersebut ditandai dengan diterapkan nya 
satu strategi luas oleh Pemerintah Australia, sesuai dengan apa 
yang ditulis oleh Jacobsen. Satu strategi luas tersebut adalah 
memisahkan pengungsi jalur laut dari populasi lokal Australia 
dengan menempatkan mereka di Pusat Tahanan Nauru 
dibandingkan dengan mengizinkan gelombang tersebut untuk 
bebas menempatkan diri sendiri.
612
 Jadi, apa yang dilakukan oleh 
Pemerintah Australia mencerminkan bahwa negara tersebut merasa 
bahwa pengungsi jalur laut menimbulkan ancaman keamanan 
rezim karena tindakan yang dilangsungkan Australia sendiri 
mendeskripsikan bahwa pengungsi perahu memang merupakan 
sebuah ancaman bagi dimensi strategis, setelah penulis sesuaikan 
dengan apa yang ditulis oleh Jacobsen sendiri.  
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 Selain itu, strategi luas tersebut merupakan implementasi 
dari adanya perasaan terancam yang dirasakan oleh Pemerintah 
Australia dimana ketika pemerintah merasa terancam, tindakan 
yang akan muncul adalah menerapkan kontrol yang lebih besar 
terhadap pengungsi yang salah satunya menempatkan mereka di 
sebuah kamp. Jadi, pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa 
dimensi rezim memiliki pengaruh terhadap penandatanganan RSA 
oleh Australia yang tergolong menjadi respon kebijakan negatif.  
Karena tindakan Pemerintah Australia kepada pengungsi 
jalur laut yang ada di OPC Nauru mencerminkan bahwa Australia 
merasa bahwa gelombang tersebut adalah sebuah ancaman rezim 
bagi negara nya, dengan menerapkan satu strategi luas yaitu 
dengan cara menempatkan mereka di kamp. Ketika sebuah negara 
merasa bahwa gelombang pengungsi terkait merupakan sebuah 
ancaman, dalam hal ini adalah ancaman rezim, maka respon 
kebijakan yang lahir akan negatif bukan positif, seperti apa yang 
ditulis oleh Jacobsen.  
5.4.1.3. Dimensi Struktural 
 Dimensi struktural menyebut terkait keseimbangan antara 
populasi negara dan sumber daya seperti pangan, air serta ruangan 
untuk hidup. Keseimbangan ini terganggu ketika permintaan 
populasi pada sumber daya tersebut, tinggi dan pemerintah 
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kesulitan dalam mengatur nya.
613
  Untuk menganalisis dimensi ini 
dan dihubungkan dengan kalimat sebelumnya tersebut, penulis 
akan menganalisis dengan cara melihat apakah boat-people pernah 
dilihat oleh Australia sebagai gelombang yang dapat mengancam 
sumber daya nya.  
 Selanjutnya, mencari data tentang jumlah boat-people yang 
ada di pusat penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di 
Nauru pada waktu tertentu serta mencari pernyataan oleh beberapa 
tokoh, jika ada, apakah biaya untuk menjalankan pusat pengolahan 
pengungsi lepas pantai di Nauru tergolong mahal atau tidak. 
Demikian urutan singkat mengenai apa yang akan penulis sajikan 
di beberapa paragraf dan halaman selanjutnya. Di paragraf ke tiga, 
penulis akan mulai menyajikan data yang berkaitan dengan sifat 
lebih lengkap serta dihubungkan dengan apa yang menjadi 
penekanan Jacobsen dalam model nya.  
 Pertama-tama, pengungsi jalur laut atau yang biasa disebut 
dengan boat-people memang sudah dipandang sebagai kelompok 
yang berbahaya sejak tahun 1990-an dan dianggap sebagai 
ancaman bagi masyarakat Australia, bagi sumber daya di Australia 
dan juga dianggap menjadi ancaman kepada cara pandang 
masyarakat Australia itu sendiri, karena mereka memasuki wilayah 
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 Berhubungan dengan hal ini, 
Pemerintah Australia tidak berbuat banyak untuk menghilangkan 




 Sedangkan alokasi untuk biaya sumber daya yang 
mendukung hidup pengungsi di pusat penahanan milik Australia di 
Nauru, seperti contohnya makanan dan lain-lain, mengisi biaya 
paling besar dibandingkan biaya lainnya. Dimana alokasi untuk 
biaya sumber daya tersebut diringkas dengan judul ‘garrison and 
welfare’ dalam tabel yang dipublikasi oleh media ABC Net.
616
 
Biaya garrison and welfare sendiri memiliki alokasi biaya 
sebanyak $316,900,000 menjadikan nya sebagai bagian paling 




 Hal tersebut dapat dihubungkan dengan jumlah pengungsi 
dan pencari suaka yang ada di OPC Nauru pada beberapa bulan 
sebelum bulan September 2014. Dalam tabel yang akan penulis 
sajikan berikutnya, dapat dilihat bahwa di tahun 2014 dan satu 
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 ABC Net, “Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing Centre than the 







bulan sebelum September 2014, jumlah individu yang ada di Pusat 
Tahanan Nauru sedang tinggi-tinggi nya dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Jika disesuaikan dengan apa yang 
dikatakan oleh Jacobsen, informasi tersebut mengganggu 
keseimbangan antara populasi negara dengan permintaan sumber 
daya. Karena ketika populasi semakin banyak, otomatis permintaan 
terhadap sumber daya alam semakin meningkat juga. 
 Walaupun pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pusat 
Tahanan Nauru bukan merupakan masyarakat Australia, namun 
tanggung jawab mereka ada ditangan Pemerintah Australia 
termasuk tanggung jawab mengenai sumber daya makanan, 
fasilitas istirahat, mandi dan lain-lain yang dilabeli dengan sebutan 
‘garrison and welfare.’
618
 Tanggung jawab tersebut ditandai 
dengan tabel deskripsi alokasi biaya Pusat Tahanan Nauru yang 
dipublikasi oleh Media ABC Net
619
 dan pernyataan yang ditulis di 
website UNHCR bahwa kesejahteraan pengungsi berada pada 
tangan Pemerintah Australia
620
 Berikut, dalam halaman 
selanjutnya, terdapat tabel dari jumlah pengungsi dan pencari 
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suaka yang ada di OPC Nauru sejak akhir tahun 2012 dan beberapa 













Gambar 19: Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Pusat 
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Dapat dilihat dari tabel di halaman sebelumnya, tahun 2014 
menjadi tahun dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi dan 
pencari suaka yang ada di Nauru Offshore. Peningkatan tersebut 
terjadi cukup tinggi karena pada tahun sebelumnya, jumlah 
pengungsi dan pencari suaka tidak ada yang mencapai angka 
seribu. Peningkatan tersebut terutama sangat terlihat pada bulan 
Agustus 2014, pada satu bulan sebelum penandatanganan RSA 
oleh Australia dan Kamboja di tanggal 26 September bulan 
September 2014.  
 Terlebih lagi, sumber daya seperti makanan dan lain-lain 
menjadi hal yang paling dialokasikan dengan biaya besar pada 
tahun 2014-2015 dibandingkan dengan hal lainnya.
622
 Biaya yang 
telah dikeluarkan oleh Australia di masing-masing Pusat Tahanan 
juga tergolong mahal ditandai dengan salah satu pernyataan dari 
pihak Save the Children. CEO Save the Children, Paul Ronalds 
mengatakan bahwa setiap tahun nya sejak tahun 2013, biaya untuk 
menghidupi satu pengungsi atau pencari suaka di OPC Manus atau 
Nauru adalah sebanyak $400 ribu. 
623
  
 Selain itu, Ronalds juga menambahkan bahwa masyarakat 
Australia ini seperti hanya sedikit memiliki pengetahuan mengenai 
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apa yang telah dilakukan baik dalam atas nama mereka atau 
dengan pembayar pajak yang mana biaya menjalankan pusat 
pengolahan pengungsi lepas pantai ini sangatlah besar.
624
 CEO 
Save the Children tersebut menganggap bahwa hal tersebut harus 
berubah karena kita butuh sebuah sistem yang efektif dan 
sebenarnya diluar sana masih terdapat kebijakan alternatif terhadap 
sistem yang tergolong sangat mahal dan tidak benar-benar efektif 
seperti apa yang dijalankan Australia di Pusat Tahanan tersebut.
625
  
 Informasi-informasi yang telah penulis sebutkan 
sebelumnya tersebut menjadi bahan untuk analisis. Sesuai dengan 
apa yang Jacobsen katakan, dimensi struktural menyebutkan 
mengenai keseimbangan antara populasi dengan sumber daya yang 
ada. Walaupun pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pusat 
Nauru bukanlah masyarakat Australia, tanggung jawab termasuk 
mengenai makanan dan lain-lain tetap berada di tangan Australia. 
Pada awal tahun 2014 terutama di bulan Agustus, terjadi 
peningkatan terhadap jumlah populasi pengungsi dan pencari suaka 
di Pusat Nauru dan menurut penulis hal tersebut dapat 
mengganggu keseimbangan antara populasi yang menjadi 
tanggung jawab Australia dengan sumber daya.  
 Karena semakin banyaknya populasi yang ada, permintaan 
terkait sumber daya alam semakin meningkat. Ditambah dengan 







adanya alokasi Pemerintah Australia terhadap garrison and welfare 
yang tidak murah dan menjadi yang termahal ditengah alokasi hal 
lainnya. Pada akhir bulan Mei 2014, Pemerintah Australia juga 
mengumumkan bahwa Pemerintah akan menarik sebanyak $140 
ribu dalam pendanaan tahunan untuk Refugee Council of Australia, 
organisasi utama Australia mengenai pengungsi.
626
 
Media the Conversation mengatakan bahwa hal tersebut 
menjadi satu contoh bagaimana Pemerintah Australia sedang 
mencari cara untuk menyimpan beberapa dolar namun 
mengabaikan cara yang jelas untuk menghemat uang terkait cara 
memproses pencari suaka di Australia.
627
 Disini, penulis 
menganalisis bahwa adanya peningkatan jumlah populasi 
pengungsi dan pencari suaka di Pusat Nauru terutama di bulan 
Agustus membuat keseimbangan antara populasi dan sumber daya 
sedang sangat terganggu, walaupun mereka bukan masyarakat 
Australia tetapi Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab 
terhadap gelombang tersebut yang mana dengan memberikan 
alokasi untuk makanan dan lain-lain dalam label garrison and 
welfare.  
 Selain itu, penulis menganalisis bahwa keseimbangan 
tersebut sedang sangat terganggu juga karena adanya informasi 
dari media the Conversation yang pada akhir bulan Mei 2014, 
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Pemerintah Australia menarik beberapa dana dari sebuah 
organisasi pengungsi utama Australia yang kesimpulannya 
pemerintah sedang menyimpan beberapa dolar untuk hal pencari 
suaka. Lalu, informasi mengenai alokasi untuk garrison dan 
welfare yang tidak murah tersebut menambahkan adanya pengaruh 
bahwa jika alokasi terhadap hal tersebut sudahlah tinggi, dan 
ditambahkan dengan data bahwa populasi pengungsi dan pencari 
suaka mendekati September 2014 sedang tinggi-tinggi nya, maka 
keseimbangan antara populasi dan sumber daya memang sedang 
benar-benar terganggu.  
 Oleh karena nya, penulis menyimpulkan bahwa parameter 
dimensi struktural ini mempunyai pengaruh terhadap 
penandatanganan RSA oleh Australia pada tanggal 26 September 
2014 yang dinilai adalah merupakan respon kebijakan negatif 
menurut penggolongan Model Jacobsen. Terlebih lagi, di Model 
Jacobsen pernah tertulis bahwa,“the appearance of large numbers 
of asylum seekers can be rather sudden, creating emergency 
problems and forcing governments to act quickly-something most 
governments are reluctant to do,”
628
 
 Kalimat tersebut dapat lebih menambahkan pengaruh 
terhadap penandatanganan RSA oleh Australia karena jumlah besar 
dari pencari suaka dan pengungsi yang ada di Pusat Tahanan Nauru 
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melonjak cukup tinggi sejak tahun 2014 terutama di satu bulan 
sebelum September 2014 yang dampak nya nanti, sesuai kalimat 
pada Model Jacobsen, dapat membuat masalah darurat yang 
memaksa pemerintah untuk bertindak cepat yang dimana 
pemerintah sendiri sebenarnya enggan untuk melakukan nya.  
 Keadaan jumlah pengungsi yang meningkat tahun 2014 dan 
selalu meningkat sejak Bulan Januari hingga satu bulan sebelum 
September 2014, menurut penulis dapat membuat masalah darurat 
yang memaksa Pemerintah Australia untuk bertindak cepat yang 
dimana pemerintah Australia sendiri sebenarnya enggan untuk 
melakukan nya. Dan menurut penulis sendiri dari pernyataan 
tersebut yang terdapat di Model Jacobsen, karena jumlah besar dari 
adanya pencari suaka dan pengungsi yang ada di Pusat Tahanan 
Nauru sejak tahun 2014 dan satu bulan sebelum September 2014, 
memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan cepat.  
 Yang mana dengan adanya keharusan untuk bertindak lebih 
cepat yang dapat berbentuk sebuah kebijakan untuk pengungsi 
yang ada di Pusat Tahanan Nauru, kualitas kebijakan tersebut 
menurut penulis tidak akan se-matang kualitas kebijakan 
pemerintah ketika tidak sedang dipaksakan oleh keadaan yang 
mana dalam kasus ini, dengan adanya jumlah pengungsi di OPC 
Nauru yang semakin meningkat sejak Januari 2014, membuat 
Pemerintah Australia untuk bertindak cepat atau mengeluarkan 
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kebijakan secepat mungkin yang mana keputusan nya adalah 
dengan membentuk perjanjian Australia-Kamboja.  
 Pada intinya, menurut penulis tindakan Australia untuk 
akhirnya menandatangani perjanjian RSA dengan Kamboja juga 
disebabkan oleh adanya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang 
semakin meningkat di Pusat Tahanan Nauru yang pada akhirnya 
memaksa Pemerintah Australia membuat tindakan cepat. Tindakan 
cepat tersebut hasilnya adalah membuat kesepakatan dengan 
Kamboja untuk mengambil beberapa pengungsi dari Nauru karena 
keadaan nya memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan 
seperti itu, yang sebenarnya respon kebijakan tersebut terlihat 
sebagai respon kebijakan yang dipaksakan oleh keadaan dengan 
waktu membuka obrolan dengan Kamboja hingga 
penandatanganan nya termasuk singkat dengan hanya memakan 












6.1. Kesimpulan  
 Kesimpulan dari penelitian penulis dengan judul ‘Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Australia dalam Menandatangani Nota Kesepahaman Refugee 
Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja Tahun 2014, hasilnya sedikit 
berbeda dengan apa yang telah diprediksi oleh penulis di argumen utama. Dalam 
argumen utama, penulis menyatakan dan memprediksi bahwa parameter ancaman 
publisitas di variabel International Influence dan parameter dimensi ancaman 
struktural di variabel National Security cenderung lebih banyak mempengaruhi 
Sedangkan kesimpulan nya, penulis memutuskan untuk mengikuti logika 
berpikir dari Model Jacobsen dan pada akhirnya disesuaikan dengan studi kasus 
penulis. Dimana sebelumnya terdapat parameter yang cenderung lebih banyak 
mempengaruhi, namun di kesimpulan hanya terdapat parameter yang 
mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Alasan dari hal tersebut adalah karena 
dari Model Jacobsen sendiri, tidak dinyatakan terkait beberapa hal yang akan 
cenderung mempengaruhi seperti apa aturan nya. Maka dari itu penulis 
menyesuaikan dengan logika berpikir Jacobsen  yang lalu disamakan dengan studi 
kasus penulis. 
Beberapa parameter yang mempengaruhi adalah parameter yang memang 
hasil data nya mendukung terjadinya respon kebijakan negatif (keputusan 
Australia menandatangani RSA adalah respon negatif) menurut aturan Jacobsen. 
Sedangkan beberapa parameter yang tidak mempengaruhi adalah parameter yang 
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hasil data nya tidak mengarah atau tidak mendukung terjadinya respon kebijakan 
negatif yang maka dari itu dinyatakan tidak berpengaruh dalam penelitian penulis.  
Hasilnya, terdapat tiga belas parameter yang mempengaruhi terhadap 
munculnya penandatanganan RSA oleh Australia yang mana RSA sendiri 
merupakan bentuk respon kebijakan yang restrictive atau dapat dikatakan negatif. 
Tiga belas parameter tersebut adalah parameter agensi pemerintah yang menerima 
pengungsi, bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional, ancaman 
publisitas oleh rezim pengungsi internasional, kelemahan kelembagaan, hubungan 
negara pengirim dengan penerima, daya dukung lahan, pola pekerjaan, makna 
budaya terkait pengungsi, dimensi strategis, dimensi rezim dan dimensi struktural. 
Sedangkan tiga parameter yang tidak mempengaruhi adalah parameter 
ketersediaan tanah, parameter infrastruktur serta parameter etnisitas dan 
kekerabatan. Parameter ketersediaan tanah tidak berpengaruh karena menurut data 
yang ditemukan, tanah Australia masih luas yang dimana seharusnya Australia 
dapat menerima gelombang pengungsi dan respon nya akan positif. Namun fakta 
nya, Australia memutuskan untuk masih memberikan respon kebijakan negatif 
kepada pengungsi jalur laut dengan mengirim beberapa diantaranya ke Kamboja 
yang termasuk ke dalam respon kebijakan endangering their safety menurut 
Jacobsen. 
Di parameter infrastruktur, kualitas infrastruktur transportasi seperti jalan 
dan jembatan, klinik kesehatan serta sekolah ditemukan baik bahkan bagus di 
Australia. Ketika kapasitas ekonomi, termasuk kapasitas infrastruktur sebuah 
negara baik, maka negara tersebut seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan 
202 
 
positif namun disini Australia tetap melangsungkan respon kebijakan nya yang 
negatif. Maka dari itu parameter infrastruktur dikatakan tidak memiliki pengaruh. 
Lalu di parameter etnisitas dan kekerabatan, penulis menemukan tidak adanya 
kesamaan etnik antara Australia-pengungsi jalur laut-Kamboja sebagai Negara 
penerima ketiga.  
Sedangkan untuk parameter-parameter yang berpengaruh, berhubungan 
dengan kondisi bahwa jumlah parameter berpengaruh adalah banyak, penulis 
disini hanya akan menjelaskan salah satu parameter yang berpengaruh yaitu 
parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi. Parameter ini 
menegaskan bahwa ketika sebuah negara menugaskan badan militer untuk 
menerima pengungsi maka kemungkinan besar respon yang lahir adalah negatif. 
Lalu temuan penulis menemukan bahwa Australia menugaskan badan militer 
untuk menerima pengungsi jalur laut. Yang maka dari itu, parameter agensi 
pemerintah ini menjadi berpengaruh karena respon kebijakan yang lahir benar 
negatif yaitu kebijakan RSA.  
Tujuan penulis masih menjelaskan terkait parameter berpengaruh diatas 
walaupun hanya satu parameter adalah untuk memberikan gambaran kepada 
pembaca mengenai logika analisis setiap parameter berpengaruh. Tidak hanya 
logika analisis parameter yang tidak berpengaruh. Untuk parameter-parameter 
berpengaruh lainnya juga konsep nya sama. Ketika data yang ditemukan 
mendukung terjadinya respon kebijakan negatif menurut Jacobsen, maka 
parameter tersebut dikatakan mempunyai pengaruh terhadap kondisi Australia 





 Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, akan berdasarkan keterbatasan 
dan kekurangan yang penulis rasakan serta juga berbasis pada pendapat penulis 
mengenai aspek seperti apa lagi yang dapat dieksplor untuk penelitian selanjutnya 
baik dari segi isu maupun model. Disini penulis menyarankan, sebaiknya 
penelitian selanjutnya yang akan menggunakan model dari Karen Jacobsen ini, 
memilih studi kasus yang dimana mayoritas negara pengirim pengungsi terfokus 
ke satu negara karena jika negara pengirim nya banyak seperti studi kasus penulis, 
analisis nya akan lebih rumit dan panjang serta kurang terfokus.  
Selain itu, menurut penulis walaupun Model Karen Jacobsen ini tergolong 
model yang detail, jika peneliti selanjutnya mempunyai waktu lebih banyak untuk 
mencari teori, model atau konsep yang lebih rinci lagi, itu lebih baik karena 
kesimpulan nya nanti akan lebih mengerucut. Berhubung menurut penulis sendiri, 
Model Karen Jacobsen ini masih cukup umum dilihat dari variabel-variabel nya 
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